BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Fatwa Mengenai Aborsi, Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dan Kode Etik
Penyiaran Agama
a. Latar Belakang Munculnya Fatwa Aborsi
Fatwa ini muncul karena Pemerintah pada tanggal 21 Juli 2014
telah menerbitkan Peraturan Pemerintan Nomor 61 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Reproduksi. Pada Peraturan Pemerintah tersebut
terdapat 9 Pasal yang mengatur masalah aborsi dengan indikasi
kedaruratan medis dan aborsi pada korban pemerkosaan.
b. Latar Belakang Munculnya Fatwa Mengenai Pemilihan Rais Aam
PBNU melalui Ahl al-Halli wa al-Aqdi
Organisasi yang menghimpun para ulama adalah Nahdlatul
Ulama (NU), yang semua pemikiran, sikap dan langkahnya didasarkan
pada penegakkan akhlag al-Karimah. Warga NU dan masyarakat
Indonesia saat ini, membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki
karakter dan kewibawaan yang tinggi, yang dipilih di antara ulama
yang paling ‘alim, paling wirai dan paling dihormati. Ulama yang
seperti itu hanya bisa dipilih oleh para kalangan ulama sendiri yang
memiliki kompetensi dan kecermatan baik secara lahiriyah maupun

bathiniyah, baik secara intelektual maupun spiritual.
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c. Latar belakang Munculnya Fatwa Kode Etik Penyiaran Agama

Indonesia saat ini kehidupan beragamanya dihadapkan pada
sebuah perkembangan yang memprihatinkan, yaitu berkembangnya
pertarungan 2 kutub pemikiran dan gerakan yang membahayakan
eksistensi  NKRI. Bayang-bayang pemikiran liberalisme dan
sekularisme pada sisi yang lain dan faham radikalisme dan
fundamentalisme atas nama agama di satu sisi lainnya.

Konsep-konsep pemikiran kutub radikalisme, fundamentalisme
muncul bahwa negara ini dijalankan dengan sistem thogut yang harus
diganti dengan syariat Islam, sebagian dari mereka menjalankan
aktifitas teror dengan melakukan aksi peledakan bom di tempat-tempat
umum yang tak sedikit menimbulkan korban jiwa. Sementara di satu
sisi yang lainnya, liberalisme dan sekularisme juga membahayakan
bangunan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan yang terjadi di
Indonesia.

Serangan fundamentalisme dan liberalisme tidak hanya pada
bidang agama, melainkan juga politik dan ekonomi. Maka akan

menjadi ancaman NKRI, jika hal ini dibiarkan.
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2. Rumusan Fatwa Mengenai Aborsi, Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dan Kode
Etik Penyiaran Agama
a. Rumusan Fatwa Aborsi
Aborsi dilarang kecuali karena darurat medis sebab bertentangan
dengan ajaran Islam, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Rumusan Fatwa Mengenai Pemilihan Rais Aam PBNU melalui Ahl
al-Halli wa al-Aqdi
Menerapkan pemilihan pemimpin dalam lingkungan Nahdlatul Ulama
melalui Ahl al-Halli wa al-Aqgdiadalah wajib atas dasar prinsip
saddudzdzari’ah untuk menghindari perselisihan dan perpecahan serta
praktek pemilihan yang tidak bersih.
c. Rumusan Fatwa Mengenai Kode Etik Penyiaran Agama
1) Hubungan Agama dan Negara
Sebuah keniscayaan keberadaan negara dalam sebuah bangsa.
Masyarakat merupakan bagian dari negara. Agama merupakan
bagian integral dari masyarakat. Negara nasional tidak berhadapan
dengan posisi agama secara legal formal. Tidak perlu
dipertentangkan antara negara dan agama, tetapi juga jangan sampai
tumpang tindih (overlapping). Jika dua kemungkinan itu terjadi
menyebabkan kekacauan besar. Keduanya memiliki tugas dan peran

yang berbeda.
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Salah satu manfaat keberadaan agama dalam negara, menjadi
kekuatan untuk menetralisasi kecenderungan sekulerisasi dalam
kehidupan bernegara. Fungsi agama dinilai tepat dalam memperbaiki
etika manusia, untuk menjaga moralitas manusia agar tetap menjadi
manusia.

2) Keluarga dan Agama

Guna meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga, perlu adanya

upaya menjaga keluarga agar tetap seagama dan bahkan sealiran /

semazhab.
3) Penggunaan Sarana Budaya Untuk Penyiaran Agama

Penggunaan pengeras suara hendaklah bersifat internal dan
hanya digunakan untuk keperluan tertentu. Sarana yang mengganggu
ketenangan masyarakat, jangan digunakan untuk penyiaran agama.

4) Fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama apabila dilihat dari segi metode
perumusannya secara umum konsisten mengikuti istinbat hukum

yang telah digariskan oleh Munas di Bandar Lampung tahun 1992,

yaitu:

a) Ketika kasus dapat dijawab dengan dicukupi oleh ibarat dari
kutub al-mazhahib al-arba’ah dan di sana terdapat hanya satu
pendapat dari kutub al-mazhahib al-arba’ah, maka dipakailah
pendapat tersebut.

b) Ketika kasus dapat dijawab dengan dicukupi oleh ibarat kitab dan

di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan zagrir
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Jjama’iy untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat

dilakukan sebagai berikut:

(1) Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih
kuat.

(2) Khusus dalam mazhab Syafi’i sesuai dengan keputusan
Muktamar ke-1 (1926), perbedaan pendapat disesuaikan
dengan cara memilih:

(a) Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi
dan ar-Rafi’iy).

(b) Pendapat yang dipegangi oleh an-Nawawi

(c) Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi’iy

(d) Pendapat yang didukung mayoritas ulama

(e) Pendapat ulama yang terpandai

(f) Pendapat ulama yang wara’

Untuk mazhab selain Syafi’i berlaku ketentuan-ketentuan

menurut mazhab yang bersangkutan.

c) Pada kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian,
maka dilakukan prosedur ilhag al-masail bi nazairihi Secara
jama’ly olenh para ahlinya. Ilhaqg dilakukan dengan
memperhatikan mulhaqg, mulhaq bih dan wajhu al-ilhaqg oleh para
mulhiq yang ahli.

d) Pada kasus tidak mungkin dilakukan ilhag, maka bisa dilakukan

istinbat jama’iy dengan prosedur ber-mazhab secara manhaji oleh
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para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekan gowa’id usuliyyah dan
gawaid al-fighiyyah oleh para ahlinya. Fatwa-fatwa yang
konsisten yang penulis teliti dari tiga fatwa itu adalah fatwa
mengenai aborsi, fatwa mengenai ahl al-hally wa al-aqdi.

Namun ada sebagian kecil fatwa yang tidak konsisten dengan prosedur
istinbat hukum di atas yaitu langsung isi fatwa sebab dicukupkan dengan
prinsip dan semangat syariah (magasid as-syariah). Hal ini bukan berarti
Nahdlatul Ulama tidak mempunyai metodologi istinbat hukum. Secara teori
Nahdlatul Ulama yakin tidak akan mengeluarkan fatwa tanpa melalui
prosedur istinbat hukum di atas, akan tetapi dalam praktiknya, prosedur
istinbat hukum di atas tidak selalu dipergunakan. Adapun fatwa yang tidak
konsisten dari fatwa-fatwa yang penulis teliti yang jumlahnya ada tiga itu

adalah fatwa mengenai kode etik penyiaran agama.

B. Saran dan Rekomendasi

1. PBNU perlu merevisi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014, terutama
pasal 26 dan pasal 31.

2. PBNU perlu mengusulkan kepada Pemerintah untuk membuat blueprint
(cetak biru) akidah untuk meredam gerakan radikalisme, fundamentalisme,
sekularisme, dan liberalisme.

3. Bila terjadi konflik antara umat beragama diselesaikan dengan

kekeluargaan, dengan melibatkan institusi agama, pemerintah, dan
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menghindari keterlibatan pihak internasional dalam rangka menegakan

kedaulatan negara.

C. Sumbangan Untuk IImu pengetahuan

1. Disertasi ini menguatkan teori Maqasid as-Syariah karena dengan
diharamkannya aborsi maka terjagalah jiwa (hifdu an-nafsi) dan
keturunan ( hifdu an-nasli).

2. Disertasi ini juga menguatkan teori integrasi sebab apabila Pemerintah
membuat blueprint (cetak biru) akidah maka gerakan radikalisme,
fundamentalisme, sekularisme, dan liberalisme bisa diredam.

3. Disertasi ini menguatkan teori integrasi yaitu resolusi komplik antar
umar beragama vyaitu Bila terjadi konflik antara umat beragama
diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan melibatkan institusi agama,
pemerintah, dan menghindari keterlibatan pihak internasional dalam

rangka menegakan kedaulatan negara
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Lampiran 1. Materi Munas dan Konbes NU 01 - 02 November 2014
di Gedung PBNU Jakarta

A. HUKUM ABORSI KARENA KEDARURATAN MEDIS DAN HAMIL
AKIBAT PERKOSAAN

Deskripsi Masalah

Beberapa bulan yang lalu muncul polemik legaiisasi aborsi. Hal mi terkait PP
No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menuai reaksi beragam.
Pasalnya, dalam PP tersebut disebutkan pula bahwa aborsi bisa dilakukan oleh

perempuan dengan alasan darurat medis maupun alasan perkosaan.

Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan amanat dari UU No 36/2009
tentang Kesehatan sebenarnya mengatur bagaimana agar perempuan mendapat
layanan kesehatan sehingga bisa hidup sehat, melahirkan generasi sehat dan
bermutu, serta mengurangi angka kematian ibu. Ini dapat dilihat dari

konstruksinya, PP ini terdiri dari 8 bab dan 52 pasal.

Pelayanan keschatan yang dimaksud termasuk pelayanan kesehatan
reproduksi sedini mungkin, yakni sejak remaja. Pelayanan itu diberikan lewat
layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan masa pra-kehamilan, selama
kehamilan, pefsalinan, pasca melahirkan, layanan kontrasepsi, kesehatan seksual
dan kesehatan sistem reproduksi. Sayangnya, dalam PP tersebut terdapat 9 pasal
yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada
korban pemerkosaan. Klausul tersebut terdapat pada Pasal 31 yang isinya
menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis
atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas 2 alasan itu hanya bisa dilakukan

pada usia kehamilan maksimal 40 han dihitung sejak Hari Pertama Haid Terkahir
(HPHT).

Penentuan aborsi dan pelaksanaannya kemudian diatur dalam Pasal 32-38.
Misalnya, penentuan indikasi medis ditentukanm tim kelayakan aborsi, harus ada
bukti indikasi pemerkosaan dari keterangan ahli, aborsi harus dengan persetjuan

perempuan hamil, serta konseling sebelum dan sesudah aborsi.



PP ini berangkat dari semangat memberi hak kesehatan bagi perempuan.
Sebab, perempuan korban pemerkosaan kerap menerima beban ganda, yakni
sebagai korban kekerasdn seksual dan harus menghidupi anak yang dilahirkan.
Belum lagi cercaan masyarakat kepada korban pemerkosaan. Ia harus ménanggu
beban ekonomi dan ps'ikologis.v Selain itu, sebagian besar ibu yang hamil karena
perkosaan itu membgnci anak yang dikandungnya, karena kehamilannya itu tidak
jiinginkan. Padahal, anak yang dikandung itu barus dikandung dengan cinta dan
-anggung jawab.

Meski demikian, beberapa kalangan mempersoalkan PP tersebut. Di
mtaranyé beralasan bahwa PP tersebut dianggap telah melegalkan aborsi.‘ Padahal,
wborsi tidak boleh dilegalkan dengan alasan apapun. Selain itu, tidakan aborsi juga
nelanggar kode etik kedokteran. Sehingga bila ada dokter yang melakukan praktik
borsi bisa dikenakan sanksi profesi. '

Dari sisi peratméin perundang-undangan, PP tersebut juga dianggap
sertentangan dengan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Karena di
jalam UU tersebut disebutkan, anak yang masih dalam kandungan secara hukum
uga harus dilindungi oleh negara. Pasal 1 UU Perlindungan Anak mehyebutkan
yahwa anak-anak‘ adaiah yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih
jalam kandungan. Artinya, aborsi tidak dibenarkan oleh UU ini. Selain tindak
sidana, aborsi juga dianggap juga sebagai pelanggaran HAM. Dan PP ini juga
yerpeluang untuk dijadikan dasar oleh orang-orang yang berprilaku sek bebas
intuk melakukan aborsi karena dianggap legal.

,’ertanyaannya:

1. Apakah hukum melakukan aborsi dengan alasan kedaruratan medis dan

aborsi kehamilan akibat perkosaan?

2. Berapa batas waktu dibolehkan melakukan aborsi dan dari mana awal
penghitungannya?



Benarkah dokter yang melakukan aborsi telah melanggar sumpah jabatan

dan/atau melanggar kode etik?
Bagaimana langkah-langkah strategis yang harus dilakukan FBNU dalam-

menyikapi PP tersebut?

Usulan J awaban:

1.

Pada dasarnya hukum melakukan aborsi adalah haram, kecuali ada
madharat yang dapat menimpa ibu dan/atau janin jika tidak dilakukan
aborsi.

Penghitungan umur usia kehamilan itu dimulai sejak hari pertama haid
terakhir.

Semua dokter harus mentaati sumpah jabatan dan kode etik profesi dokter.
Melakukan aborsi tidak diperbolehkan kecuali terhadap aborsi yang sudah
memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan

berdasarkan ketentuan-ketentuan.
Langkah-langkah yang perlu diambil oleh PBNU:

- Mengusulkan dalam revisi KUHP/JR kepada MK terkait KUHP pasal

aborsi.
- Perlu menyiapkan naskah akademik terkait hukum aborsi

- Merevisi PP tersebut, terutama pada pasal 26 (yang cenderung liberal)
dan pasal 31 agar melakukan pendikan kesehatan reproduksi.

- Pengawan yang ketat dan terus menerus oleh pihak terkait agar tidak

salah gunakan.

- PBNU perlu mengawal dan kalau bisa mewarnai dengan nilai-nilai

keagamaan terhadap peraturan perundang-undangan



- Mendorong pemerintah memaksimalkan upaya pencegahan perkosaan,
perzinaan dan pergaulan bebas, melindungi anak hasil perkosaan, serta

melaksanakan fungsi sebagai wali bagi anak hasil perkosaan.
Pengambilan Dalil:
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B. KONSEP AHLUL HALLI WAL AQDI
Deskripsi Masalah

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi para ulama, yang semua
pémikiran sikap dan langkahnya didasarkan pada penegakkan akhlaqul karimah.
Saat ini, warga NU dan masyarakét Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang
memiliki karakter dan kewibaan yang tinggi, yang dipilih di antara ulama yang
paling alim, paling wirai dan paling dihormati. Agar bisa memilih ulama seperti itu
maka hanya para kalangan ulama sendiri yang memiliki kompetensi dan
kecermatan baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, baik secara intelektual

maupun spiritual.

Mekanisme penetapan kepemimpinan ini yang disebut dengan pemilihan
melalui ahlul halli wal agdi. Sebagai upaya penuntasan kembali ke Khittah 1926,
maka sudah selayaknya NU mengembalikan tradisi yang telah berkembang sejak
awal kelahiran NU itu.

Seorang Rais Aam sebagai pemimpim tertinggi NU, dipilih dari kalangan
para ulama dengan standar keilmuan yang tinggi, cermat dalam mengambil
keputusan, berani mengambil resiko, piawai dalam menyelesaikan masalah dan
sekalgus memiliki standar moral yang tinggi yang memiliki kezuhudan, kewiraian
dan kesabaran serta kepedulian dalam membimbing umat. Karena itu dalam
memilih ulama sebagai Rais Aam seperti itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan
orang, tetapi hanya bisa dilakukan oleh ulama tertentu yang juga memiliki standar
intektual dan standar moral yang tinggi, serta memiliki ketajaman visi dalam

melihat agama dan bangsa ini ke depan.

Dalam upaya menjaga dan mengembalikan martabat NU dan martabat -
bangsa ini maka sistem pemilihan dengan mekanisme ahlul halli wal aqdi ini
sangat mendesak untuk diterapkan kembali. Sebagai wujud upaya NU kembali ke
Khittah 1926 dan sebagai langkah startegis penguatan organisasi, agar NU menjadi



organisasi yang kuat, terstruktur dan terpimpim secara selektif dalam menjalankan
peran keagamaan, dan kenegaraan. Sebagai wujud pelaksanaan ukhuwwah

islamiyyah, wathaniyyah maupun basyariyyah.

Untuk meneguhkan hai ini maka diperlukan penjelasan secara gamlang -
mengenai bagaimana konsep ahlul halli wal agdi menurut figih yang nantinya akan

dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menerapkan ahlul halli wal aqdi dalam NU.
Pertanyaan: ' “

Apakah definisi ahlul halli wal agdi?

Si'apa yang termasuk ahlul halli wal aqdi?

Berapa orang jumlah ahlul halli wal aqdi?

Apa syarat-syarat ahlul halli wal aqdi?

Apa sifat-sifat ahlul halli wal aqdi? |

Apa tugas-tugas ahlul halli wal aqdi?

Berapa lama masa berlakunya ahlul halli wal aqdi?

Bagaimana sejarah penerapan ahlul halli wal agdi dalam Islam dan NU?

e e T

Apa syarat-syarat orang yang dipilih aklul halli wal aqdi?

10. Siapa yang berhak menentukan ahlul halli wal agdi?

11. Apakah salah satu dari ahlul halli wal aqdi bisa dipilih sebagai imam?

12. Bagaimana mengetahui ciri-ciri orang yang layak dijadikan sebagai ahlul

halli wal agqdi?

Usulan Jawaban:
AHLUL HALLIX WAL—AQDI Dalam Pemilihan dan Pengangkatan Imam
I. PENGANGKATAN AL-KHULAFA’ AR- RASYIDIN
1. Abu Bakr Ash-Shiddiq ra.
Abu Bakr Ash-Shiddiq ra. terpilih dan dibaiat untuk menjadi
Khalifah oleh lima shahabat dari para shahabat Muhajirin dan Anshar yang
pada saat itu sedang berkumpul di Sagifah Bani Sa’idah. Di hadapan



mereka, pemilihan dan baiat untok ’Abu Bakr Ash-Shiddiq ra.

beriangsung sebelum Rasulullah SAW. dimakamkan.

Penjelasan :

a.

Lima shahabat yang memilihh dan membaiat Abu Bakr Ash-Shiddig;
Umar ibn Al-Khath-thab ra., Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah ra, Usaid ibn
Hudlair ra, Bisyr ibn Sa’d ra., dan Salim maula Abi Hudzaifah ra.
Pemiliban dan baiat Abu Bakr Ash-Shidiq ra. untuk menduduki
jabatan Khalifah, semula diusulkan oleh Umar ibn Al-Khath-thab ra.
yang kemudian disetujui oleh para shahabat Muhajirin dan Anshar.
Mendengar usulan Umar ibn Al-Khath-thab ra., terjadilah ketegangan
di kalangan para shahabat Anshar di Saqifah Bani Sa’idah.
Ketegangan tersebut mereda setelah Umar ibn Al-Khath-thab ra.
mengajak Abu Bakr Ash-Shiddiq ra. untuk mengunjungi mereka untuk
menyampaikan penjelasan.

Ali ibn Abi Thalib ra. pada hari yang lain menyusul membaiat Abu
Bakr Ash-Shiddiq ra. setelah sembuh dari sakit karena wafat
Rasululiah SAW.

. Umar ibn Al-Khat-thab ra.

Umar ibn Al-Khat-thab ra. terpilih secara sepakat oleh beberapa

shahabat atas mandat dari Abu Bakr Ash-Shiddiq ra. setelah kondisi

kesehatannya semakin menurun. Para shahabat Muhajirin dan Anshar

menyepakati, ketika Abu Bakr As-Shiddiq ra. menyampaikan di hadapan

mereka, bahwa Umar ibn Al-Khath-thab ra. yang akan menggantikannya

setelah ia wafat.

Penjelasan :
Beberapa shahabat yang memilih; Utsman ibn Affan ra., Abdur Rahman

ibn Auf ra., Sa’id ibn Zaid ra., Usaid ibn Khudlair ra., dan lainnya.



3. Utsman ibn Affan ra.
Utsman ibn Affan ra. terpilih menggantikan Umar ibn Al-Khath-
thab ra. setelah wafat berdasarkan suara terbanyak oleh beberapa shahabat’
yang person dan jumlahnya ditentukan Umar ibn Al-Khath-thab ra.

Penjelasan :

“a. Umar.ibn Al-Khath-thab ra. membentuk Alilus Syuro terdiri dari enam
- shahabat agar memilih sata diantara mereka untuk menggahtikannya_
. setelah ia wafat, . , ,

a. Enam shahabat yang ditunjuk itu; Ali ibn Abi Thalib ra., Zubair ibn
Al-Awwam ra., Abdur Rahman ibn Auf ra., Utsman ibn Affan ra.,
Thalhah ibn Ubaidillah ra., dan Sa’d ibn Abi Waqqash ra.

b. Umar ibn Al-Khath-thab ra. memberikan ketentuan:

i) Musyavsgarah dilaksanakan dalam batas waktu tiga hari, dan
pemilihéh, dilaksanakan secara terbuka v(dinyatakan secara lisan).

2) Pemenang -\adalah peraih suara.terbanyak. Apabila jumldh suara
sama, rnaka yang terpilih adalah nama yang di dalam jurnlah suara
t_erdapat Abdullah ibn Umar ra. Dan apabila dalam hal ini tidak ada
kesepakatan, maka yang terpilih adalah nama yang di dalam
jumlah suara terdapat Abdurrahman ibn Auf ra.

c. Para shahabat di luar mengusulkan satu antara Utsman ibn Affan ra.
dan Ali ibn Abi Thalib ra. Sedangkan suara terbanyak oleh Ahlus
Syuro memilih Utsman ibn Affan ra. karena berbagai kelebihannya.

d. Selanjutnya Abdur ibn Auf ra. mengumpulkan ummat di dalam masjid,
dan kemudian membaiat Utsman ibn Affan ra., dan disaksikan pula
oleh Ali ibn Abi Thalib ra.
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4, Ali ibn Abi Thalib ra.

Ali ibn Abi Thalib ra. dibaiat oleh beberapa shahabat Muhajirin
dan Anshar, serta kaum muslimin negeri Mesir. Nanum baiat itu mendapat
penolakan dari kaum muslimin negeri Syam, dan Bani Umaiyah yang
dipelopori oleh Mu’awiyah ibn Abi Sufyan ra.

Penjelasan :

a. Dua orang shahabat, Thalhah ibn Ubaidillah ra. dan Zubair ibn Al-
Awwam segera membaiat Ali ibn Abi Thalib ra. karena terpaksa atas
kehendak kelompok tertentu setelah terbunubnya Utsman ibn Affan ra.
yang berlanjut terjadinya pemberontakan di Madinah.

b. Kejadian tragis tersebut berpemgaruh pada berbagai kejadian yang
memprihatinkan menimpa kaum muslimin ketika itu sejak awal
pemerintahan Ali ibn Abi Thalib ra., seperti terjadinya perang jamal,

dan seterusnya.

TINJAUAN HUKUM FIQH

Praktek pemilihan dan pengangkatan Khalifah/Amir/Imam pada masa

Al-Khulafa’ Ar-Rasyidin sebagaimana di atas menjadi dasar istid-lal dan

istinbath dalam menetapkan hukum figh oleh para mujtahid. Diantara

beberapa ketetapan hukum figh:

1

Memilih dan mengangkat imam (pemimpin) negara dan ummat adalah
wajib. Adapun imam yang wajib dipilih adalah orang yang terpenuhi
beberapa syarat. Dan diantara orang-orang yang sama-sama terpenuhi
syarat-syarat, orang yang lebih berhak dipilih adalah orang yang terbaik
dalam persyaratan. '

Pemilihan dan pengangkatan imam berdasarkan keterwakilan oleh
beberapa orang ahli adalah ashlah dan afdlal dibanding pemilihan secara
langsung oleh setiap pribadi. Beberapa orang ahli tersebut oleh Imam
Abhmad ibn Hanbal disebut dengan istilah Ahlul Halli Wal-Aqdi yang
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kemudian diikuti oleh para ulama generasi berikutnya. Adapun istilah
lain sesuai fungsinya, disebut Ahlusy Syuro.

3. Ahlul Halli Wal-Aqdi ialah beberapa orang ahli yang bertugas memilih
dan mengangkat imam berdasarkan keterwakilan yang meliputi unsur
golongan, wilayah/daerah, dan lainnya melalui musyawarah, _

4. Ablul Halli Wal-Aqdi terdiri dari unsur ulama, tokoh, pemikir, ilmuan
dengan syarat:

a. Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.

b. Memiliki pengetahuan untuk memilib orang yang berkemampuan
memimpin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¢. Memiliki pandangan yang cermat dan arif sebagai (ieSally (s} Jal)
dalam memilih calon pemimpin terbaik yang akan dapat membawa
lebih banyak mashlalah.

5. Jumlah Ahlul Halli Wal-Aqdi menurut jumhur ulama Bashrah, terdiri
dari lima orané., Sedangkan menurut suatu pendapat, cukup tiga orang.

_ Adapun menurat pendapat lain, tidak ada ketentuan jumlah yang baku,
tetapi relatif atas dasar mashlahah. ' |

6. Setiap anggota Ahlul Halli Wal-Aqdi dibolehkan memilih sesama Ahlul
Halli Wal-Aqdi.

7. Pemilihan dan pengangkatan pemimpin oleh Ahlul Halli Wal-Aqdi boleh

dan dan tepat diterapkan dalam setiap institusi berorientasi keagamaan.

Penerapan dalam Lingkungan Nahdlatul Ulama
1. Menerapkan pemilihan pemimpin dalam lingkungan Nahdlatul Ulama
melalui Ahlul Halli Wal-Aqdi adalah wajib atas dasar prinsip saddudz-
dzari’ah untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta praktek
pemilihan yang tidak bersih. _
2. Konsep Ahlul Halli Wal-Aqdi telah diterapkan dalam sejarah
| perkembangan NU dalam penetapan kepemimpinan sejak NU berdiri

12



tahun 1926 sampai tahun 1952 ketika NU menjadi partai politik.

Kemudian diterapkan kembali pada muktamar NU ke-27 di Situbondo

tahun 1984 ketika NU kembali ke khit-thah tahun 1926.

Ahlul Halli Wal-Aqdi terdiri dari wasur ulama, tokoh, pemikir, ilmuan

dengan syarat:

a. Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.

.b. Memiliki pengetahuan untuk memilih orang yang berkemampuan

memimpin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Syarat-Syarat Ahlul Halli Wal-Aqdi Dalam Nahdlatul Ulama :

a. Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.

b. Memiliki pengetahuan untuk memilih orang yang berkemampuan
memimpin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¢. Memiliki pandangan yang cermat dan arif sebagai (Sl (I} Jaf)
dalam memilih calon pemimpin terbaik yang akan dapat membawa
lebih banyak mashlalah.

Proses pembentukan Ahiunl Halli Wal-Aqdi :

a. PBNU perlu membentuk team untuk mempersiapkan pembentukan
Ahlul Halli Wal-Aqdi.

b. Team bertugas menyusun tata cara penjaringan, kreteria calon dan
melakukan penjaringan calon anggota Ahlul Halli Wal-Aqdi.

¢. Jumlah Ahlu]l Halli Wal-Aqdi sebanyak 9 (sembilan) orang yang
mencakup unsur jam’iyyah (struktural) dan jama’ah (non struktural).

Tugas Ahlul Halli Wal-Aqdi Dalam Nahdlatul Ulama :

a. Memberikan garis-garis besar kepemimpinan Nahdlatul Ulama.

b. Menetapkan haluan dasar Nahdlatul Ulama.

c. Memilih Rois Am yang bukan anggota Ahlul Halli Wal-Aqdi.

d. Masa tugas Ahlul Halli Wal-Aqdi berakhir sampai terpilihnya Rois
Am, Wakil Rois Am, dan terbentuknya kepengurusan harian
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
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7. Syarat-Syarat Calon Rois Am Nahdlatul Ulama :

a. Lelaki, mvslitn dan sehat jasmani dan rohani.

b. Memiliki kepribadian yang adil, juiur dan terpercaya.

¢. Memiliki jiwa kepemimpinan, tegas, arif dan bijak dalam
melaksanakan tugas-tugasnya. )

;i. Memiliki keilmuan agama yang mendalam serta pemahaman yang
tawdssuth. ‘

e. Memiliki kemampuan mengendalaikan diri (=), dan bersikap zuhud
serta wara’.

£ Mampu menjaga kemaslahatan umum untuk ummat.

000 ===
‘ e
@l 1l sl pS-)
el 1l cgpdalt )l
replpl S : il ¢ gl DYt 55
' ggﬁh.h sl (Splall ypunds
PESEY :adl codaly DY aasll

Usulan Jawaban:

Sejak awal berdiri pada 16 Rajab 1335 H/ 31 Januari 1926, Nahdlatul
Ulama (NU) telah menegaskan diri sebagai organisasi sosial keagamaan Islam
(jam’iyah diniyah ijtima’iyah) yang berhaluan akidah Ahlussunnah Wal

Jamaah dengan membangun visi kebangsaan dan ke-Indonesiaan.

NU akan selalu terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara
menyeluruh dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan

dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat
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yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju
kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akherat.

Untuk dapat mewujudkan cita ideal tersebut, mutlak dibutuhkan kehadiran
pemimpin yang konsisten dengan fikrah tawessuthiyyah (moderat),
tasamuhiyyah (toleran), ishlahiyyah (reformatif), tathawwuriyyah (dinamis) dan
manhajiyyah (metodologis) sehingga mampu melakukan kewajiban hirasatud

din wa siyasatud dun-ya secara bijak dan dinamis.

Untuk menjamin konsistensi semua pihak pada sikap tersebut, NU harus
konsisten pada khittah-nya sebagai organisasi‘ sosial keagamaan (fam'iyyah
diniyyah-ijtimi’iyyah) yang menempatkan Ulama pada posisi yang tertinggi.
Syuriah mesti memiliki supremasi atas tanfidziyyah (roda organisasi) sehingga
mampu mengkumandangkan kebangkitan ulama (nahdlatul Ulama) seca:ra

menyeluruh, baik dalam berfikir, bersikap ataupun bertindak.

Dengan cara demikian, Ulama diharapkan mampu memberikan arah,
menyuntikkan motivasi dan akhirnya menumbuhkan kesadaran (self conciusness)

untuk patuh, tunduk dan menjalankan organisasi sesuai dasar-dasar keulamaan.

Untuk memulai gagasan besar ini, maka kepemimpinan NU di berbagai
levelnya dilakukan dengan cara yang khas sesuai amanat khittah. Semangat
demokrasi tetap dipakai, namun dimodifikasi dengan model keulamaan
sebagaimana tertuang dalam khazanah kitab salaf madzahibil arba’ah yang lazim
dikenal dengan istilah ahlul halli wal ’agdi. Berikut ini adaiah point-point penting
yang terkait dengan hal tersebut:

1. Pada dasarnya, konsepsi Figih Sunni menyatakan bahwa proses pemilihan
seorang pemimpin, baik dalam level Negara maupun organisasi
kemasyarakatan, dilakukan melalui proses pemilihan. Kedaulatan berada di
tangan ummat, sehingga mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin yang

akan mereka taati,
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. Pemilihan yang dilakukan oleh umat dinyatakan sah apabila dilakukan secara
musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak. Legalitas musyawarah mufakat
karena ummat tidzﬂc akan menyepakati kesalahan (latajtami’u umatii aladz
dholalah), sementara keabsahan suara terbanyak karena adanya perintah untuk

mengikuti mayoritas (‘alaikum bi syawadil a’dhom).

. Untuk memilih pemimpin yang baik tidak bisa dilakukan sembarangan, namun
memerlukan pengetahuan, kejujuran dan kearifan. Persyaratan inilah yang
tidak -dimiliki setiap orang. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,
F1q1h Sunni menawarkan konsep perwakilan, sehingga pemimpin tidak dipilih
secara langsung oleh seluruh umat, melainkan oleh sekelompok umat yang
merepresentasikan mereka. Sistem perwakilan ini lazim disebut ahlul haili wal

aqdi.

. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahlul halli wal aqdi. Dari
persyaratan tersebﬁt, yang paling substansial adalah: a] keadilan dan kejujuran;
b] kearifan, dan c] memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon
pemimpin. Apabila syarat-syarat tersebut tidak seluruhnya terpenubi oleh
ahlul halli wal ath, maka ditempuh kebijakan untuk memlhh yang terbaik

dari yang ada (zkhtzyarul amtsal fal amisal);

. Secara definitif, aklul halli wal aqdi menunjuk kepada sekelompok ummat
yang dipandang mampu mewakili dan merepresentasikan kehendak ummat
yang terdiri dari ulama, pemimpin umat (ru’asa’ul ummah) dan tokoh

masyarakat (wujuhunnas).

. Jumlah anggota ahlul halli wal aqdi disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan
kéndisi. Forum balitsul masail pra munas 2014 tanggal 29-31 Mei 2014 di
Jakarta mengusulkan jumlah anggota ahlul halli wal aqdi 9 (sembilan) orang.

3 Mengingﬁt setiap zaman memiliki karakter dan problem yang berbeda, maka
" susunan ahlul halli wal ‘aqdi dibatasi dengan periode tertentu. Masa jabatan
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ahlul halli wal‘aqdi adalah satu periode dan dapat dipilih kembali sejauh

dipandarg mampu merepresentasikan kebutuhan umat

8. Ahlul halli wal aqdi memiliki tugas ilmiyyah, ijtima’iyyah dan siyasiyyah.
Secara siyasiyyah, mereka bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang

baik dan memberi nasehat kepada pemimpin yang mereka pilih.

9. Jika ternyata pemimpin yang mereka pilih suatu saat terbukti melanggar
konstitusi organisasi (Anggaran Dasar NU), maka ahlul halli wal agdi
memiliki bhak untuk melakukan pemakzulan dan untuk selanjutnya mencari

penggantinya.
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D.KODE ETIK PENYIARAN AGAMA

I.

Pendahuluan

Kehidupan beragama di Indonesia saat ini dihadapkan pada sebuah
perkembangan yang memprihatinkan, yaitu berkembangnya sebuah

~ pertarungan dua kutub pemikiran dan gerakan yang membahayakan eksistensi

NKRI. Bayang-bayang faham radikalisme dan fundamentalisme atas nama
agama di satu sisi dan pemikiran liberalisme dan sekularisme pada sisi yang
lainnya.

Kutub radikaiisme, fundamentalisme muncul dengan konsep-konsep pemikiran
bahwa negara ini dijalankan dengan sistem thagut yang harus diganti dengan
syari’at Islam, sebagian dari mereka menjalankan aktifitas teror dengan
melakukan aksi peledakan bom di tempat-tempat umum yang tak sedikit
menimbulkan korban jiwa. Sementara, Liberalisme dan sekularisme juga
membahayakan bangunan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan yang

terjadi di Indonesia.

Fundamentalisme dan liberalisme tidak hanya ‘menyerang’ bidang agama,
melainkan juga politik dan ekonomi. Jika hal itu terus dibiarkan, maka akan

menjadi ancaman NKRI.

Ancaman terhadap keutuhan NKRI sesungguhnya telah terlihat dalam
beberapa kasus konflik masyarakat di sejumlah daerah di antaranya, konflik
Poso, Ambon, Aceh, Sampang, dan sebagainya. Konflik-konflik tersebut salah
satu pemicunya adalah adanya gerakan fundamentalisme dan liberalisme.
Konflik tersebut sesungguhnya disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya dan
politik, tidak langsung berkaitan dengan agama. Namun, kemudian ada pihak-
pihak tertentu yang sengaja memanfaatkannya dengan melibatkan faktor

agama sebagai pemicunya.
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C. KODE ETIK PENYIARAN AGAMA

I.

Pendahuluan

Kehidupan beragama di Indonesia saat ini dihadapkan pada sebuah
perkembangan yang memprihatinkan, yaitu berkembangnya sebuah

~ pertarungan dua kutub pemikiran dan gerakan yang membahayakan eksistensi

NKRI. Bayang-bayang faham radikalisme dan fundamentalisme atas nama
agama di satu sisi dan pemikiran liberalisme dan sekularisme pada sisi yang
lainnya.

Kutub radikaiisme, fundamentalisme muncul dengan konsep-konsep pemikiran
bahwa negara ini dijalankan dengan sistem thagut yang harus diganti dengan
syari’at Islam, sebagian dari mereka menjalankan aktifitas teror dengan
melakukan aksi peledakan bom di tempat-tempat umum yang tak sedikit
menimbulkan korban jiwa. Sementara, Liberalisme dan sekularisme juga
membahayakan bangunan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan yang

terjadi di Indonesia.

Fundamentalisme dan liberalisme tidak hanya ‘menyerang’ bidang agama,
melainkan juga politik dan ekonomi. Jika hal itu terus dibiarkan, maka akan

menjadi ancaman NKRI.

Ancaman terhadap keutuhan NKRI sesungguhnya telah terlihat dalam
beberapa kasus konflik masyarakat di sejumlah daerah di antaranya, konflik
Poso, Ambon, Aceh, Sampang, dan sebagainya. Konflik-konflik tersebut salah
satu pemicunya adalah adanya gerakan fundamentalisme dan liberalisme.
Konflik tersebut sesungguhnya disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya dan
politik, tidak langsung berkaitan dengan agama. Namun, kemudian ada pihak-
pihak tertentu yang sengaja memanfaatkannya dengan melibatkan faktor

agama sebagai pemicunya.
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1L Hubungan'Agamé dan Negara -
Eeteradaan negara dalam sebuah bangsa adalah sebuah keniscayaan.
- Masyarakat meruf)akan bagian dari negara. Agama merupakan bagian
integral dari masyarakat. Posisi agama tidak diperhadapkan secara legal
formal dengan negara nasional. Agama bekerja dalam wilayah kultural . yang
mtmya menyadarkan, tanpa menstrukuturkan diri, masyarakat dalam beragama
dan bernegara.
.Agama dan negara tak perlu dipertentangkan, tetapi juga jangén sampai
tumpang tindih (overlapping). Sebab jika dua kemungkinan itu terjadi- akan
menyebabkan kekacuan besar. Keduanya memiliki t ugas dan peran yang
berbeda. .
Keberadaan agama dalam negara menjadi kekuatan untuk menetralisasi
kecenderungan sekulerisasi dalam kehidupan bernegara. Fungsi agama dalam
memperbaiki etika manusia dinilai alat yang tepat untuk 'menjaga malitas
.ormanusia agar teta;ia menjadi manusia. Langkahnya pun bukan hanya dengan
| memasukkan legal syédat ke ranah hukum nasional, tetapi bagaimana jiwa
syariat itu bisa berdifusi ke tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini.
Masyarakat harus tetap religius, sebab masyarakat yang menghamba pada

Tuhan tentunya akan membawa kedamaian umat manusia,

III. Keluarga dan Agama

Keberadaan kelearga bértujuan untuk mencapai kehidupan yang maslahah,
yaitu keluarga yang dapat memenuhi/memelihara kebutuhan primer (pokok),
baik lahir maupun batin. Kebutuhan lahir dimaksudkan bahwa keluarga
tersebut terbebas dari lilitan kemiskinan dan penyakit jasmani. Sedangkan
kebutuhan batin dimaksudkan bahwa keluarga tersebut terbebas dari
kemiskinan akidah (iman), rasa takut, stres, dan penyaklt—penyaklt batin

lainnya.
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Namun, tidak jarang di dalam sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga
yaﬁg memiliki keyakinan ataupun menganut mazhab/aliran yang berbeda.
Perbedaan tersebut seringkali menjadi pemicu ierjadinya sebuah konflik jika
masing-masing orang tidak memiliki toleransi satu sama lain. Memeluk sebuah
~ agama atau menganut sebuah aliran/mazhab yang diyakini adalah hak asasi
tiap-tiap orang, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang
lain, namun dalam prakteknya memang tidaklah mudah. Sering kali terjadi,
seorang anak mengkafir-kafirkan orangtuanya karena perbedaan
aliran/mazhab. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya menjaga keluargé agar tetap
seagama dan bahkan sealiran/mazhab guna meminimalisir terjadinya konflik

dalam keluarga.

IV. Penggunaan Sarana Budaya Untuk Penyiaran Agama
Setiép agaﬁia telah memiliki sarana kultural dalam mengkomunikasikan ajaran
dan informasi peribadatan, sarana kultural ini harus dimaksimalkan untuk
menjaga kenyamanan dan ketenteraman masyarakat.
Penggunaan pengeras suara hendaklah bersifat internal, dan hanya digunakan
untuk keperluan tertentu. Penyiaran agama jangan menggunakan sarana yang
menganggu ketenangan masyarakat.
Berdasarkan poin-poin di atas, diperlukan kode etik penyiaran agama sebagai
berikut; '
1. PERAN NEGARA
a. Kaum beragama mengakui negara memiliki wewenang dalam mengatur
dan menfasilitasi kehidupan keagamaan dalam rangka menciptakan
kedamaian dan memperkuat kerukunan beragama.
b. Peran negara dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya konflik dan
kekerasan yang bermotif agama yang membahayakan keutuhan® dan

keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
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2. HUBUNGAN AGAMA DAN MASYARAKAT

o

—ae

Semua masyarakat beragama memiliki tanggung jawab dalam
menjadikaii  agama sebagai pengikat keutuhan masyarakat dan
memperkuat keluarga. _

Keluarga memiiiki tanggung jawab dalam menjaga, melindungi, dan
memelihara keutuhan keluarga dan keberlangsungan kehidupan

beragama keluarganya.

3. HUBUNGAN INTERN UMAT BERAGAMA

a.

Penyiaran dan pengajaran aliran keagamaan haruslah mengutamakan
keharmonian sosial, tidak boleh menghujat dan mencemooh, dan tidak
boleh menimbulkan permusuhan dan ketidaktenteraman serta
mengganggu kemajemukan masyarakat.

Penyebaran aliran keagamaan dilakukan dengan cara jujur dan terbuka,
tidak bdleh“menggunakan cara-cara terselubung dan menghindari
kekerasan.

Penyebéran- aliran barus menghormati tradisi dan istiadat nusantara,
tidak boleh memberantasnya.

Penyebaran aliran harus menggunakan tempat ibadah dan lembaga
pendidikan milik sendiri, tidak boleh menduduki dan mengambil alih
tempat ibadah dan lembaga pendidikan yang telah didiami dan
digunakan secara permanen oleh masyarakat yang beraliran lain.
Penyiaran aliran keagamaan tidak dibenarkan dilakukan dengan cara
membujuk atau memanfaatkan kelemahan orang lain karena
keterbelakangannya, kemiskinannya atau kesehaténnya.

Penyiaran dan pengajaran aliran keagamaan haruslah menjaga
ketenterman agama dan komunitas lain, karena itu tidak dibenarkan

mencaci ajaran aliran lain, tokoh aliran lain, atau simbol-simbol aliran

lain.
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4. HUBUNGAN ANTAR AGAMA

a. Hubungan antar agama dilakukan berdasarkan prinsip saling
menghormati, saling menghargai, dan bertanggung jawab dalam
membangun kerukunan beragama.

B. Penyiaran dan pengajaran agama dengan memperhatikan keharmonisan
tatanan sosial dan tidak merusak budaya dan tradisi setempat. '

| c.. Penyiaran agama tidak dibenarkan dilakukan dengan cara membujuk

atan memanfaatkan kelemahan orang karena keterbelakangan, dan
kemiskinan. |

d. Penyiaran dan pengajaran agama haruslah menjaga ketenterman umat
beragama, karena itu tidak dibenarkan mencaci-maki ajaran agama lain,

‘tokoh agama lain, atau simbol-simbol agama lain.

5. PENYELESAIAN KONFLIK
Bila teﬁa_di konflik antara umat beragama diselesaikan dengan cara
kekeluargailﬁ,' dengan melibatkan instifusi agama, pemerintah, dan
menghindari keterlibatan pihak internasional dalam rangka menjaga dan

menegakkan kedaulatan negara.
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Lampiran 2. PP. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG
KESEHATAN REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127

ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Kesehatan Reproduksi.

Mengingat:
1: Pasal § ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

2. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-
mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi.

4, Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada suatu
rangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh manusia yang dipergunakan untuk berkembang
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biak.

5. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan
perempuan menjadi hamil sehat.

6. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan
sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.

7. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam
sesudah melahirkan.

8. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
yang ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya
~ sampai berusia 2 (dua) tahun.

9. Pelayanan Kesehatan Seksual adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan
pada kesehatan seksualitas.

10.  Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan

di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alami
tidak memperoleh hasil.

11. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paéa
Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Reproduksi dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a. pelayanan kesehatan ibu;
b. indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi; dan
c. Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.

Pasal 3
Pengaturan Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk:

a. menjamin pemenuhan hak Kesehatan Reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan
kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

b. menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan
berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.

BAB Il
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4
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Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama menjamin terwujudnya Kesehatan Reproduksi.

Pasal 5

Pemerintah bertanggung jawab terhadap:

a.
b.

penyusunan kebijakan upaya Kesehatan Reproduksi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi;

penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta obat dan alat
kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan reproduksi;

pembinaan dan evaluasi manajemen Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan,
implementasi, monitoring dan evaluasi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi;

pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans Kesehatan Reproduksi dalam lingkup
nasional dan lintas provinsi; dan .

koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan, serta pendanaan penyelenggaraan
upaya Kesehatan Reproduksi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi.

Pasal 6

Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab terhadap:

a.

penyelenggaraan dan fasilitasi pe[ayanén, program, bimbingan, dan koordinasi di bidang Kesehatan
Reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

pembinaan dan evaluasi manajemen program Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan,

implementasi, monitoring, dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota
dalam provinsi;

pengelolaan, koordinasi dan pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans
Kesehatan Reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit lingkup provinsi;

penyediaan buffer stock obat essensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program Kesehatan
Reproduksi dalam lingkup provinsi;

koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan
upaya Kesehatan Reproduksi dalam lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi; dan

pengelolaan audit maternal perinatal lingkup provinsi.

Paa

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap:

a.

penyelenggaraan dan fasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan lingkup kabupaten/kota;

penyelenggaraan manajemen Kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi,
serta monitoring dan evaluasi sesuai standar dalam lingkup kabupaten/kota;

penyelenggaraan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans Kesehatan Reproduksi dalam

lingkup kabupaten/kota termasuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan
swasta;
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pemetaan dan penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit lingkup kabupaten/kota;

pemetaan dan penyediaan tenaga dokter, bidan, dan perawat di seluruh Puskesmas di kabupaten/kota;

pemetaan dan penyediaan tenaga bidan di desa bagi seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota,
termasuk penyediaan rumah dinas atau tempat tinggal yang layak bagi bidan di desa;

penyediaan obat essensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan program kesehatan reproduksi dalam
lingkup kabupaten/kota;

penyediaan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya kesehatan
reproduksi dalam lingkup kabupaten/kota; dan

penyelenggaraan audit maternal perinatal lingkup kabupaten/kota.

BAB Il
PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan
mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.

Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedini mungkin dimulai dari
masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik.

Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:

a. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja;

b. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan;
c. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan

d. Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi.

Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan ibu yang diselenggarakan melalui pendekatan promotif dan preventif dilakukan oleh
tenaga kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan teriatih.

Pelayanan kesehatan ibu yang diselenggarakan melalui pendekatan kuratif dan rehabilitatif harus
dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Pasal 10

Dalam rangka menjamin kesehatan ibu, pasangan yang sah mempunyai peran untuk meningkatkan
kesehatan ibu secara optimal.
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Peran pasangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

mendukung ibu dalam merencanakan keluarga;

aktif dalam penggunaan kontrasepsi;

memperhatikan kesehatan ibu hamil;

memastikan persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
membantu setelah bayi lahir;

mengasuh dan mendidik anak secara akiif;

tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga; dan

@ ™o oo T p

mencegah infeksi menular seksual termasuk Human Im munodeficiency Virus (HIV) dan Acquired
Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja

Pasal 11
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk:

a. mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang
dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi; dan

b. mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja diberikan dengan menggunakan penerapan pelayanan
kesehatan peduli remaja.

Pemberian Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja harus disesuaikan dengan masalah dan tahapan
tumbuh kembang remaja serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan
moral, nilai agama, perkembangan mental, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui
pemberian:

a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
b. konseling; dan/atau
c. pelayanan klinis medis.

Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
materi:

a. pendidikan keterampilan hidup sehat;
ketahanan mental melalui ketrampilan sosial;

b
c. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
d perilaku seksual yang sehat dan aman;
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e. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;

f. keluarga berencana; dan
g. perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.

Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan
kerahasiaan, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor dan konselor sebaya yang memiliki
kompetensi sesuai dengan kewenangannya.

Pelayanan klinis medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ termasuk deteksi dini
penyakit/screening, pengobatan, dan rehabilitasi.

Pemberian materi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui proses pendidikan formal dan nonformal serta kegiatan pemberdayaan remaja sebagai pendidik
sebaya atau konselor sebaya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil bertujuan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani
kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat, serta memperoleh bayi yang sehat.

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
a. pemeriksaan fisik;

b. imunisasi; dan

- konsultasi kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil berupa pemeriksaan fisik dan imunisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan
kompetensi dan kewenangan.

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil berupa konsultasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya dan/atau
tenaga nonkesehatan terlatih.

Pasal 14
Pelayanan Kesehatan Masa Hamil diberikan dalam bentuk pelayanan antenatal.

Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil
dan janin serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan.

Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar secara berkala
paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan.

Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 15
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Pelayanan antenatal diberikan secara terpadu dengan pelayanan kesehatan lainnya untuk mendeteksi
faktor risiko dan penyulit yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu serta janin.

Setiap ibu hamil dengan faktor risiko dan penyulit wajib dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang
mempunyai kemampuan untuk mengatasi risiko dan penyulit.

Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16
Setiap ibu berhak atas Persalinan yang aman dan bermutu.
Persalinan yang aman dan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan infeksi;
pemantauan dan deteks| dini adanya faktor risiko dan penyulit;
pertolongan persalinan yang sesuai standar;

melaksanakan inisiasi menyusu dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

® oo ©

merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan
tepat waktu.

Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dijangkau,
Persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 17
Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan meliputi:
a. pelayanan nifas;
b. pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu Ibu Ekslusif: dan
G pelayanan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun.

Pelayanan nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berupa promosi kesehatan,
deteksi dini gangguan kesehatan fisik dan mental, serta pencegahan dan penanganannya oleh tenaga
kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu ibu Ekslusif dan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ berupa pemberian informasi dan edukasi
melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.

Pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu |bu Ekslusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Pelayanan Kesehatan Masa
Hamil, Persalinan, dan Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ diatur dengan Peraturan Menteri.
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Bagian Keempat
Pelayanan Pengaturan Kehamilan, Kontrasepsi, dan Kesehatan Seksual

Pasal 19
Pelayanan pengaturan kehamilan dilakukan berupa pemberian:
a. komunikasi, informasi, dan edukasi melalui penyuluhan; dan/atau
b. konseling.

Pelayanan pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membantu pasangan
dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan jarak ideal
kelahiran anak.

Pelayanan pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
penyelenggaraén program keluarga berencana.

Pasal 20
Setiap orang berhak mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana.

Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan siklus kehidupan manusia.

Pasal 21
Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan
sumber daya manusia, logistik, pendanaan, dan alat kontrasepsi.

Ketentuan mengenai penyediaan sumber daya manusia, logistik, pendanaan, dan alat kontrasepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pasal 22
Setiap orang berhak memilih metode kontrasepsi untuk dirinya tanpa paksaan.

Metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai pilihan pasangan suami istri dengan
mempertimbangkan usia, paritas, jumiah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama.

Metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pelayanan kontrasepsi dengan
Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), Implant, dan Metode Operasi Wanita (MOW)/Metode Operasi
Pria (MOP) harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan,

Pasal 23

Setiap pasangan yang sah harus mendukung pilihan metode kontrasepsi sebagaimana dimaksud dafam
Pasal 22 ayat (1).
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Setiap pasangan yang sah harus berpartisipasi dalam penggunaan metode kontrasepsi.

Pasal 24

Pelayanan kontrasepsi darurat diberikan pada ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi atau korban
perkosaan untuk mencegah kehamitan.

Pemberian kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga
kesehatan sesuai standar.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22, Pasal 23, dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Menteri.
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Pasal 26

Setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dan
diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah.

Kehidupan seksual yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kehidupan seksual yang:
a. terbebas dari infeksi menular seksual;

b terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual;

c. terbebas dari kekerasan fisik dan mental;

d mampu mengatur kehamilan; dan

e. sesuai dengan etika dan moralitas.

Pasal 27
Pelayanan Kesehatan Seksual diberikan melalui:
a keterampilan sosial;
b komunikasi, informasi, dan edukasi;
C. konseling;
d pengobatan; dan
e perawatan.

Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara terpadu oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29
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Korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan memperhatikan aspek hukum,
keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental, dan seksual.

Penanganan aspek hukum, keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. upaya perlindungan dan penyelamatan korban;

b. upaya forensik untuk pembukiian; dan

c. identifikasi pelaku.

Penanganan aspek kesehatan fisik, mental, dan seksual pada korban kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemeriksaan fisik, mental, dan penunjang

b pengobatan luka dan/atau cedera;

c pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual;
d. pencegahan dan/atau penanganan kehamilan;

e terapi psikiatri dan psikoterapi; dan

f. rehabilitasi psikososial.

Ketentuan mengenai penanganan korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi

Pasal 30
Setiap perempuan berhak atas Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi.

Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk

melindungi organ dan fungsi reproduksi agar terbebas dari gangguan, penyakit atau kecacatan pada
perempuan,

Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan tahapan siklus reproduksi perempuan sesuai standar.

BAB IV

INDIKAST KEDARURATAN MEDIS DAN PERKOSAAN SEBAGAI PENGECUALIAN ATAS LARANGAN

ABORSI

Bagian Kesatu
Um

Pasal 31
Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
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a. indikasi kedaruratan medis; atau

b. kehamilan akibat perkosaan.

Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan

apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid
terakhir.

Bagian Kedua
Indikasi Kedaruratan Medis

Pasal 32
Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit

genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan
bayi tersebut hidup di luar kandungan. ¢

Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan standar.

Pasal 33

Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim
kelayakan aborsi.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang
diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Bagian Ketiga
indikasi Perkosaan

Pasal 34

Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan
kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter:
dan

b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
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Bagian Keempat

Penyelenggaraan Aborsi

Pasal 35

Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan
aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri:
atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;

dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;

tidak diskriminatif; dan

-0 o0 oo

tidak mengutamakan imbalan materi.

Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ tidak dapat memberikan
persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh
keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36

Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh
penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.

Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter
yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.

Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 37

Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat
dilakukan setelah melalui konseling.

Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan
konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
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b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan
aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan
penunjang;

c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau
komplikasinya;

d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk
melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan
informasi mengenai aborsi; dan

e. menilai kesiapan pasien untuk menjatani aborsi.

Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;

b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;

c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan
rujukan bila diperlukan; dan

d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38

Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah
mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau
tidak memenuhi ketentuan untuk ditakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
{2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh
keluarga.

Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan
dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan
tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V
REPRODUKSI DENGAN BANTUAN ATAU KEHAMILAN DI LUAR CARA ALAMIAH

Pasal 40

Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan
suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk
memperoleh keturunan.

Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri
yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

(3)  Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan
dengan norma agama.

(4)  Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Pasal 41

Pasangan suami isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang ingin menggunakan pelayanan
Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah harus memenuhi persyaratan meliputi:

a. telah dilakukan pengelolaan infertilitas dengan tepat;
terdapat indikasi medis;

memahami prosedur konsepsi buatan secara umum;

b
c
d. mampu/cakap memberikan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent);
e mampu membiayai prosedur yang dijalani;

f mampu membiayai persalinan dan membesarkan bayinya; dan

g

cakap secara mental.

Pasal 42

(1)  Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah harus didahului dengan
konseling dan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent).

(2) Konseling dan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
pengelolaan lebih lanjut terhadap kelebihan embrio.

(3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dan sesudah mendapatkan
pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.

(4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan
kewenangan.

(6)  Persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia (ferlilisasi invitro) yang tidak ditanamkan pada
rahim harus disimpan sampai lahirnya bayi hasil Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar
Cara Alamiah.

(2)  Penyimpanan kelebihan embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 1 (satu)
tahun atas keinginan pasangan suamii istri untuk kepentingan kehamilan berikutnya.

(38) Kelebihan embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ditanam pada:
a. rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau
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b.  rahim perempuan lain. -

(4)  Dalam hal pasangan suami istri pemiliknya tidak memperpanjang masa simpan kelebihan embrio, fasilitas
pelayanan kesehatan penyelenggara Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah
harus memusnahkan kelebihan embrio.

Pasal 44

Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah difarang untuk tujuan memilih jenis kelamin
anak yang akan dilahirkan kecuali dalam hal pemilihan jenis kelamin untuk anak kedua dan selanjutnya.

Pasal 45

(1)  Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah harus dilaksanakan di
fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, standar, dan memiliki izin dari Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau
Kehamilan di Luar Cara Alamiah wajib membuat pencatatan dan pelaporan kepada dinas kesehatan
kabupaten/kota dengan tembusan dinas kesehatan provinsi.

(2)  Setiap pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan Kesehatan Reproduksi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 48
Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang
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berhubungan dengan pelayanan kesehatan ibu, aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, dan
Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah.

Pasal 49
(1)  Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditujukan untuk:
a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses pelayanan Kesehatan Reproduksi;
b menggerakkan dan melaksanakan pelayanan Kesehatan Reproduksi;
G memfasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
d

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan
standar dan persyaratan; dan

e. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya dan
kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan

c. dukungan pendanaan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 50

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggara
pelayanan kesehatan reproduksi.

(2)  Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan
organisasi profesi dan asosiasi bidang kesehatan yang terkait.

Pasal 51

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga
kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 44, dan Pasal
46 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2)  Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. pencabutan izin sementara; dan/atau
d. pencabutan izin tetap.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan
Menteri.
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 21 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Tid.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBAi.?AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 169
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LAMPIRAN 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak

FRESIDEN
REPUBLIK INDORESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

d.

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-
tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang
merupakan hak asasi manusia;

bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada
masa depan;

bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,
maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh
dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan
berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan
dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat
menjamin pelaksanaannya;

bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai
anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang
berkaitan dengan perlindungan anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,b,c d, e danf
perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;
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Mengingat

1.

Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3143);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all
Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3670);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment
(Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3835);

. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3886);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention
No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The
Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11,

12.

13.

14,

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi,

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
sampai dengan derajat ketiga.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri,
atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik
dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan
perkembangannya secara wajar.

Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan
luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab
atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam
lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan.

Anak asuh adalah anak yang diasuh cleh seseorang atau lembaga, untuk
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan
karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin
tumbuh kembang anak secara wajar.

14

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik,
memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak
sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta
minatnya.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,
dan negara.

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional
dalam bidangnya.
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15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan
anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-
prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

¢. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.
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Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak

diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak
yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,
sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan
pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan
dari perlakuan:

diskriminasi;

a
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

@

penelantaran;

=

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
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e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan
pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir,

Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
¢. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.
Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir.

Pasal 17
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan
dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

¢. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang
objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan
bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

47



Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
€. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan
menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran
anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan
dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak,

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, walii,
atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
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Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak
dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya; dan

¢. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27
(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) ldentitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta
kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang
menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya
tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut
didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.
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Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam
pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat
kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya
permohonan,

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dikenai biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran

Pasal 29

(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan
warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak
memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan,
berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya
berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas
permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan
Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH
Pasal 30

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan
kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa
asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melaluj penetapan pengadilan.

Pasal 31
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(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga,
dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan
pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan
pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan
derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh
orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat
yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk
orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali
bagi yang bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan
diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-
kurangnya memuat ketentuan :

a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua
kandungnya;

b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup
anaknya; dan

¢. batas waktu pencabutan.

BAB VII
PERWALIAN
Pasal 33

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak
diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum
yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang
bersangkutan. :

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana -dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus
sama dengan agama yang dianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) waijib
mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34
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Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka
harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau
lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakifi kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus
mendapat penetapan

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap
melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali,
maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui
penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui
penetapan pengadilan.

BAB VIIX
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak
Pasai 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat
menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual,
maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan
agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi
landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan
agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang
dianut anak yang bersangkutan,

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti
Sosial.
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(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau
mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan
melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara

berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas
lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental
spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak
Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik
bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh
calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan
dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai
asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang
bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
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PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Agama
Pasal 42
(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak
mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga
sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi
anak.

Bagian Kedua
Kesehatan
Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya
kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat
kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta
masyarakat,

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan
kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan
merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib
memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46
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Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak
yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau
menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari
upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari
perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa
memperhatikan kesehatan anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

¢. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian
tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang
terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan
Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun
untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat,
kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang
optimal;

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan
asasi;

C. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya,
bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak
bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban
yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
€. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
Pasal 51

55



Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang
sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar
biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keungguian diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk
memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau
bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang
mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif,

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan
yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam
sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat
Sosial
Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak
terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar,
lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib
mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan
agamanya;

¢. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia
dan perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;
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e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni
budaya; dan

f. memperoieh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan
keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan
dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak
menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan
kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga,
atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan
untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus
menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar
yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima
Perlindungan Khusus
Pasai 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak
yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

r

a. anak yang menjadi pengungsi;

b. anak korban kerusuhan;

¢. anak korban bencana alam; dan

d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62
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Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak
dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b,
huruf ¢, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

a.

b

pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang,
pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan
keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak
yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer
dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak
korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a.

g.

perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-
hak anak; .

penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

penyediaan sarana dan prasarana khusus;

- penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan vang terbaik bagi anak;

pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak
yang berhadapan dengan hukum;

pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua
atau keluarga; dan

perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a.
b.

upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari labelisasi;

pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,
mental, maupun sosial; dan

pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.

Pasal 65
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(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana
dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan
melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran
agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses
pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan melalui :

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi
secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja,
lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya,
dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi
oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan,
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan
distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan
perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui

upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh
pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69
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(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melaluj
upaya :

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

Pasal 70

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

¢. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai
integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan
mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam
pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban periakuan salah dan penelantaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

BAB X
PERAN MASYARAKAT
Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan
dalam perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan
usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriaku.
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BAB XI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak,
dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang
bersifat independen.

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang
ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang
anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur
pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi
kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha,
dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerija,
dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. .

Pasal 76
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan
informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan,
pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak;

b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden
dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian,
baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit
atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),.
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Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi
darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan
hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi
secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban
kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut
memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan,
atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00
(tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka bérat, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang
tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku puia bagi
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling
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singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puiuh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri
sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah). '

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh
anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ
tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau
penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa
seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas
kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut
belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang
dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk
kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan
dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan
dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
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Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi
narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi
alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78,
Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86,
Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat
dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan
ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda
masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi
Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Disahkan di Jakarta
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
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Lampiran 4. Surat Ijin Keterangan Penelitian dari Kampus PPS PAI UII
DHI

PROGRAM PASCASARJANA

DOKTOR HURKUM ISLAM (S3)

FAKOLTAS ILMO ACAMA ISLAM
ONIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JI. Demangan Baru No. 24 Lantai (I, Yogyakarta 55281, Telp./Fax. (0274) 523637, Hp. 08175425758
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Terakreditasi “B”

SKBAN-PT No. 219/SKIBAN-PTIAK XIIDIX2013 Website: www.doctorate.islamic.uii.ac.id, e-mail : dhi@uii.ac.id
Nomor : 055/PPs-DHI/X1/2014 Yogyakarta, 24 November 2014
Hal : Permohonan Wawancara

Kepada Yang Terhormat:
Pengurus PWNU
di-

Yogyakarta

Aocatama alaikam Wn. WE

Program Pascasarjana (§-3) Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Maksum
NIM : 12923004
Prodi : Doktor Hukum Islam

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam Fakultas llmu Agama
Islam  Universitas Islam Indonesia dan “saat ini yang bersangkutan sedang dalam
proses Pra Penelitian dengan judul: “Fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan
Sosio -Politis Munas di Jakarta Tahun 2014) "

Sehubungan dengan hal tersebut, kami movhon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan
diwawancarai mahasiswa tersebut.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.
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Lampiran 5. a. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

SURAT KETERANGAN
=LAl BLAEAANGAN
!

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Drg. IK.H. Abd . /V\Ctjld., Mé [
Jabatan ; Anggofq, é\.(UV‘chE P\Ajl\lu D1 Y

Menerangkan bahwa saudara :
Nama : Maksum
- NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Alamat  :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar
Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi
berjudul “Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sesio-Politis Hasil
Munas di Jakarta Tahun 2014 M) » '

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

17 Desem ber 2014/\/\

............................................................

S

( ABR. MARIID AS
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Lampiran 5. b. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . KH. Asfiar( A'Stou, M . {752 [
Jabatan s e %k(uv"x‘\ra,g‘_ PWNU DI Y

Menerangkan bahwa saudara :
Nama : Maksum
NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar
Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi
berjudul “Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil
Munas di Jakarta Tahun 2014 M) ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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Lampiran 5 c. Surat Keterngan Telah Melakukan Wawancara
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: A

Nama : Q?W
jihawn - DBIEN FSH . LN

At

Menerangkan bahwa saudara :
Nama : Maksum
NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI
Universitas Islam Indonesia (UIl) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamckar
Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi
berjudul “Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sesio-Politis Hasil
Munas di Jakarta Tahun 2014 M) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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Lampiran 5 d. Surat Keterngan Telah Melakukan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L KH. Muair
Jabatan Anagotq LeMm PWNU D!‘r’

Menerangkan bahwa saudara :
Nama : Maksum
NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs, FIAI
Universitas Islam Indonesia (UIl) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar
Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan discrtasi
berjudul “Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil
Munas di Jakarta Tahun 2014 M)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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Lampiran 5 e. Surat Keterngan Telah Melakukan Wawancara
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

<y . Abd . Majiel
Rois Syuraft PW NHCRY

Nama

Jabatan

Menerangkan bahwa saudara :
Nama : Maksum
NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar
Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi
berjudul “Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil
Munas di Jakarta Tahun 2014 M) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

...........................................................

..................................................
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Lampiran 5 f. Surat Keterngan Telah Melakukan Wawancara
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S e o §\(c\,€lr‘ A\l .
sbaan o Rois  Syurnaf PpwsN U DLY

Menerangkan bahwa saudara :
Nama : Maksum
NIM 212923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI
Universitas Islam Indonesia (UIT) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar
Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi
berjudul “Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sesio-Politis Hasil
Munas di Jakarta Tahun 2014 M) ™

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

...........................................................
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Lampiran 5 g. Surat Keterngan Telah Melakukan Wawancara
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kl Agﬁarf Agt‘.@

Nama

Jabatan g KC{:_\/LCV/ROiS g\erLa’E
PWNU Divy

Menerangkan bahwa saudara :
Nama : Maksum
NIM : 12923004

Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam PPs. FIAI
Universitas Islam Indonesia (UIl) Yogyakarta

Alamat :PP. Miftahuttholibin Paleben Timbang Cigandamekar
Kuningan Jawa Barat

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan disertasi
berjudul “Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil
Munas di Jakarta Tahun 2014 M) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
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Lampiran 6. Lembaran pertanyaan untuk pengurus PB NU/PW NU

LEMBAR PERTANYAAN UNTUK PENGURUS PBNU/PWNU

1. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai penggunaan kitab-
kitab Syafi'iyah lebih dominan dari pada kitab-kitab mazhab lain dalam
bahsu al-masail Munas PBNU ?

2. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai penggunaan kitab-
kitab baru seperti kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah
Zuhayli, al-Figh al-Mazhahib al-Arba'ah karya Abd ar-Rahman al-Jazairi
dalam bahsu al-masail Munas PBNU ?

3. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai penggunaan kitab-
kitab - umum scperti kitab at-Tasyri al-Jinai, karya Abd al-Qadir Awdah,
al-Muamalah al-Maliyah al-Mu asirah karya Wahbah az-Zuhayli  dalam
bahsu al-masail Munas PBNU ¢

4. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai metode pengambilan
hukum dalam bahsu al-masail Munas PBNU gawli, ithagi dan manhafi?

5. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai dominannya metode
istinbat hukum menggunakan metode gawli dalam bahsu al-masail Munas
PBNU ?

6. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai  metode istinbat
manhaji — dalam bahsu al-masail Munas PBNU ?

7. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai metode penjawaban
dalam bahsu al-masail Munas PBNU yang diawali al-Qur'an, al-Hadis
kemudian baru aqwal al-ulama sejak tahun 2006 ?

8. Bagaimana menurut pendapat bapak Kyai mengenai  bervariasinya
permasalahan yang diajukan dalam  bahsu al-masail Munas PBNU dan
masalah ekonomi paling domoinan ?
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Lampiran 7. Fakta-fakta Kerusuhan Yang Disebabkan Penyiaran Agama

Massa LDII Mengamuk dalam Bedah Buku Aliran Sesat
di Ciracas Jakarta

Ratusan massa yang diakui sebagai massa LDII (Lembaga Dakwah Islam
Indonesia) yang diketuai Nur Salim di Ciracas Jakarta Timur mengamuk dalam
acara bedah buku Aliran dan Paham Sesat di Indonesia karya saya (Hartono
Ahmad Jaiz) di Masjid Nurul Ikhlas, JI Tanah Merdeka, Kampung Rambutan,
Ciracas Jakarta Timur, Ahad 18 Desember 2005M/ 16 Dzulqo‘dah 1426H.

Mereka melempari saya dengan gelas hingga pecah berantakan,
alhamdulillah meleset lalu membentur pintu kaca dan mengenai kaki panitia, Ust
Syarif Lubis, hingga berdarah. Massa di luar telah mengepalkan tangan mau
menghantam saya ketika saya mau keluar dari pintu mihrab sebelah mimbar,
maka saya urung keluar, dan pintu segera dikunci. Mereka berteriak-teriak dan
menggedor-gedor pintu. Penjaga pintu, Rizki, mengaku dipiting (disikep)
lehernya oleh perusuh lalu dipukuli kepalanya, dibanting kemudian diinjak-injak.
Panitia yang berbadan kecil kurus ini, kepalanya benjol-benjol dan badannya
sakit.

Perusuh yang di dalam masjid pun berteriak-teriak, maju ke depan mimbar
lalu memukuli panitia, di antaranya Irfan, Riki, dan Didi sampai pecah hidungnya.
Tas beserta buku-buku, makalah dan berkas-berkas di meja tempat saya berbicara
dicuri perusuh, dan dibawa lari. Terdengar teriakan-teriakan, “tas...tas... tas...”.
Mereka pun mencuri bahan-bahan milik panitia, di antaranya dua rekaman.

Rupanya sudah ada pembagian masing-masing untuk membuat kerusuhan
dalam masjid ini.. Hingga ada yang bertindak sebagai orang yang mengajukan
pertanyaan, yaitu Sulardi yang duduk di bagian depan, samping utara. Dia sengaja
ngeyel-ngeyel terus (membantah-bantah dengan ngotot terus) sambil berdiri ketika
pertanyaannya saya jawab, diatur moderator tetap saja ngeyel. Saya tahu,
sebagaiamana kebiasaan kasus ngamuknya LDII di beberapa tempat ketika saya
membedah buku, ada yang sengaja berbicara sambil berdiri dan ngeyel-ngeyel
(membantah-bantah) itu hanya trik untuk mengomando teman-temannya untuk
segera berdiri dan membuat kerusuhan. Itu seperti yang terjadi di Masjid Al-
Hurriyyah Kampus IPB (Institut Pertanian Bogor) Dermaga Bogor, Ahad 29/ 9
2002M/ 22 Rajab 1423H . Juga seperti yang terjadi di Masjid Darussalam
Kompleks Pertamina Prabumulih Sumatera Selatan, Ahad 08 Juni 2003, walau
penyelenggaranya Walikota Prabumulih dan Dewan Dakwah Islam (DDI)
Prabumulih.

LDII sangat gencar untuk menghalangi acara bedah buku Aliran dan
Paham Sesat di Indonesia, sampai-sampai mereka berupaya keras untuk
menggagalkan ketika akan diadakan di Purwakarta Jawa Barat waktu Megawati
masih jadi presiden, kata panitia setempat waktu itu. Pertama diundur, setelah
diundur lalu digagalkan pula tengah malam sebelum acara besuknya. Maka panitia
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tidak sempat mengumumkan di tengah malam itu, akibatnya jama‘ah berdatangan
siang harinya, lalu dibubarkan.

Itu peristiwa di Purwakarta beberapa waktu lalu. LDII tampak masih
menghadang saya, karena buku itu kini di tambah lagi dengan adanya VCD
berjudul Meluruskan Penyimpangan Islam Jama’ah (LDII).

Kembali kasus di Ciracas, dengan adanya “aba-aba” dengan cara ngeyel-
ngeyel sambil berdiri lalu diikuti ratusan orang yang berdiri dan berteriak tak
keruan seperti itu maka saya langsung meninggalkan tempat bicara dan menuju
keluar lewat pintu mihrab. Namun di luar pintu sudah ada ratusan orang yang
bermuka sangar dan tampak mengepalkan tangan dan mau menghantam saya.
Maka saya mundur lagi dan pintu mihrab dikunci. Mereka memukul-mukul pintu
kaca sambil berteriak-teriak tak keruan. Penjaga pintu, Rizki, dipukuli. Kaum ibu
yang semuanya berada di lantai dua (atas) kedengaran menangis. Ustadz Syarif
tampak meringis-ringis karena kakinya terkena pecahan gelas yang dilemprakan
ke arah saya namun membentur pintu kaca itu. Suara teriakan tak reda-reda.
Alhamdulillah, Alloh menyelamatkan saya dari segala amukan mereka.

Konsentrasi mereka tampaknya pada tugas masing-masing untuk
kekacauan itu. Hingga yang “bertugas” memukuli panitia pun mengakibatkan
beberapa orang panitia luka, yaitu Irfan, Riki, Rizki, dan Didi. Didi ini menurut
panitia, cukup parah, karena yang dipukul hidungnya.

Kronologi kejadian

Pukul 09.25 saya datang di Masjid Nurul Ikhlas, jama‘ah sudah penuh
sampai membludak di halaman. Saya sholat tahiyyatal masjid dua roka‘at di
imaman. Lalu dipersilakan membedah buku yang saya tulis, Aliran dan Paham
Sesat di Indonesia terbitan Pustaka Al-Kautsar Jakarta, 2002. Saya lihat jama‘ah
tenang. Wajah-wajah sangar tidak terlihat di depan saya. Sound system cukup
bagus. Di samping saya seorang moderator, dan sekitar saya ada panitia. Ustadz
Syarif Lubis selaku panitia telah berbicara sejak sebelum saya datang.

Uraian saya mulai dengan menyoroti cara pemahaman model liberal yang
mengikuti Barat, dalam memahami Islam tidak merujuk kepada dalil tetapi kepada
fenomena sosial atau gejala masyarakat atau pemikiran-pemikiran yang ada.
Karena model barat itu memandang bahwa agama itu hanyalah fenomena social.
Hingga modelnya hanya mengklasifikasikan atau memilah-milah apa yang terjadi
di masyarakat, misalnya penelitian Clifford Geertz orang Belanda terhadap
masyarakat di Mojokuto Jawa Timur, hanya memilah-milah: Orang Islam
Abangan partainya PKI (Partai Komunis Indonesia), Orang Islam Priyayi
partainya PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Orang Islam santri partainya
Masyumi atau NU. Hanya sampai di situ. Tidak ada urusan dengan mendekatkan
kepada dalil di Al-Qur‘an dan As-Sunnah atau Hadits Nabi saw. Dari ketiga
kelompok itu mana yang lebih dekat dengan Al-Qur‘an dan As-Sunnah, tidak
dibicarakan. Karena menurut sosiologi agama model Barat, bahwa agama itu
hanya gejala social.

Metode itu kini dipakai dalam pengajaran di perguruan tinggi Islam di
Indonesia, yaitu IAIN, UIN, STAIN, STAIS, bahkan Fakultas Agama Islam di
perguruan tinggi umum se-Indonesia. Dalam mata kuliah MKDU (Mata Kuliah
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Dasar Umum) berupa SPI (Sejarah Pemikiran Islam) dan SKI (Sejarah
Kebudayaan Islam). Ketika membahas sekte-sekte atau aliran-aliran dalam mata
kuliah SPI, maka hanya disebut ini aliran Ahlus Sunnah cirinya begini,
Mu‘tazilah, Syi‘ah, sampai Ahmadiyah yang mengangkat nabi baru, Mirza
Ghulam Ahmad, sesudah Nabi Muhammad saw pun dianggap sah-sah saja, boleh-
boleh saja. Semuanya dianggap sama saja, hanya dipilah-pilah, dan tidak
dirujukkan kepada dalil Al-Qur‘an dan As-Sunnah. Akibatnya, semuanya
dianggap sah-saha saja, sampai yang jelas-jelas mengangkat nabi palsu pun
dianggap tidak sesat. Maka tidak mengherankan, Azzumardi Azra rector UIN
(Universitas Islam Negeri) Jakarta dalam kasus fatwa MUI (Majelis Ulama
Indonesia) 1980 dan 2005 bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam, sesat menyesatkan,
dan pengikutnya murtad alias keluar dari Islam; temyata Azra menghadapi fatwa
MUI dan bahkan membela Ahmadiyah. Itulah bukti pendidikan dan pemahaman
Islam yang salah. Mestinya makin terdidik makin tahu mana yang benar dan mana
yang salah serta perbedaan-perbedaannya, namun pendidikan Islam di Indonesia
justru sebaliknya, makin tidak tahu mana yang benar.

Orang-orang LDII tampak tidak ada yang tegang, lebih-lebih ketika saya
kemukakan ungkapan Abdullah bin Mubarak, Al-isnadu minad dien, laulal isnaad
lagoola man syaa-a ma syaa-a. Pertalian riwayat itu termasuk bagian dari agama,
seandainya tidak ada pertalian riwayat maka pasti orang akan berkata semaunya.
(dalil ini sering dijadikan hujjah dalam ajaran Nurhasan Ubaidah, hingga dia
anggap Islam yang sah hanya yang mengikuti dia, karena dia anggap hanya dia
lah yang punya sanad, pertalian riwayat. Padahal, secara ilmu, kalau hadits sudah
ditulis perowi, maka tidak perlu sanad lagi untuk generasi setelah perowi. Karena
sanad itu hanya dari Nabi saw sampai kepada perowi itu ). Ungkapan saya tentang
sanad itu untuk menyoroti pengajaran SKI di [AIN, STAIN, ATAIS dll yang
tanpa sanad, hingga yang terjadi, mereka biasa mengecam para sahabat Nabi saw,
misalnya Abu Bakar ra dikatakan tidak demokratis, Utsman ra itu nepotisme dan
sebagainya. Ini bukannya pengajaran Islam yang Islami. Dan lewat MKDU itulah
pembentukan pemikiran yang mengarah kepada pluralisme agama (menyamakan
semua agama), maka saya tulis buku Ada Pemurtadan di IAIN yaitu dari aqidah
Tauhid dialihkan kepada keyakinan pluralisme agama, menyamakan semua
agama. Hingga Pak Dr Roem Rawi dosen tafsir Pasca Sarjana IAIN Surabaya
mengeluh ketika membedah buku saya, Ada Pemurtadan di IAIN, bahwa dia
memang mengajar tafsir di IAIN, tapi pemikiran mahasiswa itu sudah dirusak
oleh pikiran-pikiran model Barat yang dimasukkan ke kurikulum IAIN oleh Dr
Harun Nasiution.
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Perbandingan Kesesatan Ahmadiyah dan LDII

Jama‘ah tampak tenang mendengarkan. Lalu saya uraikan tentang
kesesatan Ahmadiyah dan faham yang dibawa Nur Hasan Ubaidah. Saya tidak
menyebut-nyebut LDII, hanya menunjukkan buku terbitan LPPI berjudul Akar
Kesesatan LDII dan Tipuannya Triliunan Rupiah. Saya kemukakan, duit 11 triliun
itu kalau ratusan ribu yang merah itu ditumpuk, kata Pak Amin Djamaluddin
ketua LPPI, maka tingginya setinggi Tugu Monas di Jakarta.

Sebelum membandingkan Ahmadiyah dengan ajaran Nur Hasan Ubaidah,
saya kemukakan, kesesatan itu sudah diperingatkan oleh Nabi saw dengan
hadistnya:

Sty aat a2y L fH S L3 O e Ella Wie Pl S
(QL@J\#)}W@JM!&%} axle iy

*“ Jauhilah olehmu sekalian sikap melampaui batas (di dalam agama). Karena
sesungguhnya rusaknya orang sebelum kamu sekalian hanyalah karena ghuluw/
melampaui batas dalam agama. (HR Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya,
sanadnya shahih, dan rijalnya kuat).

Contoh melampaui batas, dalam Islam ini kalau seseorang sudah
mengikuti Al-Qur‘an dan As-Sunnah, maka Islamnya sah. Tetapi ada golongan-
golongan tertentu yang melampaui batas, mereka mensyaratkan; Islamnya baru
sah kalau mengangkat nabi baru lagi sesudah Nabi Muhammad saw. Yaitu Mirza
Ghulam Ahmad (1835-1908M) di India. Itulah faham Ahmadiyah. Padahal Islam
tidak mensyaratkan itu. Bahkan dalam Al-Qur‘an, Nabi Muhammad saw itu nabi
terakhir, khataman nabiyyin.
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Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu,
tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Ahzaab: 40).

Dalam Hadits ditegaskan, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad saw:
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Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah
terputus, maka tidak ada rasul sesudahku, dan tidak ada nabi. (HR Ahmad).

Dengan mengangkat nabi baru lagi dan mensyaratkan Islamnya baru sah kalau

ikut nabi baru sesudah nabi Muhammad saw itu maka berarti melampaui batas,
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sesat, dan rusak agamanya. Sampai-sampai mereka tidak mau makmum kepada
selain golongannya dan tidak boleh nikah dengan selain golongannya.

Begitu juga ajaran Nur hasan Ubaidah (kini namanya LDII) mereka
mensyaratkan, Islamnya baru sah kalau ikut golongan mereka, beramir kepada
amir mereka, manqul kepada amir mereka (Al-Qur‘an dan Hadits yang sah
diamalkan hanya yang keluar dari mulut amir mereka dan guru-guru yang
ditugaskannya, akibatnya, selain golongan mereka tidak sah keislamannya), taat
kepada amir mereka, dan berbai‘at kepada amir mereka. Maka orang selain
golongan mereka dianggap Islamnya tidak sah, calon-calon ahli neraka selama-
lamanya, dan seburuk-buruk manusia. Ini namanya melampaui batas, ghuluw,
mengadakan syarat baru yang tidak disyaratkan dalam Islam. Hingga akibatnya,
mereka tidak boleh shalat makmum kepada selain golongan mereka, dan juga
dalam hal nikah.

Itulah contoh-contoh aliran sesat yang ghuluw, melampaui batas, ekstrim
sangat ketat, menganggap yang Islamnya sah hanya golongan mereka. Sebaliknya,
ada ekstrim jenis lain, yaitu kebalikan dari ekstrim sangat ketat yaitu ekstrim
sangat longgar. Fahamnya berupa, mau beragama Islam ataupun Kristen, Hindu,
Budha, Sinto dan lainnya; maka sama saja, masuk surga semua, menuju
keselamatan semua, dan hanya beda teknis. Itulah faham pluralisme Agama yang
disandang oleh JIL (Jaringan Islam Liberal), Paramadina, sebagian orang IAIN
dan sebagainya.

Secara faham, yang ekstrim sangat ketat itu bertentangan secara diameteral
dengan eksrim yang sangat longgar. Ahmadiyah bertentangan dengan liberal
pluralis. Juga LDII ajaran Nurhasan Ubaidah sengat bertentangan dengan liberal
plurails. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Islam, maka Ahmadiyah dibela
oleh orang-orang liberal pluralis. Contohnya dalam kasus fatwa MUI tentang
sesatnya Ahmadiyah, maka orang-orang liberal pluralis seperti Azzumardi Azra
rector UIN Jakarta, Gus Dur tokoh NU, Masdar F Mas‘udi dari NU, Ulil Abshar
Abdalla dari JIL, mereka membela Ahmadiyah dan menghadapi fatwa MUIL
Bahkan mereka berkonferensi pers bersama orang-orang kafir untuk membela
Ahmadiyah dan menentang fatwa MUI.

Demikian pula LDII yang bertentangan dengan liberal plurasil sebenarnya
sangat bertentangan. Tetapi justru kerjasama, contohnya LDII kerjasama dengan
fakultas di [AIN Jakarta yang dekannya orang pluralis, Dr Yunan Yusuf, dalam
bidang apa yang mereka sebut dakwah beberapa waktu lalu. Memang sesama
yang sesat, walau hakekatnya bertentangan, namun justru kerjasama.

Dalam kenyataan lain, dapat digambarkan segitiga: Islam berada di atas,
liberal pluralis ada di segi bawah kiri, agama-agama ada di segi bawah kanan,
misalnya. Liberal pluralis adalah bertentangan dengan Islam, dan juga
bertentangan dengan agama-agama (selain Islam). Tetapi ketika menghadapi atau
bahkan melawan Islam, maka orang liberal pluralis ini bekerjasama dengan
agama-agama selain Islam, bahkan didanai orang kafir. Itulah.
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Mencoba interupsi

Ketika saya kembali mau membandingkan antara kesesatan Ahmadiyah
dengan kesesatan ajaran Nur Hasan Ubaidah, Sulardi yang kemudian diketahui
sebagai orang dari LDII dan ngeyel-ngeyel yang diikuti massanya dengan berdiri
dan berteriak-teriak lalu ribut dan mengamuk itu pada tahap awal baru mencoba
menginterupsi. Dia di barisan depan, menyelak uraian saya, agar tidak diulangi
lagi (ke pembicaraan kesesatan Ahmadiyah dan kesesatan ajaran Nur Hasan
Ubaidah). Saya katakan, ada rangkaian lanjutan yang perlu dikemukakan. Suasana
masih tenang.

Saya kemukakan bukti dengan mengangkat kitab suci Ahmadiyah
Tadzkirah setebal 840 halaman lebih (kitab ini kemudian dicuri pula bersama
buku-buku dan bahan-bahan lain oleh perusuh ketika saya menyelamatkan diri
dari amukan mereka), Mirza Ghulam Ahmad mengaku mendapatkan wahyu untuk
menikahi wanita. Wahyu itu untuk mengancam orang tua wanita, namun tetap
tidak mempan.

Berbeda dengan Nur hasan Ubaidah, walau sama-sama untuk
mendapatkan wanita—Nurhasan tidak usah mengaku mendapatkan wahyu, tetapi
cukup bermodal menekankan taat amir. Dalam teks CAI (Cinta Alam Indonesia,
untuk muda-mudi LDII) semacam jamboree nasional pramuka, teksnya LPPI
punya juga, dikemukakan, ada 3 pemuda membawa satu wanita cantik kepada
Amir. Lalu Amir bertanya:

Ini jama‘ah semua kan?

Nggih (Ya).

Tunduk?

Nggih.

Taat?

Nggih?

Ridho?

Nggih.

Nah, perempuan cantik ini kalau saya kasihkan A, maka B dan C tentu
marah. Kalau saya kasihkah B, maka A dan C marah. Dan kalau saya kasihkan C
maka A dan B marah. Maka perempuan cantik ini untuk saya (Amir) saja.

Kemudian saya kemukakan bahwa Nur Hasan Ubaidah itu. kata Pak
Hasyim Rifa‘l, seorang yang telah mengikuti pengajian Nur Hasan selama 17
tahun, telah menceraikan perempuan yang jumlahnya tidak dapat dihitung lagi. Ini
di dalam hadits termasuk dzawwagiin (tukang cicip-cicip) yang dilaknat oleh
Allah. Yaitu menikahi kemudian dicerai, ganti nikahi yang lain lagi, dicerai lagi
dan seterusnya. Lha Amir kok yang lakonnya dilaknat Allah seperti itu. Bahkan
mengaku bahwa yang Islamnya sah itu hanya yang ikut dia. Coba dipikir!

Di samping itu, saya berwawancara dengan orang-orang yang dulu ikut
Nur Hasan Ubaidah. Mereka ditarik saham, katanya untuk buat pabrik tenun-
tahun 1960-an, sebesar masing-masing orang Rp10.000 seharga satu sapi atau
kerbau. Ternyata ditunggu-tunggu pabrik tenunnya tak ada, sedang duit saham
pun tak boleh ditanyakan. Kalau ditanyakan berarti tidak taat Amir, maka akan
masuk neraka selama-lamanya. Agar tidak masuk neraka selama-lamanya maka
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harus membuat pernyataan taubat dan membayar lagi. Ini bagaimana,
menanyakan duitnya sendiri malah akan masuk neraka dan harus menebus dengan
duit lagi. Ya memang di antara tujuannya, aliran-aliran sesat itu adalah duit dan
seks, sampai ada yang mengaku mendapatkan wahyu, dan ada yang dengan
menekankan taat Amir. Padahal di akherat, kalau seseorang menipu berupa unta
maka unta itu akan dikalungkan padanya, juga sapi, dan kalau tanah... betapa
beratnya ketika dikalungkan.

Bedah buku ini berlangsung tenang dan khidmat. Dari jam 9.30 sampai
jam 11.05. lalu dibuka sesi Tanya jawab. Tiga orang mengajukan pertanyaan, dua
lelaki dan satu perempuan. Pertama, Pak Zainuddin: menanyakan, bagaimana cara
menghdapi aliran sesat. Dan apakah benar Jama‘ah Tabligh itu sempalan dari
Ahmadiyah. Penanya kedua, Sulardi mengatakan, ini semua hanya pendapat, jadi
boleh diiukuti boleh tidak. Dan apakah boleh menjelekkan orang. Pertanyaan
ketiga dari ibu-ibu di lanbtai atas, IAIN kenapa sudah kemasukan liberal, dan
kenapa Ulil Abshar Abdalla jadi liberal padahal dari kalangan organisasi ulama.

Pertanyaan pertama, saya jawab, untuk menghadapi aliran sesat maka
sesuai dengan hadits shohih, siapa di antara kalian melihat kemunkaran/
keburukan maka hendaknya diubah dengan tangannya, kalau tak dapat maka
dengan lisannya, dan kalau tak dapat maka dengan hatinya, dan yang demikian itu
adalah selemah lemah iman. Adapun Jama‘ah Tabligh maka bukan sempalan
Ahmadiyah, tetapi kelompok tasawuf yang biasanya mengedepankan fadhoilul
‘amal, yang dakwahnya sering pakai tamsil-tamsil, ibarat-ibarat, yang hal itu tidak
jadi landasan agama.

Lalu saya jawab perkataan Sulardi penanya kedua, bahwa memang yang
saya kemukakan itu pendapat, tetapi berdasarkan Al-Qur‘an dan As-Sunnah.
Kalau divonis bahwa ini hanya pendapat, boleh diikuti boleh tidak, ini ...
(langsung Sulardi bersuara menolak-nolak jawaban saya, dengan suara keras.
Saya jawab, saya sudah tahu apa yang Anda tanyakan, jadi akan saya jawab. —
Saya tahu, ungkapan dia “ini hanya pendapat, jadi boleh diikuti boleh tidak”, itu
maksudnya adalah mementahkan semua yang telah saya kemukakan. Jadi harus
saya jelaskan. tetapi Sulardi tetap ngotot membantah-bantah dengan ngeyel sambil
berdiri. Saya tahu dia sebenarnya mengerti bahwa jawaban saya belum tuntas dan
mestinya biar saja saya melanjutkan, tetapi dia sebagaimana di mana-mana ulah
LDII membuat kerusuhan kalau ada bedah buku saya memang caranya seperti itu.
Ada yang bersuara keras-keras sambil berdiri seperti itu lalu diikuti
rombongannya yang berada di dalam masjid dan di luar). Mereka mulai berdiri
berteriak-teriak dan merangsek ke depan. Saya langsung mundur, menuju ke luar
lewat mihrab, namun di luar tampak ratusan orang bermuka sangar, dan di depan
pintu mereka sudah menghadang dengan tangan mengepal siap menghantam saya.
Maka saya mundur dan berada di mihrab, lantas pintu dikunci. Pyar... gelas
dilemparkan ke saya, alhamdulillah tidak kena, membentur pintu kaca, pecah dan
mengenai kaki Ustadz Syarif Lubis hingga berdarah.

Suara riuh rendah amat gaduh di dalam dan luar masjid. Ibu-ibu di lantai
atas kedengaran menangis. Suara-suara teriakan di sana-sini tak keruan.
Ketegangan dari jam 11.25 sampai waktu dzuhur, adzan dan sholat berjama‘ah.
Para perusuh yang memang tidak doyan sholat berjama‘ah bersama Muslimin
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Ahlus Sunnah, masih berada di luar. Jumlahnya sekitar 200 orang lebih, menurut
adik saya yang kirim sms dari luar masjid.

Ketegangan masih berlangsung setengah jam lagi setelah shalat dzuhur.
Baru kemudian datang satuan polisi dengan dua mobil sedan, menjemput saya dan
dua panitia, serta dua penjual buku beserta dagangannya. Kami diselamatkan dari
amukan massa itu, dibawa ke Polsek Pasar rebo/ Ciracas Jakarta Timur, berjarak
sekitar dua kilometer.

Sampai di Polsek, kami menunggu giliran untuk dimintai keterangan. Ada
telefon dari Radio Elshinta di Jakarta ke saya, menanyakan kronologis kejadian.
Saya jelaskan, dan disiarkan langsung mulai pukul 13.05, radio berita yang punya
cabang di berbagai kota. Jarak beberapa menit, teman dari Majalah Gatra
menelepon pula, mendengarkan radio itu, katanya. Juga Ustadz dari Bekasi.
Bahkan tahu-tahu ada sms dari Jeddah menanyakan kejadian itu. Sebentar lagi ada
sms dari teman bahwa dia ditanya saudaranya di Riyadh tentang kasus ini.

Saya dan panitia serta beberapa polisi sholat di masjid sebelah kantor
Polsi. Orang-orang LDII sedang bergerombol di depan kami berada tadi. Kami
melewati depan mereka. Sehabis sholat, kami dipersilahkan naik ke lantai dua,
untuk dimintai keterangan kronologis peristiwa. Saya, Ustadz Syarif, dan Pak
Slamet selaku panitia dimintai keterangan. Kami jawab satu persatu. Lalu diminta
ke bawah, ke Kapolsek AKP Iskandar. Masuklah seoranjg tua berkulit hitam
bermata agak sipit, berperawakan kecil tidak tinggi. Dia mengaku bernama Nur
Salim, ketua LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), didampingi seorang
berbadan tinggi besar, ke mana-mana pakai HT, mengaku Setkom, saya tak tahu
apa itu arti Setkom. Nur salim yang mengaku ketua LDII tanpa menjelaskan ketua
dari mana ini meminta saya agar minta maaf dari menyatakan kesesatan-kesesatan
seperti tadi. “Masa Kalau LDII itu sesat kok saya masuki,” katanya. Kalau saya
meminta maaf di depan jama‘ahnya yang berada di halaman Polsek ini, maka dia
berjanji akan bubar dari kerumunan itu. Lalu Pak Kapolsek meminta agar Nur
Salim memanggil kelompoknya yang bergerombol di depan untuk masuk ke
ruang Kapolsek. Sekitar 20 orang di bawah pimpinan ketua LDII Nur Salim ini
masuk ruangan, pas waktu mau adzan maghrib. Lalu Pak Slamet, panitia yang di
samping saya, berdiri dan berkata: Kami selaku panitia telah berusaha
mengamankan jalannya acara bedah buku tadi, namun temyata terjadi kerusuhan
dan tidak dapat kami tanggulangi, maka kami minta maaf...

Mendengar ungkapan Pak Slamet itu lantas mereka menyalami Pak Slamet
dan saya, lalu mereka keluar dari ruangan satu-persatu. Kemudian wartawan
berdatangan mengerubuti saya dalam ruangan kapolsek itu, mereka menanyakan
kronologis kejadian.

Demikianlah, pertolongan Allah swt. Kehadiran mereka di Polsek itu
justru menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang LDII.
Tanpa pengakuan Nur Salim, bahwa dia ketua LDII, maka sulit dikatakan bahwa
perusuh itu dari LDII. Di samping itu, justru menjadi bukti bahwa LDII itu benar-
benar aliran sesat kelanjutan atau ganti nama dari Islam Jama‘ah yang didirikan
oleh Nur Hasan Ubaidah. Mereka kadang mengelak, tetai dengan bukti-bukti ini
malah justru jelas LDII adalah nama lain dari Islam Jama‘ah yang telah dilarang
Kejaksaan Agung tahun 1971. Mereka dapat dibaca, bahwa hanya mengikuti
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perintah atasannya. Sehingga siapa yang meminta maaf tadi, dan isinya apa, tidak
diperhatikan.

Atas peristiwa itu, Ridwan Saidi seorang terkemuka di Betawi Jakarta
berkomentar, kalau LDII mau menuntut ke pangadilan, maka cukup kita pegangi,
bahwa buku yang dibedah bukan buku terlarang, dan pegangi saja buku LPPI
yang menjelaskan sesatnya LDII. Malahan umat akan terbuka jelas apabila
pengadilan digelar.

Lain lagi komentar KH Syukur Ya‘qub ketika berada di Bimantara Kebon
Sirih. Dia bilang ke saya, kalau mereka macam-macam lagi, kami punya
organisasi Betawi yang mampu menghadapinya, insya Allah.

Adapun barang-barang saya yang mereka curi, berupa tas besar warna
coklat, KTP, flash disk, buku-buku dan lainnya, kalau justru mereka maksudkan
untuk mencelakakan saya, maka saya sebagai orang yang didholimi, berdo‘a
kepada Allah swt, semoga kecelakaan tidak menimpa saya, keluarga saya, panitia,
dan umat Islam pada umumnya. Tetapi kalau kecelakaan akan Allah timpakan
semoga kepada mereka sesuai dengan kadar perbuatan mereka masing-masing.
Allah 1lah Maha Adil dalam segala urusan.

Sehari sebelumnya, 17/ 12 2005, saya diminta bicara pula tentang aliran
sesat dan LDII di Masjid Perumahan Kunciran Emas di Tangerang Banten
pimpinan Pak Daud Afifi. Di sana dekat dengan lokasi LDII, namun dalam acara
ini disiapkan 100 tenaga laskar Banten berseragam hitam. Maka pembahasan
berlangsung aman. Bahkan ada jama‘ah yang terus teang dalam dialog interaktif,
bahwa apa yang Pak Hartono Ahmad jaiz sampaikan itu benar. “Karena saya
mengalami langsung,” kata seorang jama‘ah ini. Dia mengaku, dulu sekolah di
lingkungan Pesantren Burengan Kediri pusat LDII. Dia hafal betul bahwa santri-
santri LDII di sana biasa jajan di warung seberang pesantren milik orang bukan
LDII. Santri-santri itu biasa makan tempe 10 biji tapi hanya ngaku tujuh. “Makan
tempe sepuluh ngaku tujuh itu sudah biasa, dan mereka anggap halal saja, karena
pemiliknya bukan orang LDIL,” ujarnya.

Jakarta, Rabu 21 Desember 2005M/ 19 Dzulqo‘dah 1426H

(Hartono Ahmad Jaiz).
Diposkan 25th February 2011 oleh LPPI
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Pernyataan Sikap Majelis Mujahidin
Kerusuhan Ambon 11 September 2011

BARU SEPULUH hari berlalu, umat Islam merayakan Idul Fitri 1432 H,
terjadi lagi rusuh SARA di Ambon, mengingatkan kita pada rusuh SARA
sebelumnya di Hari Idul Fitri 1421 H (19 Januari 1999 M) lalu. Modusnya sama,
pembunuhan warga Muslim oleh warga Kristen, lalu pihak Muslim menuntut
balas, sehingga terjadi konflik horizontal yang menelan banyak korban.
Kerusuhan yang terjadi pada 10 September 2011 ini, bersamaan dengan
momentum peringatan Bom WTC 11/9/2011 di Amerika, seakan merupakan
rentetan duka kaum Muslim di daerah-daerah yang didominasi aparat atau
pemerintahan Non Islam di dunia. Betapa tidak, kerusuhan yang menurut polisi
dipicu oleh kecelakaan tunggal Si Tukang Ojek Darkin Saiman di daerah yang
mayoritas Kristen, dengan cepat merebak menjadi kerusuhan bernuansa SARA.

Kepala Bareskrim Polri, Komjen (Pol) Sutarman menjelaskan: “Ada
seorang tukang ojek (Darkin Saiman) yang sebenarnya kecelakaan tunggal, tapi
malah dipukuli kelompok tertentu (Kristen), sehingga terjadi balas dendam setelah
upacara pemakaman,” ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, (11/9/2011). Senada
dengan itu, kabar dari pihak keluarga korban menyatakan, “Helm milik Darkin
Saiman, tukang ojek yang tewas itu dalam keadaan utuh, tapi kepalanya pecah
karena adanya benturan pukulan. Begitu juga ada luka tusuk di punggungnya.”
Jelas, kerusuhan dipicu adanya penganiayaan terhadap tukang ojek Muslim di
daerah Kristen yang menyebabkan kematiannya. Bukan kecelakaan tunggal atau
akibat provokasi. Tetapi aparat keamanan atau pemerintah Daerah, tidak segera
menangkap pelaku penganiayaan/pengeroyokan, malah mengalihkan perhatian
dengan mengancam provokator SMS. Berdasarkan fakta di atas, maka Majelis
Mujahidin menyampaikan pernyataan sikap sbb:

Pertama, Polisi dan aparat keamanan supaya bertugas melindungi kepentingan
rakyat, baik Islam dan Non Islam, bukan menjadikan agama sebagai komoditas
politik dan alat adu domba.

Kedua, segera menangkap pelaku penganiayaan dari pihak Kristen, bukan
mengalihkan perhatian publik dengan menjadikan ekses sebagai obyek
penyelesaian konflik. Apalagi mengancam ‘provokator penyebar SMS*, sementara
korban dari warga Muslim terus berjatuhan, dan para pihak yang terlibat atas
kematian Darkin Saiman tidak tersentuh hukum. Hal ini pasti akan menjadi
pemicu konflik baru. Kesaksian Komjen (Pol) Sutarman, pihak keluarga, dan foto
korban penganiayaan sudah cukup bagi polisi untuk melakukan tindakan tegas
dan cepat

Ketiga, melakukan investigasi forensik terhadap korban-korban meninggal yang
terkena timah panas. Siapa yang menembak, aparat keamanan atau sipil
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bersenjata? Jika dari pihak sipil dari mana mereka dapatkan senjata, dan
bagaimana mereka mendapatkan senjata tersebut? Jika dari aparat maka tidak
mungkin dia bertindak sendiri tanpa komando atasannya, yang berarti aparat tidak
lagi netral dan adil menangani masalah di lapangan, maka perlu diadakan
sweeping dan screening dikalangan aparat ataupun sipil bersenjata.

Keempat, mengurangi dominasi aparat keamanan beragama Kristen maupun
pemerintah Daerah di Ambon agar tidak menimbulkan diskriminasi sosial, politik
dan keamanan.

Kelima, memberitahukan kepada kaum Muslimin Indonesia, manakala kasus ini
direkayasa kearah permusuhan terhadap kaum Muslim Ambon, akibat sikap
diskriminatif dari oknum-oknum polisi dan keamanan. Maka Majelis Mujahidin
menyerukan Jihad melawan siapa saja yang melakukan penyerangan kepada kaum
Muslim Ambon. Kesiagaan kaum Muslimin untuk membantu saudaranya di
Ambon supaya dipersiapkan.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai kontribusi penyelesaian
kasus di Ambon secara tuntas dan bermartabat, tanpa intervensi politik dan

sentimen agama.

Yogyakarta, 15 Syawal 1432 H/ 13 September 2011 M Lajnah Tanfidziyah
Majelis Mujahidin
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WASPADAI API DIBALIK KASUS MTA

Bagai api dalam sekam, sesekali tertiup angin kencang akan berkobar. Tentu
masih lekat dalam ingatan, tragedi serangan berdarah terhadap Ahmadiyah di
Pandeglang Banten. Kemudian di Temanggung Jawa Tengah kerusuhan massa
atasnama agama juga terjadi. Bayang-bayang konflik horisontal ditengah
perbedaan keyakinan tumbuh bersifat laten. Sedikit saja perbedaan dipersoalkan
dan dipertentangkan, efek sampingnya akan merunyam menjadi api konflik.
Ketika api konflik berkobar, kerap kekerasan massa tak terhindarkan.

Karena bayang-bayang konflik itu bersifat laten, potensi kobaran konflik bisa
merunyam kapan saja. Selain konflik Ahmadiyah, belakangan muncul potensi
konflik baru yang tak kalah berbahayanya. Kelompok Islam yang menamakan
dirinya Majelis Tafsir Al-Qur‘an (MTA) yang berpusat di Solo sedang
dipersoalkan. Materi dan metode dakwa MTA dinilai provokatif dan kurang
menghargai perbedaan fighiyah serta cendrung melecehkan. Setidaknya demikian
Pengurus Cabang NU Purworejo menilai. (Suara Merdeka, 01/042011).

Bahkan beberapa hari lalu telah digelar Rapat Koordinasi (Rakor) menyikapi
keberadaan MTA di Purworejo. Rakor itu difasilitasi Kementerian Agama.
Sejumlah pihak yang hadir dalam rakor itu diantaranya, Pengurus Cabang NU
Purworejo, Pengurus Daerah Muhammadiyah, pihak pemerintah, polres, MUI,
dan FKUB. Bahkan Pengurus Cabang NU Purworejo telah mengeluarkan surat
pernyataan sikap menolak MTA di daerahnya. Serta ada sembilan kiai pengasuh
pondok pesantren di Purworejo yang ikut menandatangi surat pernyataan sikap
tersebut. (Suara Merdeka, 01/042011).

Meski penyikapan tethadap MTA telah mengunakan jalur formal, melibatkan
pihak pemerintah dan keamanan. Bukan berarti potensi api konflik tidak mungkin
berkobar. Mengingat pihak keamanan atau pemerintah belum terbukti kuat
mengantisipasi terjadinya konflik terbuka (kekerasan massa) dibalik pertentangan
keyakinan. Kasus berdarah Pandeglang dan Temanggung adalah fakta teranyar
yang bisa kita saksikan. Bahkan akibat kasus berdarah Pandeglang kepolisian
setempat seperti kebakaran jenggot.

Mencermati perkembangan jumlah Jamaah MTA tampaknya semakin besar. Di
Solo setiap Ahad pagi, sebelum acara pengajian dimulai, selalu ada peserta baru
yang hadir. Hal itu bisa diketahui karena setiap peserta baru diberi kesempatan
untuk menyampaikan komentarnya mengapa tertarik dengan MTA. Simpati
masyarakat terhadap MTA terus menanjak. Bahkan di Purwodadi ditemui
keluarga nahdliyyin tulen yang rela bermusuhan dengan keluarganya sendiri
setelah memilih ikut MTA.
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Terlepas dari kandungan dakwah yang dikembangkan MTA, apakah menanamkan
semangat ekslusivisne atau tidak? Melihat kenyataan semakin meningkatnya
jumlah Jamaah MTA, yang tentunya semakin dibarengi dengan penghayatan
mendalam oleh para jamaahnya. Sementara kelompok diluar MTA saat ini telah
melakukan penyikapan serius, mereaksi posisi MTA. Pada situasi seperti ini api
konflik terbuka gampang terpantik. Karena setiap alam bawah sadar masyarakat
pasti diwarnai semangat fanatisme kelompok. Mungkin awalnya hanya
persinggungan konflik bersifat antar individu, tapi pada akhirnya bisa membesar.

Disisi lain, berkembangnya media publik seperti internet tampaknya juga akan
memperkeruh suasana. Lewat jejaring sosial seperti facebook atau blog setiap
orang berkesempatan melakukan perang argumen dan konflik wacana yang sulit
dikendalikan. Karena dalam perang argumen di dunia maya tidak ada pihak yang
bisa memediatori. Dunia maya tak ubahnya hutan rimba. Karena setiap orang bisa
memiliki akun pribadi untuk melancarkan argumen. Meski mereka tidak saling
berhadap-hadapan secara nyata, konflik yang terjadi sudah mulai memasuki tahap
tetbuka. Dan fakta perang opini dalam kasus ini sudah cukup banyak penulis
temui.

Kalau dilihat dari sisi kandungan dakwah yang dikembangkan MTA, serta motede
dakwahnya yang tersalur langsung melalui perangkat modern, sekaligus ditopang
oleh infrastruktur yang kuat. Potensi lahirnya konflik terbuka sangat
memungkinkan terjadi. Karena secara tidak langsung posisi MTA berseberangan
dengan paham dan tradisi yang selama ini dipegang kuat oleh warga NU serta
kelompok masyarakat abangan dalam istilah Clifford Geertz. Seperti penolakan
terhadap kepercayaan akan benda-benda yang dianggap keramat semacam keris
dan jimat. Bahkan menurut isu yang bekembang, MTA telah meminta jamaahnya
yang memiliki benda-benda tersebut untuk membakarnya.

Warga NU dan kelompok abangan di Indonesia teridentifikasi sebagai kelompok
masyarakat yang cukup kuat membela keyakinan tradisinya. Serta jumlahnya
sangat besar. Meski di kalangan anak-anak mudanya NU sudah banyak yang
berfikir moderat, toleran dan pluralis, tidak ada jaminan masyarakat NU di lapis
bawah untuk tidak bergerak keras dan terlibat konflik tertbuka. Begitu juga dengan
kelompok masyarakat abangan yang jumlahnya banyak bersebaran di Yogyakarta
dan Solo. Mereka memiliki kesadaran merawat tradisi tanpa kompromi.
Sementara sepak terjang MTA semakin kuat. Sehingga potensi konfliknya bisa
cukup parah.

Sementara dilain pihak, Umaruddin Masdar (2011) pernah mengemukakan,
bahwa dibalik berkembangnya kelompok Islam yang relatif baru tidak terlepas
dari backing intelejen. Jika dibalik MTA juga terdapat orang-orang intelejen,
kemungkinan meledaknya konflik dibalik penyikapan terhadap MTA potensinya
semakin besar. Karena hal itu bisa berkelidan dengan banyak hal, seperti politik.
Beranjak dari rilis berita dua media terkemuka di Australia, pemerintahan SBY
pernah mengunakan intelejen untuk memata-matai lawan politiknya. Dengan teori
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konspirasi hal itu bisa lebih jauh diurai, apa ada kendali politik turut bermain
dibalik MTA. Kantor megah yang berdiri di Solo dan diresmikan langsung oleh
SBY adalah fakta yang bisa ditelusuri lebih jauh. Adakah semuanya berhubungan
dengan pemerintah?

Dalam situasi ini semua pihak perlu bertindak lebih hati-hati dalam mengambil
sikap. Baik warga NU yang telah menyatakan sikap menolak serta Jamaah MTA
pula. Tindakan yang dimungkinkan melahirkan konflik terbuka sedini mungkin
semestinya dihindari. Jangan tiup api dibalik kasus MTA ini menjadi berkobar
besar. Merunyamkan keadaan. Diakhir tulisan ini saya akan mengutip apa yang
pernah dituliskan Musa Asy‘arie (Perilaku Keagamaan dan Filsafat Berbangsa,
2011), «...diperlukan tingkat kematangan pemikiran yang memadai dan
kemampuan intelektual yang matang untuk menerima berbagai ragaman
pluralitas, sehingga konflik tidak menjadi kekuatan yang destruktif.” [Fathor
Rahman MD]

88



Terdakwa Kerusuhan Temanggung Sebut JAT dan MMI
Ikut Dalam Kerusuhan

Seorang terdakwa dalam kasus Temanggung (insiden perusakan gereja
saat sidang pendeta), mengatakan bahwa insiden tersebut melibatkan orang dari
luar daerah, yaitu anggota Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dan Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI). Dilansir The Jakarta Post, terdakwa Syihabudin dituduh
memprovokasi kerusuhan, ia mengatatakan bahwa puluhan orang-orang yang
terlibat dalam kerusuhan tidak dikenal oleh penduduk setempat, dan mereka

memakai atribut dari dua organisasi massa.

"Saya tahujika JAT dimiliki oleh Abu Bakar Ba‘asyir dan MMI oleh Irfan
Awwas, tapi saya tidak mempunyai hubungan dengan mereka," katanya dalam
persidangan di Semarang, Selasa. Insiden Temanggung ini salah satu buntut dari
pengadilan terdakwa pendeta Antonius Bawengan yang melakukan penodaan
agama Islam. Beberapa warga yang hadir dalam persidangan di Temanggung
keberatan bahwa hukuman penjara lima tahun yang dijatuhkan terhadap pendeta
itu terlalu ringan, dan situasi pun memburuk menjadi kerusuhan massa. Beberapa

gereja dirusak dan dibakar.

Syihabudin membantah keterlibatan dalam insiden itu. "Saya tidak ada
hubungannya dengan kerusuhan, jadi saya tidak menyesal," katanya. Syihabudin
mengatakan dirinya tidak pernah memerintahkan orang-orang untuk merusak

gereja di daerah itu. [muslimdaily.net]
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Bentrokan Berlanjut
Antara Warga dengan Jamaah MTA

Liputan6.com, Blora: Ribuan warga di Blora, Jawa Tengah terlibat
bentrokan dengan polisi. Bentrokan yang dipicu penolakan pengajian jamaah
MTA itu terus berlanjut sampai akhirnya ribuan jamaah MTA dievakuasi oleh
polisi. Sejak Jumat siang, situasi di Desa Kamolan, Blora, Jawa Tengah terus
memanas. Ribuan warga dari berbagai desa di Blora terus berdatangan untuk
menggalang kekuatan menolak pengajian akbar Majelis Tafsir Al-Quran, MTA,
yang akan digelar di Desa Kamolan, Sabtu pagi. Begitu kekuatan terbentuk,
ribuan warga langsung menghadang setiap mobil jamaah MTA yang hendak
menuju lokasi pengajian. Setelah itu, warga merangsek menuju lapangan Desa
Kamolan untuk mengusir para jamaah MTA. Imbauan polisi untuk tidak
mendekati lapangan ditolak warga. Sesampainya di lapangan, warga langsung
meneriaki ribuan jamaah MTA agar membubarkan diri. Warga yang telah tersulut
emosi, langsung merobohkan panggung pengajian dan merusak sejumlah mobil.

Melihat emosi warga, polisi berupaya memukul mundur massa. Bentrokan
pun tak terhindarkan. Berkali-kali bentrokan pecah. Lemparan batu sempat
digencarkan oleh warga. Para jamaah MTA sempat terpancing dengan
mengeroyok salah seorang warga. Namun polisi berhasil mengamankan warga
tersebut dari amukan jamaah MTA. Warga semakin kalap dengan membakar
umbul-umbul dan bendera MTA. Melihat emosi warga yang sudah tidak
terkontrol, polisi akhirnya mengevakuasi ribuan jamaah MTA ke Mapolres
dengan menggunakan truk Dalmas. Warga saat ini masih berjaga-jaga sampai
pengajian MTA benar-benar dibatalkan. Sejak awal warga menolak rencana
MTA menggelar pengajian akbar di desa mereka. Warga tidak sepaham dengan
ajaran MTA yang tidak membenarkan adanya tahlil dan ziarah kubur. Padahal,
tradisi ziarah kubur selama ini sangat melekat bagi masyarakat. (FRD)
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Konflik Bernuansa Agama di Jawa Tengah Meningkat

Konflik bernuansa agama di Jawa Tengah (Jateng) pada tahun ini
meningkat. Sejak Januari hingga Agustus terjadi 25 kasus konflik bernuansa
agama, demikian ungkap Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA)
Semarang Tedi Kholiluddin. Tedi mengatakan, konflik bernuansa agama itu
terdiri dari kasus intoleransi serta kasus pelanggaran kebebasan agama.
“Sepertinya tren meningkat sampai Agustus saja sudah 25 kasus, tapi kita belum
membagi mana yang ada pelanggarannya dan mana yang sekedar intolenransi.
Intolenransi di level akar rumput. Kalau pelanggaran ada peran negara bisa
kejaksaan, polisi, kemenag,” paparnya. Menurutnya, “Jawa Tengah itu kayak
saklar kalau kita mau menghidupkan lampu cukup sakralnya saja yang dipencet.
Tokoh-tokoh agama punya peran penting dalam desiminasi multikulturalisme dan
pluralisme.”

Kasus konflik bernuansa agama tahun ini seperti pengajian jemaah Majelis
Tafsir Alquran (MTA) di Kudus dibubarkan aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU),
penolakan warga atas pembangunan Vihara di Salatiga, kasus penghentian
pembangunan sanggar Sapto Darmo di Rembang, serta penghentian pembangunan
sanggar Ngesti Ksampurnan di Sumowono Kabupaten Semarang. Untuk itu eLSA
Semarang mengadakan media audiens bersama koran harian Warta Jateng, belum
lama ini, bertujuan untuk mengkampanyekan isu-isu kebebasan beragama
khususnya di Jateng melalui media masa. “Media audience ini bertujuan untuk
mengkampanyekan isu-isu intoleransi dan kebebasan beragama di Jawa Tengah.
Warta Jateng merupakan pilihan kami untuk dipantau pemberitaanya dalam hal
kebebasan beragama. Pemantauan terhadap media yang dilakukan oleh eLSA
dimulai sejak tahun 2008,” paparnya.

Tedi menjelaskan bahwa di Jateng isu-isu mengenai kebebasan beragama
dan berkeyakinan lumayan cukup kompleks. Ketegangan yang terjadi bukan
hanya seputar agama resmi saja, seperti Islam-Kristen, tapi di Jateng juga ada
masalah aliran kepercayaan. “Di Jawa Tengah isu konflik seputar agama dan
kepercayaan bukan hanya terjadi antaragama yang resmi diakui oleh negara
seperti halnya Islam-Kristen. Tapi, konflik keberagaman juga terjadi terhadap
kelompok aliran kepercayaan. Salah satunya aliran Ngesti Kasampurnaan (NK) di
Sumowono, Kabupaten Semarang,” kata Tedi. “eLSA selain melakukan
monitoring, juga melakukan advokasi terhadap korban langsung dan juga
advokasi kebijakan. Salah satu contoh kasusnya adalah yang menimpa anak-anak
sekolah warga Samin di Kudus. Dalam kasus ini eLSA juga mengadvokasi anak-
anak Samin agar tetap bersemangat untuk sekolah. Selain mengadvokasi pihak
warga Samin, eLSA juga aktif mengadvokasi kebijakan pemerintahnya,” pungkas
Tedi.

Sumber: kbr68h.com, elsaonline.com
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KRONOLOGI TRAGEDI POSO

Yang kami sajikan disini adalah ringkasan peristiwa demi peristiwa yang
terjadi di Poso sehubungan dengan timbulnya kerusuhan sosial yang cukup
mengenaskan dan meluluhlantakkan sanubari bagi setiap insan yang masih
memiliki nurani. Sebagaimana kita ketahui bahwa tragedi terakhir ini adalah
kerusuhan yang terjadi untuk ketiga kalinya, dengan rentetan kejadian-kejadian
sebagai berikut :

Senin 22 Mei 2000

BERJAGA-JAGA

Suatu ketika terbetik berita bahwa pasukan crusader dengan menggunakan
seragam ninja akan melakukan aksi dendam terhadap warga muslim di Poso, dan
malam itu segenap warga Dberjaga-jaga untuk mewaspadai timbulnya
kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Mereka membuat pos-pos
kewaspadaan secara suka-rela guna membantu tugas aparat menjaga keamanan
kota.

DITIDURKAN OLEH PETUGAS PEMDA SERTA APARAT

Sekitar Pk. 21.00 malam : Pemda Poso mengeluarkan pengumuman
melaui mobil unit penerangan yang dikawal oleh mobil dinas camat Poso-kota
serta mobil patroli Polisi. Mengumumkan kepada segenap masyarakat muslim
kota Poso dan sekitarnya, bahwa berdasarkan laporan dari camat Pamona-Utara
serta Polsek Pamona utara, tidak membenarkan (membantah) isyu adanya massa
yang turun dari Tentena untuk menyerang warga Muslim di Kota Poso.
Selanjutnya dalam pengumuman tersebut dikatakan ; Dan diharapkan kepada
masyarakat Poso dan sekitarnya supaya tenang, dan keamanan dijamin oleh
Muspida Poso dan aparat keamanan setempat.

Selasa 23 Mei 2000

SERANGAN ITU DATANG SAAT WARGA TERPULAS DALAM LELAP

Dalam embun yang dingin itu, dari balik bukit yang melingkari sebagian
kota Poso, ayam-ayam hutan mulai berkokok merdu dan lantang membangunkan
warga muslim disekitarnya untuk berwudhu dan menyembah Tuhan diwaktu
subuh. Bersamaan dengan itu terdengar dentingan-dentingan hingar bingar suara
tiang-tiang listrik yang sengaja diketuk bertubi-tubi sebagai isyarat bahwa barisan
sang angkara murka telah memasuki pintu gerbang kota Poso. Warga muslim
yang masih gelagapan dari lelap dikala itu merasa sangat bingung dan sedikit
panik, dikarenakan ibadah tempur dan ibadah sholat datang pada waktu yang
bersamaan. Beberapa saat muslim-muslim itu masih dalam kebimbangan untuk
memilih apa yang harus didahulukan antara berjihad atau sholat subuh,
disebabkan kedua masalah itu merupakan ibadah wajib. Momentum tersebutlah
yang dimanfaatkan pasukan ninja yang dipimpin oleh seorang residivis bernama
Kornelis Tibo melancarkan aksi biadab mereka.
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1999

2000

Daftar Aksi Front Pembela Islam

7 November: Dewan Pengurus Pusat mengeluarkan pernyataan sikap yang
mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis
Permusyawaratan Rakyat.J

13 November: Menyampaikan aspirasi ke Sidang Istimewa MPR tentang
tuntutan rakyat yang menghendaki pencabutan Pancasila sebagai asas
tunggal, penghentian P4, pencabutan dwifungsi Angkatan Bersenjata,
pertanggungjawaban mantan presiden Soeharto dan permintaan maaf dari
Golkar sebagai partai penguasa selama Orde Baru.'!

22 November: Perkelahian meletus setelah terjadi perusakan sebuah
mesjid di bilangan Ketapang, Gajah Mada, Jakarta Pusat, oleh kurang
lebih 600 orang preman yang diduga berasal dari Ambon. FPI dan warga
berhasil memukul mundur para penyerang. Reputasi FPI melonjak setelah
peristiwa ini. 2

24 Mei: DPP FPI menangkap seorang mahasiswa Universitas
Tarumanegara yang bernama Pilipus Cimeuw yang telah menurunkan
spanduk FPI yang dipasang di jembatan penyeberangan di depan
kampusnya karena tersinggung dengan isi tulisan spanduk yang berbunyi
"Awas Waspada! Zionisme & Komunisme Masuk di Segala Sektor
Kehidupan!"=!

13 September: Laskar Pembela Islam menutup tempat perjudian di Petojo
Utara dan tempat pelacuran di Ciputat, Tanah Abang, Jakarta 13!

22 September: LPI menutup diskotek Indah Sari di Petamburan, Tanah
Abang B!

12 Desember: Gedung Balai Kota DKI Jakarta diduduki selama 13 jam
oleh LPI menuntut penutupan tempat hiburan selama bulan suci
Ramadhan dan minggu pertama Syawal.”*!

24 Juni: 300 orang anggota FPI menyerang kantor Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia di JI. Latuharhary, Jakarta Pusat, memprotes laporan yang
dikeluarkan oleh komisi tersebut perihal Peristiwa Tanjung Priok pada
1984. Para penyerang menuntut pembubaran Komnas HAM.!

27 Agustus: Ratusan massa FPI berunjuk rasa di depan Gedung
DPR/MPR, menuntut MPR/DPR untuk mengembalikan Pancasila sesuai
dengan Piagam Jakarta. ¥

11 Oktober: Ratusan demonstran FPI menolak perwakilan Yahudi dari
Israel yang akan menghadiri konferensi Inter-Parliamentary Union ke-104
di Jakarta. Para demonstran membawa spanduk yan antara lain bertuliskan
"Haram, Yahudi menginjakkan kaki di bumi Indonesia", "Israel datang
kami bantai" dan "Tolak delegasi imperialis Israel" /!
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14 Desember: Ribuan anggota LPI mendatangi pusat pelacuran Cikijing di
perbatasan Subang-Karawang.!

4 Mei: Kantor SCTV di Jakarta diprotes FPI karena menayangkan
telenovela Esmeralda, yang di dalamnya ada tokoh antagonis bernama
Fatimah. FPI khawatir, citra buruk Fatimah dalam sinetron bisa
mencitrakan hal yang sama pada Fatimah az-Zahra, putri Nabi. SCTV
akhirnya menghentikan tayangan tersebut [

27 Agustus: Sekitar seribu massa FPI melakukan long march dari Gedung
DPR/MPR melewati Jalan Sudirman hingga Bundaran HI. Aksi ini
ditujukan untuk pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.”?

9 Oktober: FPI membuat keributan dalam aksi demonstrasi di depan
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan merobohkan barikade
kawat berduri dan aparat keamanan menembakkan gas air mata serta
meriam air.!%

15 Oktober: Polda Metro Jaya menurunkan sekitar seribu petugas dari
empat batalyon kepolisian mengepung kantor FPI di Jalan Petamburan III,
Jakarta Barat dan terjadi bentrokan."®

7 November: Bentrokan terjadi antara Laskar Jihad Ahlusunnah dan
Laskar FPI dengan mahasiswa pendukung terdakwa Mixilmina Munir di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dua orang mahasiswa terluka akibat
dikeroyok puluhan laskar."1

28 Januari: FPI Maluku menggugat Kapolri, Kapolda Maluku dan
Kapolres Ambon yang Kapolri dianggap melakukan perbuatan melawan
hukum dan diskriminasi hukum dengan mengabaikan laporan ke Polres
Ambon pada 26 Maret 2001 tentang keterlibatan Gereja Protestan Maluku
(GPM) dan Gereja Roma Katolik (GRM) Keuskupan Amboina dalam
konflik di Ambon.H2!

26 Februari: FPI dan Majelis Mujahidin Indonesia melakukan aksi
gabungan di Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, memprotes keras
pernyataan Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew bahwa jaringan
teroris masih berkeliaran di Indonesia./"!

15 Maret: Panglima FPI, Tubagus Muhammad Sidik menegaskan, aksi
sweeping terhadap tempat-tempat hiburan yang terbukti melakukan
kemaksiatan, merupakan hak dari masyarakat."*! Pada hari yang sama,
sekitar 300 masa FPI merusak sebuah tempat hiburan, Mekar Jaya Billiard,
di J1. Prof Dr. Satrio No. 241, Karet, Jakarta.*!

21 Maret: Sekitar 300 orang yang mengaku dari FPI Surakarta dan Majelis
Mujahidin melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Filipina
di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Mereka menuntut pembebasan tiga warga
negara Indonesia yang ditahan di Filipina dengan tuduhan membawa
komponen bahan peledak. Demonstran gabungan ini juga menuntut
pemerintah Filipina untuk "menghentikan permusuhan terhadap umat
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2003

Islam", menghentikan "rekayasa intelijen" untuk menjebak aktivis dakwah
dan membebaskan para WNI yang diklaim aktivis dakwah tersebut. Tiga
orang perwakilan dari massa demonstran diterima Duta Besar Filipina
untuk Indonesia, Leonides T. Caday.!

8 April: Sejumlah tokoh gerakan Islam garis keras, mendeklarasikan
berdirinya Komite Pembebasan Al-Aqgsa di markas FPI, Jalan Petamburan
No. 3. Program pertama komite ini adalah memberangkatkan seratus
pasukan Mujahid ke Timur Tengah.!'%

26 Juni: Usai berunjuk rasa menolak pencalonan kembali Sutiyoso sebagai
gubernur Jakarta di Gedung DPRD DKI,"Z massa FPI merusak sejumlah
kafe di Jalan Jaksa yang tak jauh letaknya dari tempat berunjuk rasa.
Dengan tongkat bambu, sebagian dari mereka merusak diantaranya Pappa
Kafe, Allis Kafe, Kafe Betawi dan Margot Kafe. 18

20 Januari: FPI bersama Forum Ulama Se-Jawa dan Sumatra menuntut
pemerintahan Megawati Soekarnoputri diganti jika dalam waktu satu
bulan tidak bisa menyelesaikan masalah kenaikan harga BBM, tarif dasar
listrik, dan tdepon, serta "masalah bangsa" lainnya.!”

23 Maret: FPI dan ormas Islam lainnya melakukan unjuk rasa di depan
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk menentang serangan
Amerika terhadap Irak.2%

21 April: Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Shihab dilarikan massa
pendukungnya ke markas FPI di Petamburan, Jakarta Barat, padahal ia
harus diserahkan ke Lembaga Permasyarakatan Salemba dari Kejaksaan
Tinggi DKI.2H

23 April: Koordinator lapangan FPI, Tubagus Sidik ditangkap tiga tim
buser Polres Jakarta Barat. Menurut Polda Metro Jaya, Sidik ditangkap di
rumahnya di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, sebagai buntut dari
aksi pengeroyokan yang dilakukannya bersama sepuluh anggota laskar FPI
tethadap seorang pria di jalan tol sehari sebelumnya.222!

10 Juli: Laskar FPI melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan
Tinggi Jakarta, menolak pembebasan David A Miauw, tersangka
penyerbuan ke kantor Majalah Tempo.??! Pada saat yang sama, FPI
menyatakan dukungannya terhadap Tempo dalam wupaya melawan
premanisme.

18 Desember: FPI menyatakan akan mengubah paradigma perjuangannya,
tidak lagi menekankan pada metode perjuangan melalui gerakan massa
dan kelaskaran setelah pertemuan dengan wakil presiden Hamzah Haz di
Istana Wakil Presiden. FPI mengklaim akan menempuh jalur hukum
dalam wupaya-upaya menghentikan "praktek-praktek kemaksiatan".
Paradigma baru itu akan diputuskan dalam musyawarah nasional pertama
FPI, 19-21 Desember 2003, di Jakarta.**!
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2005

2006

22 Agustus: FPI menyatakan sikap golput (golongan putih, alias netral)
dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2004, tetgpi menyerahkan
sepenuhnya kepada individu masing-masing jika tetap ingin memilih.12%!
23 Desember: 150 orang anggota FPI terlibat bentrok dengan petugas
satuan pengaman Jakarta Intemational Container Terminal karena tanah
yang ditimbun setinggi tiga meter oleh pihak JICT sehingga menutupi
jalan masuk menuju makam keramat. Tiga orang anggota FPI, seorang
warga dan seorang satpam JICT mengalami luka cukup serius.22

30 Desember: Sekitar 400 orang anggota FPI dipimpin langsung oleh
Habibi Rizieq terjun ke Banda Aceh sebagai sukarelawan korban tsunami
Samudera Hindia 2004. Mereka dilaporkan tidur di kuburan-kuburan dan
bertindak sebagai penjaga masjid-masjid.*®! Relawan FPI jugalah yang
menemukan jenazah Kabahumas Polda Aceh, Kombes Pol. Sayed Husain
di jalan raya Banda Aceeh-Meulaboh.**!

2 Agustus: Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kabupaten Purwakarta,
meminta pengelola TK Tunas Pertiwi di Jalan Raya Bungursari untuk
menghentikan kebaktian sekaligus membongkar bangunannya. Jika tidak,
FPI mengancam akan menghentikan dan membongkar paksa bangunan.!
5 Januari Relawan FPI menemukan Jenazah Kabahumas Polda NAD
Kombes Sayed Husain yang meninggal karena bencana Tsunami, Aceh.
(Tempo)

23 Agustus Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Abdurrahman Wahid meminta
pimpinan tertinggi Front Pembela Islam (FPI) menghentikan aksi
penutupan paksa rumah-rumah peribadatan (gereja) milik jemaat beberapa
gereja di Bandung. Pernyataan itu disampaikan Wahid untuk menyikapi
penutupan paksa 23 gereja di Bandung, Cimahi, dan Garut yang
berlangsung sejak akhir 2002 sampai kasus terakhir penutupan Gereja
Kristen Pasundan Dayeuhkolot, Bandung pada 22 Agustus 2005 lalu.

S September, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengecam tindakan
kekerasan yang dilakukan oleh FPI

22 September FPI memaksa agar pemeran foto bertajuk Urban/Culture di
Museum Bank Indonesia, Jakarta agar ditutup

19 Februari Ratusan massa Front Pembela Islam berunjuk rasa ke kantor
Kedutaan Besar Amerika Serikat

20 Mei, anggota FPI menggerebek 11 lokasi yang dinilai sebagai tempat
maksiat di Kampung Kresek, Jalan Masjid At-Taqwa Rt 2/6, Jati
Sampurna, Pondok Gede

21 Mei Dalam aksi mendukung RUU APP, FPI, MMI dan HTI menyegel
kantor Fahmina Institute di Cirebon
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29 April Massa FPI mendatangi acara pelantikan pengurus Papernas
Sukoharjo karena tidak suka dengan partai tersebut yang dituduh beraliran
komunis.

1 Mei Aksi peringatan Hari Buruh Intemasional May Day 2007, diwarnai
ketegangan antar gabungan massa aksi Front Pembela Islam (FPI) dan
Front anti Komunis Indonesia (FAKI) dengan massa Aliansi Rakyat
Pekerja Yogyakarta (ARPY). Ketegangan yang terjadi di depan Museum
Serangan Oemoem 1 Maret Yogyakarta tersebut karena FPI dan FAKI
menuduh gerakan ARPY terkait dengan Partai Persatuan Nasional
(Papernas) yang menurut mereka beraliran komunis. Kericuhan hampir
memuncak saat seorang massa FAKI menaiki mobil koordinator aksi, dan
dengan serta merta menarik baju koordinator ARPY yang saat itu sedang
berorasi.

1 Juni Massa FPI menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan
Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) yang sebagian besar terdiri dari
ibu-ibu dan anak-anak di sekitar Monas. Massa AKK-BB waktu itu sedang
merayakan hari Pancasila. 2% BY Tak hanya memukul orang, massa FPI
juga merusak mobil-mobil yang terparkir di sekitar lokasi tersebut. 22

30 April Puluhan orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI)
dan Laskar Pembela Islam (LPI) mendatangi Hotel Bumi Wiyata di Jalan
Margonda Raya, Beji, Depok, Jawa Barat. Sekalipun polisi mencoba
menghadang, massa ini tetap menerobos ke hotel, untuk membubarkan
Seminar Waria yang sedang berlangsung. Sejumlah gelas dan piring
hancur menjadi sasaran amuk massa.

25 Mei FPI mengupayakan untuk membongkar patung tiga mojang di
Bekasi secara paksa. %!

24 Juni FPI membubarkan secara paksa pertemuan komisi IX DPR di
Banyuwangi. 134]

28 Desember FPI memberangkatkan tim khusus relawan kemanusiaan
untuk bencana kekeringan di Mesuji, Lampung.2>

12 Januari Massa FPI merusak dan ricuh di Gedung Kemendagri. 16l

14 Februari Keempat simpatisan FPI memukul Bhagavad Sambada,
Koordinator aksi "Indonesia Tanpa FPI". B

21 Februari Massa FPI mengepung ruko yang sedang mengadakan
pengobatan gratis. 12!

6 Maret Tiga anggota FPI membawa senjata tajam di Pengadilan Negeri

Yogyakarta. 1391
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2014

6 Mei Massa FPI memukul Aktivis Perdamaian SEJUK (Serikat Jurnalis
Untuk Keberagaman) di HKBP Filadelfia Bekasi.*%

7 Mei Massa ormas Islam termasuk FPI menyetop pembangunan tempat
ibadah di Yogyakarta.*!

21 Mei Massa FPI mengancam akan membubarkan paksa konser Lady
Gaga di Jakarta; membeli 150 tiket untuk dapat masuk ke dalam arena
konser. 2

1 Juli Massa FPI Rusak Mapolsek Ciawi. !

10 _Agustus Massa FPI Makasar merusak klenteng Xian Ma, klenteng
Kwan Kong, dan klenteng Ibu Agung Bahari. ¥

22 September Massa FPI Jakarta menyegel Seven Eleven di Pejaten.
[45][46]

25 September Massa FPI bentrok dengan polisi ketika mencoba
menyerang restoran cepat saji di Mal Ciputra Semarang. e

30 September FPI Banjarmasin menyerang tempat hiburan malam !

6 Desember Sckretaris FPI Jateng Emosi di Kantor PTUN Semarang 2%

7 Desember FPI Tanjung Pinang diusir warga BBl

10 April Motor Diambil Paksa, FPI Serbu Leasing, P23

18 April Massa FPI mendobrak ruang kerja Walikota Depok. 4

25 Agustus Habib Rizieq Shihab menyerukan untuk melakukan
pendekatan ke masyarakat Bali supaya kontes Miss World 2013 tidak jadi
diselenggarakan di Bali.”>

14 September Massa FPI gagal menyeberang ke Bali untuk
menggagalkan kontes Miss World 2013.5%

22 November Massa FPI berdemo di depan Kedutaan Besar Australia
karena telah menyadap sejumlah petinggi Indonesia seperti Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono.*”

S Desember Massa FPI dan Garis Reformis Islam (GARIS) menggelar
aksi demonstrasi menolak Pekan Kondom Nasional di depan Kementerian
Departemen Kesehatan, Jakarta !

17 Desember Munarman, wakil bicara FPI, menilai Wakil Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap arogan karena mendukung
identitas agama tak perlu dicantumkan dalam kolom Kartu Tanda
Penduduk (KTP).2%

19 Januari FPI membuka Posko Banjir untuk korban Banjir Jakarta
2014 °01el
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Korban tewas bentrokan Sunni-Syiah Jember
adalah saksi kunci kerusuhan Mei lalu

Korban tewas dalam bentrok berdarah di Kecamatan Puger, Kabupaten
Jember, Eko Mardi (27), antara pendukung Sunni dan diduga pendukung Syiah
temyata merupakan saksi kunci kerusuhan pada bentrokan yang pernah pecah
bulan Mei lalu. Demikian disampaikan Ketua PCNU Kencong, Jember KH
Hasyim Wafir kepada wartawan, Rabu (11/9/2013) malam. ?Dia (Eko Mardi)
sebenarnya adalah saksi kunci peristiwa kerusuhan pertama. Dia bukan berasal
dari kelompok Timur (Pimpinan Ustaz Ali),? kata Hasyim. Menurutnya, sebelum
bentrok berdarah ini, sekitar bulan Mei lalu telah terjadi kerusuhan serupa namun
tidak ada korban jiwa. Eko Mardi adalah saksi kunci bentrokkan tersebut. Dia dari
Kelompok pengajian Nurul Mustofa pimpinan Ustaz Fauzi (Sunni).
Dikatakannya, saat kerusuhan pertama pada bulan Mei lalu, telah diselesaikan
dengan cara mediasi hingga tercetuslah sebuah kesepakatan antara Muspika
(Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Puger, Muspida Jember, Ormas Islam dan
Ponpes Darus Sholihin. Intinya dalam kesepakatan itu, Ponpes Pimpinan Ustaz
Ali yang ditengarai menganut faham Syiah tidak boleh melakukan kegiatan
pengerahan massa. Kata Hasyim, Eko tewas saat dikeroyok oleh massa yang
diduga dari kelompon Ustaz Ali. Kelompok Ustaz Ali ini memang sejak lama
diduga sebagai penganut faham Syiah dengan pondok pesantrennnya Darus
Sholihin (sebelumnya ditulis Riyadhus Sholihin).? Dia tewas saat dikeroyok
massa di pinggir Sungai. Saat ini massa membawa sejumlah senjata tajam dan
pentungan,? katanya. Diberitakan sebelumnya, Rabu sore, kawasan Puger, Jember
digegerkan dengan aksi bentrok massa. Bentrok massa dipicu oleh karnaval yang
digelar Pondok Pesantren Darus Sholihin. Warga yang menolak digelarnya
karnaval tersebut, langsung melakukan penyerangan dengan berbekal pentungan.
Sejumlah santri dan aparat kepolisian yang berjaga-jaga terluka.

Puluhan kendaraan dan sembilan rumah rusak. Nurul Arifin Rabu, 11
September 2013 — 23:55 WIB Sindonews.com -MUI: Karnaval yang digelar
Syiah tak disukai warga Nurul Arifin Kamis, 12 September 2013 — 00:26 WIB
Sindonews.com -Peseteruan antara Kelompok Sunni dan Syiah di Desa Puger
Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sudah ada sejak lama. Terbukti,
pada bulan Mei lalu telah terjadi kerusuhan antara kelompok ini. Namun,
perseteruan itu tidak berujung pada jatuhnya korban jiwa. Menurut Wakil Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember, KH Abdullah Syamsul
Arifin, bentrok berdarah yang terjadi di Jember tepatnya di kawasan Puger,
Jember, Rabu (11/9/2013) sore merupakan puncaknya. Bentrok berdarah ini
dipicu oleh Pawai Karnaval 17 Agustus yang diselenggarakan oleh Ponpes Darus
Sholihin pimpinan Ustaz Ali. Ponpes ini memang sejak lama ditengarai menganut
paham Syiah. KH Abdullah Syamsul Arifin mengatakan, sejumlah warga sekitar
memang menolak pawai yang digelar oleh ponpes Darus Sholihin.
?Warga tidak ingin karnaval itu digelar di luar pesantren. Karena pawai itu
diadakan oleh pondok aliran Syiah. Karnaval itu, juga tidak mendapat izin
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kepolisian,? kata Kiai Syamsul saat dihubungi, Rabu (11/9/2013).

Rupanya penolakan warga ini tidak digubris oleh pihak Pondok. Massa
yang dipimpin oleh Ustaz Fauzi dari kelompok pengajian Nurul Mustofa
membubarkan paksa karnaval tersebut sambil membawa pentungan kayu.
Sejumlah aparat kepolisian pun tak mampu untuk menghentikan bentrok massa
tersebut. Tak pelak, Polisi pun sempat menjadi sasaran lemparan batu milik massa
yang bertikai. Sejumlah orang terluka. Selain itu bangunan masjid pun tak luput
dari amuk massa. Kacanya pecah terkena lemparan batu, jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, bentrok berlatarbelakang faham Sunni-Syiah kembali
pecah di Kabupaten Jember. Akibat dari bentrokkan itu, Eko Mardi, salah seorang
warga harus tewas karena dikeroyok massa. Sementara kondisi lokasi pasca
bentrok itu, suasana di Desa Puger Kulon mencekam. Aparat kepolisian berjaga-
jaga di lokasi. Bahkan untuk menenangkan warga Kapolda Jatim Irjen Pol
Unggung Cahyono harus turun ke lokasi.
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Lampiran 8. Foto Penulis dengan Informan

|

Drs. KH. Ashari Abta; M.Pd.I Ketua Syuriah PW NU Yogyakarta (sebelah kanan)

Penulis bersama Drs. KH. Abdul Majid, M.S.1

104



Lampiran 9. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyiaran

LAMPIRAN

UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: -

a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memper-
oleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak
asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras
dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan
hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya
alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus
dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945;

¢. bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan
masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka
perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin
terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan
seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia;

d. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi
massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan
sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan
tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat
sosial;
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bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan,
serentak-dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam
pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka
penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam
menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan
kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e maka
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan
membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru; -

Mengingat:

i,

Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal
28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak-
tik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambzhan Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); '
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7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

'BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara,

~ gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis,

karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat
diterima melalui perangkat penerima siaran.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui
sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut
atau di antariksa dengan menggunakan spekttim frekuensi
radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk
dapat diterima secara  serentak dan bersamaan oleh masyarakat

dengan perangkat penetima slaran.

Penyiatan radio adalah medla komunikasi massa dengar,
yang mtnyalurkan gigasan ddh informasi dalarh bentuk suara
secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan
berkesinambungan.

107



4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar
pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk
suara dan gambar secara umum, baik terbiika maupun tertutup,
berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial
dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang,
dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan
atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersang-
kutan. - '

6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan
melalui penyiaran. radio atau televisi dengan tujuan mem-
perkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan
barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk memengaruhi
konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan,

7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonko-
mersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi
dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau
mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-
pesan lainnya kepada masyarakat untuk memengaruhi khalayak
agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai- dengan pesan
iklan tersebut.

8. Spektrum frekuensi radio-adalah gelombang elektromagnetik
yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di
udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan,
merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik
lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga
penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlang-
ganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung
jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan
penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas,

108



‘tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya
mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis
terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran
antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta
antara Indonesia dan dunia internasional.

12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk
oleh Presiden atau Gubernur.

13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang
bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas
dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai
wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh
negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan
penyiaran.

BABII .
ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan,
keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan

tanggung jawab.
Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh
integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang
beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mema-
jukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat
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yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan
industri penyiaran Indonesia. c e

Pasal 4

(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai
fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang
sehar, kontrol dan perekat sosial.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebuda-
yaan.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk:

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama
serta jati diri bangsa;

c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;

e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasio-
nal; '

f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif
masyarakat dalam pembangunan nasional dan.daerah serta
melestarikan lingkungan hidup;

g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan
yang sehat di bidang penyiaran; _

h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat,
mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa
dalam era globalisasi;

i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung
jawab;

j.  memajukan kebudayaan nasional.
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"‘BAB III
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

(1) Penyiaran dtselmggatakan dalam satu sistem penyiaran nasio-
‘nal.

(2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio
yang digunakan untuk penyelenggaraan penyxaran guna sebe-

- sar-besarnya kemakmuran rakyat.

(3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran
dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan
dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

(4) Untuk penyelenggaraan penynaran dibentuk sebuah komisi
penyiaran.

Bagian Kedua
Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal 7

(1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.

(2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur
hal-hal mengenai penyiaran.

(3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI
Daerzh dibentuk di tingkat provinsi.

(4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya,
KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi.
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Pasal 8

(1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewa-
dahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan
penyiaran.

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), KPI mempunyai wewenang:

)

3)

a.

b.

€.

menetapkan standar program siaran; ‘ _
menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku
penyiaran;

mengawasi pelaksanaan peraturan-dan pedoman perilaku
penyiaran serta standar program siaran;

memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan
dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program
siaran;

melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Peme-
rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban:

a.

b.

menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang
layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;

ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyia-
ran; ; .

ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga
penyiaran dan industri terkait;

memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata,
dan seimbang; - ; |
menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-
gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap
penyelenggaraan penyiaran; dan ‘

‘menyusun perencanaan pengembangan sumber daya

manusia yang menjamin profesionalitas di bidang
penyiaran.
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Pasal 9

(1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI
Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.

(2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.

(3) Masajabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI

" Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk

1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh ne-
gara.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga
ahli sesuai dengan kebutuhan.

(6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi
syarat sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasxla dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indones;a Tahun 1945;
. berpendxdlkan sar;ana atau memiliki kompetensi inte-
lektual yang setara;
. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman
dalam bidang penyiaran;
g. tidak terkait langsung atau ndak langsung. dengan
kepemilikan media massa; -
h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
i.  bukan pejabat pemerintah; dan
j- nonpartisan.
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Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui

uji kepatutan dan kelayakan secara‘terbuka.

Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presi-

den atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan

oleh Gubernur atas usul Déwan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi. '

Anggota KPI berhenti karena:

a. masa jabatan berakhir;

b. meninggal duniz;

c. mengundurkan diri;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

Pasal 11

Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf
b, hurufc, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan
oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan
oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif dite-
tapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi.

Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanj ut oleh
KPL
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Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan
tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan
tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara
penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

- Bagian Ketiga
Jasa Penyiaran

Pasal 13

(1) Jasa penyiaran terdiri atas:
a. jasa penyiaran radio; dan
b. jasa penyiaran televisi.
(2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dise-
lenggarakan oleh:
a. Lembaga Penyiaraxi Publik;

b. Lembaga Penyiaran Swasta;
¢. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

. Bagian Keempat
Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 14

(1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk
badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen,
netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan
untuk kepentingan masyarakat.

(2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik
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Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota
Negara Republik Indonesia.

(3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan
Lembaga Penyiaran Publik lokal.

(4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. ;

(5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik
Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur,
Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal
atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui
uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari
pemerintah dan/atau masyarakat. '

(6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indo-
nesia dan Televisi Republik‘lndoxieéia sebanyak 5 (lima) orang
dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal
sebanyak 3 (tiga) orang. '

(7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan peng-
awas.

(8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran
Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran
Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. K

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik
disusun olcfh KPI bersama Pemerintah. -

Pasal 15

(1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari:
a. ' iuran penyiaran; |
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b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

¢. sumbangan masyarakat;

d. siaraniklan; dan

e. usahalain yang sah yang terkait dengan penyelenggaxaan
penyiaran.

Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penylaran Publik wajib

‘membuat Japoran kevangan yang diaudit oleh akuntan publik

dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Bagian Kelima
Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 16

Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat
komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang
usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau
televisi. :

Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga
Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang
teknik.

Pasal 17

Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya
dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia.

Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan
dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang
berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20%
(dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum
dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
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(3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan
kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan
memberikan bagian laba perusahaan.

Pasal 18

(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran
Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu
wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.

(2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang
menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran
Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara
Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta
antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran
swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak
langsung, dibatasi.

(3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional,
dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa-
penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan
dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintzh.

Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

a. siaran iklan; dan/atau :

b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan pe-
nyiaran.

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran
televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu)
siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satt) cakupan wilayah
siaran.
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Bagian Keenam
Lembaga Penyiaran Komunitas

Pasal 21

Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang

berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas

tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya

pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk

melayani kepentingan komunitasnya.

Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diselenggarakan:

a. tidak untuk mencari laba atau ketuntungan atau tidak
rerupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan

~ semata; dan - |

b.  untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam men-
capai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara
yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang
menggambarkan identitas bangsa.

Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpar-

tisan yang keberadaan organisasinya:

a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan
komunitas internasional;

b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan

c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau
golongan tertentu.

Pasal 22

Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang di-
peroleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik
komunitas tersebut.

Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber
pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.
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Pasal 23
Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan
dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.

Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran
iklan dan/atau siaran komerswl lainnya, kecuah iklan layanan

' masyarakat &

1)

@)

1)

@)

0

‘Pasal 24 '

Lembaga Peny1aran Komunitas wgjib membuat kode etik dan
tata tertib.untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat
lainnya.

Dalam hal terjadi pengaduan dari komumtas atau masyarakat
lain terhadap pelanggaran kode ‘etik dan/atau tata tertib,
Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 25

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran
berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya
hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan
wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan pe-
nyiaran berlangganan.

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi
siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio,
televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

Pasal 26

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaxmana dimaksud
dalam Pasal 25 terdiri atas: :
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a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;

b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan

c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui teresterial.

(2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Ber-
langganan harus:

a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang
akan disiarkan dan/atau disalurkan;

b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)
dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program
dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran
Swasta; dan

¢. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam
negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri
paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam
negeri. |

(3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari:

a. iuran berlangganan; dan

b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan
penyiaran. 1

Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di w11ayah
Negara: Repubhk Indonesia;

b. memiliki stasiun pengendah siaran yang berlokasx dz Indo-

nesia;
c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indo-
nesia;
d. menggunakan satelit yang mempunyai landing right di Indo-
nesia; dan

e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.
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Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui
teresterial, sebagaimana dimaksud dalaim Pasal 26 ayat (1) huruf
b dan huruf ¢, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

(1)

)

(D
@)

(3)

memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan
sesuai dengan izin yang diberikan; dan '
menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2),
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34
ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran
Berlangganan. -

Ketentuan lebik lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh
KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 30

Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang
akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang
disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peli-
putan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama
Pemerintah.
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Bagian Kesembilan
Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 31

(1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran
radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran
jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.

(2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran
dengan system stasiun jaringan yang menjangkau seluruh
wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran
melalui system stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah
terbatas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun
jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

(5) Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lckasi tertentu dalam
wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan
siaran terbatas pada lokasi tersebut.

(6) Mayoritas pemilikan modal awal dan’ pengelolaan stasiun
penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah
tempat stasiun lokal itu berada.

Bagian Kesepuluh
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran

Pasal 32

(1) ‘Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib meme-
nuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan
teknis perangkat penyiaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran
dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama
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Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. :

Bagian Kesebelas
Perizinan

Pasal 33

Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran
wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan
format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat. (1) berdasarkan minat, kepentingan dan
kenyamanan publik. |

Izin dan perpanjangan izin penyélengg‘araan penyiaran dibe-

rikan oleh negara setelah memperoleh: »

2. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemo-
hon dan KPJ; '

b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari
KPI; ;

c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diada-
kan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah;

d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio
oleh Pemerintah atas usul KPL

Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (4) huruf ¢, secara administratif izin penyelenggaraan

-penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPL

Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan
penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
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(7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan
penyiaran melalai kas negara.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
perizinan penyclenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama
Pemerintah.

Pasal 34

(1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun;
b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan hurnf
b masing-masing dapat diperpanjang.
(3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran,
~ lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran
paling lama 6 (enam) bulan dan-untuk lembaga penyiaran
televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu)
tahun.
(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan
kepada pihak lain.
(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut ka:ena
a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/
atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan
tanpa pemberitahuan kepada KPI;
dipindahitangankan kepada pihak lain;
e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan
persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
f  melanggar ketentuan mengenai standar program siaran
setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap.
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(6)

Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena
habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

BAB IV
PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Pertama
Isi Siaran

Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuén, fungsi, dan arah siaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal

L

(1)

@)

3)

Pasal 36

Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan,
dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral,
kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan,
serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh
Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik,
wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per
seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan

. kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan

menyiarkan mata acara ada waktu yang tepat, dan lembaga

_ penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan

(4)
()

klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh menguta-

makan kepentingan golongan tertentu,

Isi siaran dilarang: :

a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bo-
hong; -
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(6)

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-
gunaan narkotika dan obat terlarang; atau

c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolong-
an.

Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan

dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia

Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran
harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(1)

)

(1)

)

3

Pasal 38

Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam
penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila
diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.

Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar
sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 39

Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa
aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi
teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke
dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara
tertentu.

Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi
paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata
acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara terientu
untuk khalayak tunarungu.
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Bagian Ketiga
Relai dan Siaran Bersama

Pasal 40

(1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga
penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun
dari lembaga penyiaran luar negeri. '

(2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang
berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.

(3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga
penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya
dibatasi.

(4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga
penyiaran lain secara tidak tetap atas mara acara tertentu yang
bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 41

Antarlembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran
bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli
informasi dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Keempat
Kegiatan Jurnalistik

Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik
media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Kelima
Hak Siar

Pasal 43
(1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
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(2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib
mencantumkan hak siar.

(3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.

(4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Ralat Siaran

Pasal 44

(1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran

dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesa-
" lahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.

(2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang
dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak
memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada
kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

(3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum
yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh
Arsip Siaran

Pasal 45

(1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk
rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-
kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiar-
kan.

(2) Bahan siaran yang memiliki nilai s¢jarah, nilai informasi, atau
nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga
yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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3)

Bagian Kedelapan
Siaran Iklan

Pasal 46

Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan

layanan masyarakat.

Siaran iklan wajib rnenaati asas, tujuan, fungsi, dan arah pe-

nyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal

4, dan Pasal 5.

Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama,
ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung
perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain,
ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;

b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau

zat adikif;

c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat
dan nilai-nilai agama; dan/atau

. e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan bglas)

(4)
()
(6)
%)
®)

tahun.
Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran
wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab
lembaga penyiaran.
Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk
anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran
iklan layanan masyarakat.
Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta
paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk

. Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per

seratus) dari seluruh waktu siaran.
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(9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga
Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)
dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran
Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran
iklannya.

(10)yWaktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun
untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

(11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam
negeri.

Bagian Kesembilan
Sensor Isi Siaran

Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda
lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

" BABV
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 48

(1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran
- ditetapkan oleh KPI.

(2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) disusun dan bersumber pada:

a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undang-
an yang berlaku; dan

b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masya-
rakat umum dan lembaga penyiaran.

(3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman
perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat
umum. '

(4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran
yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
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rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;

rasa hormat terhadap hal pnbadx

kesopanan dan kesusilaan;

pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perem-
puan;

penggolongan program dlla.kukan menurut usia khala-
yak;

g. penyiaran program dalam bahasa asing;

h. ketepatan dan kenetralan program berita;
i

J-

o oo ge

™

siaran langsung; dan
siaran iklan.
(5) KPI memfasxlxtas1 pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan
peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma
yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 50

(1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku
penyiaran.

(2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok
yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman

_perilaku penyiaran,

(3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal
yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) hurufe.

(4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang
bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
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(5)

ey

KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan
penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga
Penyiaran yang terkait.

© Pasal 51

KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan
dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan
aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila

- terbukti benar.

)

(1)

)

@)

(1

Semua. Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan.yang
dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku
penyiaran.
BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

‘Setiap ‘'warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan

tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penye-
lenggaraan penyiaran nasional.

Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan
tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiat-
an literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meng-
ajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang
merugikan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas,
dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan
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menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. ‘

(2) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas,
dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan
menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi.

Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab
secara umum atas penyeienggaraan penyiaran dan wajib menunjuk
penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26
ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat &)
huruf a, huruf ¢, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44
ayat (1), Pasal 45 aya: (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8),
ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat berupa:

a. teguran tertulis;
b. penghentian seinentara mata acara yang bermasalah
setelah melalui tahap tertentu;

pembatasan durasi dan waktu siaran;

denda administratif;

pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyia-

ran;

g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

™ e oA
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€)

(1)

2)

Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

«(2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah,

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 56.

Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-
undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5)
huruf b dan hurufe, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang
berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk
penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang

yang:

a‘

b.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3);

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2); _

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1);
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d. melanggar ketentuan sebaaaunana dimaksud dalam Pasal 36
- ayat (5); i e

e. melanggar ketentuan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 36

ayat (6).
Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penylaran televisi,

setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagajmana dxmaksud dalam Pasal 18
ayat (1);

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1);

c. melanggar ketentuan sebagaunana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (4); _ -

d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (3).

Pasal 59 °

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran
radio dan paling banyak Rp2.000. 000.000,00 (dua miliar rupiah)
untuk penyiaran televisi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60 .
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelak-
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2)

3)

(1
)

1)

sanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya
Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan
wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini
paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan

.paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak

diundangkannya Undang-undang ini. .
Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai,
sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah ber-
akhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan
penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya
stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran
tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun,
kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama
Pemerintah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

KPI harus sudah dibentuk selambat-Jambatnya 1 (satu) tahun
setelah diundangkannya Undang-undang ini.

Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh
Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia. '

Pasal 62

Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Peme-
rintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal
18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3),
Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33-ayat (8), Pasal 55
ayat (3), dan Pasal 60-ayat-(3) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah. , -

137



(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah
selesai disusun oleh Pemerintah.

‘ Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang
‘Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ted.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ted

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002
'NOMOR 139
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukumdan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands
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PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Nomeor 02/P/KP1/12/2009
tentang
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran

dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran
di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi
agar pemanfaatan frekuensi radio yang merupakan sumber daya
alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan
masyarakat sebesar-besarnya;

bahwa dengan munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio
baru di seluruh pelosok Indonesia, harus disusun standar
baku yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk
memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri
bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan
bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka
membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan
sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud
pada huruf a dan huruf b Komisi Penyiaran Indonesia meman-
dang perlu untuk menetapkan Pedornan Perilaku Penyiaran.

Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817); |

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
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10.

Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821); :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomu-
nikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 1999

‘Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3887);

' Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlmdungan

Anak (Leémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4252);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 4437),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

* Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
. ‘Nomor 59, Tambahan.Lembaran Negara Nomor 4844);
11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843); . i
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846); '

Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

-181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4928);

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahadsa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5035); B g
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5060); '
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penye-
lenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman
Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
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19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penye-
lenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4566);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2005 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4567); .

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penye-
lenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4568);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2007 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi
Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2007
-2010;

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 001 Tahun 2007
tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran
Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan 2007 - 2010;

24. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPl/12/

2009 tentang Standar Program Siaran.

Memerhatikan: -

a.

Usulan dan masukan dari organisasi dan asosiasi masyarakat
penyiaran;

Usulan dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat;
Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional ke-6 Komisi Penyiaran
Indonesia di Batam, Tanggal 17 Juli 2008;

'Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional ke-7 Komisi Penyiaran

Indonesia di Solo, Tanggal 14 Mei 2009; dan

Hasil Sidang Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan
KPI Bidang Isi Siaran Tanggal 4 Juli 2009 di Bogor.
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@)

®3)

C)

()

(6)

MEMUTUSKAN

 BARI
KETENTUAN UMUM

. Pasal.l

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketenituan-ketentuan bagi
Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran
Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa
yang diperbolehkan dan.tidak diperbolehkan dalam menye-
lenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran
nasional Indonesia. ;

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui
sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut
atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi
radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk
dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat
dengan perangkat penerima siaran.

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik
lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga
penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan
yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung
jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar,
yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara
secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan
berkesinambungan.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar
pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk
suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup,

_ berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara,
gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis,
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karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat
diterima melalui perangkat penerima siaran.

(7) Program siaran adalah programyang berisi pesan atau rangkaian
pesan dalam bentuk suara, gambar; atau suara dan gambar atau
yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif
maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

(8) : Siaran langsung adalah program siaran yang ditayangkan
dengan waktu dan lokasi yang sama.

(9) Siaran tidak langsung adalah program siaran yang duekam
untuk ditayangkan pada wakztu yang berbeda. ‘

(10) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta
non-fiksi, seperti: program berita, features, dokumentasi,
infotainment, program realita (reality show), konsultasi on-air,
diskusi, bincang-bincang (talkshow), jajak pendapat, pidato,
ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga,
dan program sejenis yang bersifat nyata dan terjadi tanpa
rekayasa.

(11) Program non-faktual adalah program siaran yang berisi
ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual
dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif
dan bersifat menghibur, seperti: drama yang dikemas dalam
bentuk film, program musik, seni, dan/atau program  sejenis
.yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur.

(12) Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal,
baik program faktual maupun non-faktual, yang mencakup
peristiwa, isu-isu, latar belakang cerita, dan-sumber daya
manusia, dalam rangka pengembangan budaya dan potensi
daerah setempat.

(13)Program asing adalah program ‘siaran yang diproduksi dan
diimpor secara utuh dari luar negeri: -

(14) Program kuis dan undian berhadiah adalah program siaran
hiburan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berupa perlom-
‘baan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, dan

-undian yang menjanjikan hadiah. '
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(15) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial
dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang,
dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan
atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersang-
kutan. , . |

(16)Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang
disiarkan melalui penyiaran radio atau.televisi dengan

~ tujuan memperkenalkan, mermasyarakatkan, dan/atau mem-
promosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk
mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang
ditawarkan.

(17) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonko-
mersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi
dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/
atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau
pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi
khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan
pesan iklan tersebut.

(18) Progam siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan
atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara
dan gambar atau yang berbentuk grafis, dan karakter yang
disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.

(19) Program penggalangan dana adalah program siaran yang
bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang

: diperuntukkan bagi kegiatan sosial. '

(20) Pencegatan adalah-tindakan menghadang narasumber tanpa
perjanjian untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.

(21)Hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi

“+ dari*subyek dan obyek dari suatu program siaran.

(22)Kunci Parental adalah alat otomatis yang berfungsi untuk

. mengurnici program-program tertentu yang disediakan oleh
lembaga penyiaran berlangganan. - :
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BAB II
DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama,
norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode
etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan
masyarakat penyiaran.

Pasal 3

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kepastian
hukum, asas kebebasan dan bertanggung jawab, asas manfaat,
asas adil dan merata, asas keberagaman, asas kemandirian, asas
kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi.

Pasal 4

Pedoman Perilaku Penyiaran bertujuan agér lembaga penyiaran:

a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan
segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama
dan budaya bangsa yang multikultural;

d. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demo-
krasi;

e. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;

f. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan
publik;

g. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja,
dan perempuan; :
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menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masya-
rakat minoritas dan marginal;
menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

BAB III
IST

Pasal 5

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar
Program Siaran yang berkaitan dengan:

a.
b.

=
d.

5 g

e
.

LW o By TR

penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan
antargolongan;

penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan;
penghormatan terhadap hak privasi dan pribadi;
perlindungan terhadap hak-hak anak-anak, remaja, dan perem-
puan;

perlindungan terhadap hak-hak kelormpok masyarakat mino-
ritas dan marginal;

perlindungan terhadap kepentingan publik;

pembatasan materi program siaran terkait seksualitas;
pembatasan materi program siaran terkait kekerasan dan sa-
disme; &

pembatasan materi program siaran terkait narkotika, psiko-
tropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, dan perjudian;
pembatasan. materi program siaran terkait mistik dan supra-
natural;

penggolongan program siaran;

prinsip jurnalistik;

bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
sensor dalam program siaran; :

lembaga penyiaran Berlangganan;

siaran iklan;

saran asing], "7

. ’ -
e ‘ :
T ARl Ly SR s
e 3, 50 R » . .
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r. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;

s. siaran langsung; ’ '

program siaran kuis, undian bérhadiah, dan penggalangan
dana; _

peliputan bencana alam;

siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;

-~
.

narasumber;

privasi

‘pembawa acara;

siaran pembuka dan penutup; dan

pengawasan, pengaduan, dan penanggung Jawab

BNYT X g <=¢F

' BAB IV
PENGHORMATAN TERHADAP SUKU, AGAMA, RAS,
AU DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 6

Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras,
antargolongan, dar hak pribadi maupun kelompok, yang mencakup
keragaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 7

Lembaga penyiaran dilarang merendahkan suku, agama, ras,
antargolongan dan/atau melecehkan perbedaan individu dan/atau
kelompok, yang mencakup, usia, gender, dan kehidupan sosial
ekonomni.

BAB V
PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN
" DAN KESUSILAAN

Pasal 8
(1) Lembaga penyiaran ha idak merugikan
dan menimbulkan efekfwwmmm khalayak
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baik dalam agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar
belakang ekonomi. -

(2) Lembaga penyiaran wajib menghormzti norma kesopanan dari
kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VI
PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI DAN
PRIBADI

Pasal 9

Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan menghormati hak
privasi dan pribadi dari narasumber.

- BABVII -
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK, REMAJA,
DAN PEREMPUAN

Pasal 10

Lembaga penyiafan wajib memperhatikan dan melindungi
kepentingan anak-anak, remaja dan/atau perempuan.

" BAB VIII
PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK
MASYARAKAT MINORITAS DAN MARGINAL

Pasal 11 |

Lembaga penyiaran wajib memerhatikan dan melindungi hak dan

kepentingan kelompok. rnasyarakat minoritas dan marginal yang

mencakup: : .

a. kelompok peker;a yang dianggap marginal;

b. kelompok masyarakat yang kerap dianggap memiliki penyim-
pangan orientasi seksual;

c kelornpok masyarakat dengan ukuran fisik di luar noxmal,

d. kelompok masyarakat yang memiliki cacat fisik;
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e. kelompok masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental;

dan/atau |
f.  kelompok masyarakat dengan pengidap penyakit tertentu.

BAB IX
PERLINDUNGAN TERHADAP-KEPENTINGAN PUBLIK

Pasal 12
Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi kepen-

tingan publik.

BAB X
PEMBATASAN MATERI PROGRAM SIARAN
SEKSUALITAS

Pasal 13

Lembaga penyiaran wajib melakukan pembatasa.n adegan seksual,
sesuai dengan penggolongan program siaran.

BAB X1
PEMBATASAN MATERI PROGRAM SIARAN KEKERASAN
DAN SADISME
Pasal 14 ‘ >

Lembaga penyiaran wajib melakukan pembatasan adegan kekerasan,
sesuai dengan penggolongan program siaran.

BAB X1I
PEMBATASAN MATERI PROGRAM SIARAN NAPZA,
ALKOHOL, DAN PERJUDIAN

Pasal 15

Lembaga penyiaran wajib membatasi muatan program siaran yang
berkenaan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA),
alkohol, rokok, dan perjudian.
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BAB XIII
PEMBATASAN MATERI PROGRAM SIARAN
MISTIK DAN SUPRANATURAL

Pasal 16

Lembaga penyiaran wajib membatasi muatan program mistik dan
supranatural.

; BAB XIV
PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN

Pasal 17

(1) Lembaga penyiaran wajib memerhatikan penggolongan
program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan
khalayak di setiap acara.

(2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 4 (empat)
kelompok usia, yaitu: .

a. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak
berusia di bawah 12 tahun;

b. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak
berusia 12 — 18 tahun;

c. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak di
atas 18 tahun dan/atau sudah menikah; dan

d. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur.

(3) Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program
siaran sepanjang penyiaran program siaran.

(4) Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran yang

~ berklasifikasi A dan/atau R harus memberikan peringatan dan

* himbauan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua

" (BO) terhadap anak dan/atau remaja yang akan menonton
program dan isi siaran tersebut.
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BAB XV
PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK

Bagian Pertama
Umum

Pasal 18

Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip
jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak ber-
itikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak
mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan
unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras
dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, dan
cabul. S

Lembaga penyiaran dalam melaksanakan keglatan ]urnahsuk
wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan; dan
berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh
Dewan Pers. : :

Bagian Kedua
Pencegatan

Pasal 19

Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegatan di ruang
publik maupun ruang privat. -

Pencegatan yang dilakukan di mang pnvat (rumah’; atau kantor)
harus dilakukan hanya apabxla telah mendapatkan persetu;uan

‘dari narasumber dan/atau keluarga narasumber.

Narasumbér berhak menolak untuk berbicara saat terjadi

= pe‘ﬁceg‘étan, dan lembaga penyiaran dilarang menggunakan
* penolakan tersebut sebagai alat untuk menjatulikan narasumber

)

atau objek dari suatu program siaran. _
Lembaga penyiaran dilarang melakukan pencegatan dengan
tujuan menambah efek dramatis pada program faktual.
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. Bagian Ketiga
Peliputan Terorisme

.. Pasal 20

Dalam meliput dan/atau menyiarkan program berita tentang
terorisme, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan
publik, keamanan, dan rahdsia riegara.

BAB XVI
BAHASA, BENDERA LAMBANG NEGARA, DAN LAGU
7isi ‘KEBANGSAAN

Pasal 21

(1) Lembaga penyiaran wapb menggunakan Bahasa Indonesia yang
baik dan benar, baik tulisan atau lisan, kecuali bagi program
siaran atau berita yang disajikan dalam bahasa daerah atau
asing. -

(2) Lembaga Penyiaran yang menggunakan bahasa asing dalam
program siaran faktual, hanya boleh menyiarkan paling banyak
30% dari total siaran.

Pasal 22

Lembaga penyiaran dalam menggunakan Bendera Negara, Lambang
Negara, dan Lagu Kebangsaan wajib berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang | berla.ku b

BAB XVII
SENSOR PROGRA’M SIARAN

. Pasal23 ..

(1) Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran ﬁlm
atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh tanda lulus sensor
dari lembaga yang berwenang.
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(2) Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal
atas siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan
materi siaran non-berita, seperti: program komedi, program
musik, Klip video, program realita, drama realita, features, dan
dokumenter.

BAB XVIII ,
LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN

Bagian Pertama . |
Sensor untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 24

Lembaga penyiaran berlangganan wajib melakukan sensor internal
atas program siarannya. :

Pasal 25 -

Kunci Parental dan Buku Panduan

(1) Lembaga penyiaran berlangganan wajib menyediakan kunci
parental untuk setiap program siaran yang disiarkan.

(2) Petunjuk penggunaan kundi parental wajib diberikan pada buku
panduan program siaran yang diterbitkan secara berkala oleh
lembaga penyiaran berlangganan.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 26

Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyiarkan program-
program asing melalui saluran-saluran asing yang ada dalam paket
siaran, harus membuat terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia
dalam bentuk teks atau sulih suara.
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Bagian Ketiga
- Saluran Program Siaran

Pasal 27

Lembaga penyiaran berlangganan wajib memuat paling sedikit
10% - (sepuluh persen) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan
program siaran produksi dalam negeri dari Lembaga Penyiaran
Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta. '

-Bagién Keempat
Penggolongan Program Siaran

Pasa;l 28

Lembaga penyiaran berlangganan dapat menyiarkan program acara
sesuai dengan waktu penyiaran dari tempat asal stasiun penyiaran

program acara.

BAB XIX
SIARAN IKLAN

Pasal 29

(1) Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwara
Indonesia.

(2) Lembaga penyiaran dalam menyiarkan siaran iklan niaga
dan siaran iklan layanan masyarakat wajib mematuhi waktu
siar dan persentase yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

BAB XX
SIARAN ASING

Pasal 30

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program siaran asing sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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- BAB XXI"'
SIARAN LOKAL DALAM SISTEM STASIUN JARINGAN

Pasal 31

Lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran lokal dalam
sistem stasiun jaringan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. g

BAB XXII
SIARAN LANGSUNG
 Pasal32z
Lembaga penyiaran dalam mempfoduksi dan/atau menyiarkan
berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib

berpedoman pada penggolongan program siaran, durasi-program,
dan waktu siar program sesuai usia khalayak penonton.

BAB XXIII
PROGRAM SIARAN KUIS, UNDIAN BERHADIAH,
DAN PENGGALANGAN DANA

Pasal 33

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program
siaran kuis, undian berhadiah, dan penggalangan dana wajib terlebih
dahulu mendapatkan izin lembaga yang berwenang.

BAB XXIV
PELIPUTAN BENCANA ALAM
Pasal 34

Dalam meliput dan/atau menyiarkan program yang melibatkan
pihak-pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran wajib
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
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a.

melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah
harus mempertimbangkan ptoses pemulihan korban dan
keluarganya;

tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau
keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban
kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang
berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi
korban- dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau

-diambil gambarnya; dan/atau

menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam
kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendu-
kung tayangan,;

BAB XXV

SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA

(1)
@)

@)

(4)

DAERAH
Pasal 35

Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi
peliputan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional ter-
hadap. para peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah.

Lembaga penyiaran dilarang bersikap partisan terhadap
salah satu peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah.

Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program siaran yang
dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan
Pemilihan Kepala Daerah.
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1)

BAB XXVI
NARASUMBER

Bagian Pertama
Penjelasan kepada Narasumber

Pasal 36 -

Lembaga penyiaran harus menjelaskan terlebih dahulu secara
jujur, dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak

'yang akan diikutsertakan dalam suatu program, tentang sifat,

bentuk, dan tujuan dari program untuk memastikan narasum-
ber dan/atau semua pihak yang diikutsertakan mengetahui
secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka.

(2) Jika narasumber diundang dalam sebuah program faktual,

)

(1)

wawancara di studio, wawancara melalui telepon atau terlibat

dalam program diskusi, lembaga pengiaran wajib. '

a. memberitahukan tujuan program siaran, topik, dan para
pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan
kontribusi narasumber; dan/atau

b. menjelaskan kepada narasumber tentang sifat program
siaran langsung atau siaran tidak langsung. Jika merupakan
program siaran tidak langsung, maka lembaga penyiaran
harus menjelaskan perihal pengeditan yang dilakukan,

. kepastian dan jadwal penayangan program siaran.
Lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan
hormat dan santun.

Bagian Kedixa_
Persetujuan Narasumber
Pasal 37

Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan materi program
siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi
tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber,
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@)
3

diambil dengan menggunakan kamera dan/atau mikrofon
tersembunyi, atau merupakarn hasil rekaman wawancara di
telepon, kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan
publik yang tinggi.

Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan materi siaran yang
mengandung tindakan intimidasi terhadap nar,asurqbgf.
Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang

-tidak ingin diketahui identitasnya terkait dengan keterangan

atau informasi dalam rangka menjaga keselamatan jiwanya
atau keluarganya.

Bagian Ketiga
Anak dan Remaja sebagai Narasumber

Pasal 38

Dalam menyiarkan program yang melibatkan anak dan remaja
sebagai narasumber, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan
sebagai berikut:

a.

dilarang mewawancarai anak dan remaja berusia di bawah umur
18 tahun, mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk
menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan
orangtua dan keluarga, serta kekerasan yang menimbulkan
dampak traumatik;

harus mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak
dan remaja yang menjadi narasumber; dan/atau

harus menyamarkan identitas anak dan remaja yang terkait
permasalahan dengan polisi atau proses peradilan, terlibat
kejahatan seksual atau korban kejahatan seksual.
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Bagian Keempat
Hak Narasumber Menolak Berparusxpasx

Pasal 39

(1) Setiap orang berhak menolak berpartisipasi dalam sebuah
program acara yang - diselenggarakan oleh lembaga penyiaran.
(2) -Apabilaketidakhadiran seseorang itu disebut atau dibicarakan

- dalam acara tersebut, lembaga penylaran harus memerhaukan

hal-hal sébagai berikut: '

a. dapat memberitahukan kepada khalayak secara propo-
sional tentang alasan ketidakhadiran narasumber yang
sebelumnya telah menyatakan kesediaan akan hadir;
dan/atau

b. dilarang menyiarkan pernyataan yang bersifat menafsirkan
penolakan atau ketidakhadiran narasumber tersebut.

| Bagian Kelima
Wawancara Telepon dan Rekaman Telepon

Pasal 40

Dalam menyiarkan hasil wawancara telepon baik langsung maupun
rekaman, lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a. memperkenalkan diri, menyatakan tujuan wawancara, jenis
program siaran, dan persetujuan narasumber sebelum melaku-
kan wawancara;

b. memberitahukan apakah program siaran merupakan siaran
langsung atau siaran tidak langsung; dan/atau |

c. memberitahukan penyuntingan yang dilakukan atas wawancara
yang disiarkan sebagai siaran tidak langsung.

Pasal 41

Dalam menyiarkan percakapan langsung dengan penelepon dari luar,
lembaga penyiaran harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:
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a. memperoleh identitas lengkap‘si penelepon, sebelum wawan-

b.

cara disiarkan; dan/atai” . .

pembawa acara harus bertanggung jawab untuk mengingatkan
penelepon dan/atau merghentikan pembicaraan apabila saat
percakapan berlangsung, penelepon menyampaikan hal-hal
yang tidak layak disiarkan secara langsung kepada publik.

"'Bagian Keenam
Perekaman Tersembunyl

Pasal 42

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan dengan menggu-
nakan rekaman tersembunyi wajib mematuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi dan kepcntmg—
annya jelas, yakni tidak untuk merugikan pihak tertentu;

b. dilakukan di ruang publik; '

c. digunakan untuk tujuan pembuktian suatu isu dan/atau
pelanggaran; ..

d. usaha untuk mendapatkan informasi dengan pendekatan
terbuka tidak berhasil;

e. jika usaha perekaman tersembunyi diketahui oleh orang
atau objek yang dituju, maka perekaman tersembunyi harus
dihentikan sesuai dengan permintaan;

f. tidak disiarkan secara langsung;

g. tidak melanggar pnvasx orang-orang yang kebetulan terekam;
dan/atau

h. tidak disiarkan apabila orang atau objek yang dituju dalam

perekaman menolak hasil rekaman untuk disiarkan.
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BAB XXVII
PRIVASI

Pasal 43
Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam
memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik
siaran langsung maupun siaran tidak langsung.

BAB XXVII
PEMBAWA ACARA

Pasal 44

Pembawa acara suatu program acara faktual atau non-faktual wajib

mematuhi ketentuan sebagai berikut:

a. wajib bersikap netral;

b. tidak menuangkan opini pribadi; -

c. tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara dan
" memberikan waktu yang cukup untuk menjawab;

d. tidak memprovokasi atau menghasut; dan/atau

e. tidak merangkap sebagai narasumber. -

‘ BAB XXIX
SIARAN PEMBUKA DAN PENUTUP

Pasal 45

Lembaga penyiaran wajib membuka dan menutup program siaran
dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
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BAB XXX
PENGAWASAN, PENGADUAN DAN
PENANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 46
KPI wajib mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran.
Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 47

Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi Pedoman Perilaku
Penyiaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses
pengolahan, pembuatan, pembelian, penayangan, dan pendanaan
program siaran lembaga penyiaran bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengaduan
Pasal 48

Setiap orang atau. sekelompok orang yang mengetahui adanya
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dapat meng-
adukan ke KPI Pusat dan/atau KPI Daerah. :

Pasal 49

KPI wajib menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan,
sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap perilaku
lembaga penyiaran. -
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Pasal 50

Dalam hal KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan
dan/atau pengaduan, lembaga penyiaran yang diadukan diundang
untuk didengar keterangannya guna mendapatkan klarifikasi dan
penjelasan lebih lanjut tentang materi'program yang diadukan.

Bagian Keempat
Hak Jawab

Pasal 51

(1) Lembaga penyiaran mempunyai hak untuk melakukan
klarifikasi berupa hak jawab baik dalam bentuk tulisan
maupun lisan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran
yang dilakukan sebelum maupun sesudah keputusan sanksi
administrasi ditetapkan.

(2) Lembaga penyiaran .dapat menunjuk seorang kuasa untuk
melaksanakan hak jawab’ sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) di atas. ] < k3 -

Bagian Kelima
Materi Rekaman Siaran dan Keputusan

Pasal 52

(1) Lembaga penyiaran wajib menyimpan rekaman bahan siaran,
dan menyimpannya secara baik dan benar selama minimal satu
tahun.

(2) Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPI berwenang
meminta kepada lembaga penyiaran untuk memperlihatkan
rekaman bahan siaran yang diadukan secara lengkap dengan
penjelasan-penjelasan tertulis dari penanggung jawab program
lembaga penyiaran tersebut.
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Bagian Keenam
Penanggung jawab .

Pasal 53

(1) Bila terjadi pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran,
maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang
menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran
tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas
berlaku untuk seluruh jenis program, baik faktual maupun
non-faktual, program yang diproduksi sendiri maupun yang
dibeli dari pihak lain, program yang dihasilkan dari suatu kerja
sama produksi maupun yang disponsori.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pelanggaran

Pasal 54

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap
Pedoman Perilaku Penyiaran akan dicatat dan direkam oleh KPI
untuk menjadi bahan pertimbangan bagi KPI dalam hal memberikan
keputusan-keputusan yang menyangkut lembaga penyiaran,
termasuk keputusan dalam hal perpanjangan izin siaran.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pedoman Perilaku Penyiaran secara berkala dinilai kembali oleh
KPI sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan
perkembangan norma-norma yang berlaku, serta pandangan dari
masyarakat.
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Pasal 56°

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi
Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman
Perilaku Penyiaran, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan. ' |

- Ditetapkan di Jakarta,

Padatanggal 10 Desember 2009

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,
Prof. Sas.fs- Djuarsa Sendjaja, Ph.D
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PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 03/P/KP1/12/2009
TENTANG
STANDAR PROGRAM SIARAN

Menimbang:

a.

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi
hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat,
akurat, bertanggung jawab, dan hiburan yang sehat;

bahwa perkembangan industri televisi dan radio di seluruh
Indonesia membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar-
lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran
menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan;

bahwa tingkat persaingan antarlembaga penyiaran berpotensi
untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan
nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat;

bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi
nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman
dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan
kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat
yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, Komisi Penyiaran
Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Standar
Program Siaran.

Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
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10.
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
‘Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lem-

* baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesxa N omor
3887);

‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhndungan
Anak (Lembaran Negara Republik'Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4235);.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4252);

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2034 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan
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11

12,

13.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran N egara Republik
Indonesia Nomor 4843); .

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

. (Lembaran Negara Republik-Indonesia Tahun 2008 Nomor

14.

15.

16.

17.

18.

181, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4928);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5035);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5060);

-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penye-
lenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 28),
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman

" Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565)
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19.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penye-
lenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor127, Tambahan

20.

21

22.

23.

24.

25.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4567);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahuni 2005 tentang Penye-

lenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4568);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2007 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi
Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2007-
2010;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan
oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 001 Tahun 2007
tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran
Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan 2007 ~ 2010;

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KP1/12/
2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Memerhatikan:

a.
b.

Usulan dan masukan dari dsosiasi dan masyarakat penyiaran;
Usulan dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat dari

“"berbagai daerah;

Rekomendasi Rapat Koordinasi Nésional ke-6 Komisi Penyiaran
Indonesia di Batam pada Tanggal 17 Juli 2008;
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Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional ke-7 Komisi Penyiaran
Indonesia di Solo, pada Tanggal 14 Mei 2009; dan

Hasil Sidang Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan
KPI Bidang Isi Siaran Tanggal 4 Juli 2009 di Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

(1)

@)

©)

“4) .

TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Standar Program Siaran adalah panduan yang ditetapkan
oleh Komisi Penyijaran Indonesia tentang batasan-batasan
yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program
siaran.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui
sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut
atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi
radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk
dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat
dengan perangkat penerima siaran.

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik
lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga
penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlang-
ganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung
jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang
menyalurkan gagasan.dan informasi dalam bentuk suara secara
umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berke-
sinambungan.
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(5)

(6)

0

(®)
©)

Penyiaran televisi adalah medla ’komunikasi massa dengar
pandang yang menyalurkan’ gagasan dan informasi dalam bentuk
suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup,
berupa program yang teratur dan berkesinambungan :
Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara,
gambar atau suara dan gambar atau'yang berbentuk grafis,
karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat
diterima melalui perangkat penerima siaran.

Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian
pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau
yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif
maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Siaran langsung adalah program siaran yang dntayangkan
dengan waktu dan lokasi yang sama. :

Siaran tidak langsung adalah program siaran yang direkam
untuk ditayangkan pada waktu yang berbeda. '

(10) Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai

siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.

(11) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta

non-fiksi, seperti: program berita, features, dokumentasi,
infotainment, program realita (reality show), konsultasi on-air,
diskusi, bincang-bincang (talkshow), jajak pendapat, pidato,
ceramah, editorial, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga,

‘dan program sejenis yang bersifat nyata dan terjadi tanpa

rekayasa.

(12) Program non-faktual adalah program siaran yang berisi
- -ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual

dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa-atau imajinatif
dan bersifat menghibur, seperti: drama yang dikemas dalam
bentuk film, program musik, seni, dan/atau program sejenis
yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur.

(13) Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal,

baik program faktual maupun non-faktual, yang ‘mencakup
peristiwa, isu-isu, latar belakang cerita, dan sumber daya
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manusia, dalam rangka pengembangan budaya dan potensi
daerah setempat.

(14) Program asing adalah program siaran yang diproduksi dan
diimpor secara utuh dari luar negeri.

(15)Program kuis dan undian berhadiah adalah program siaran
hiburan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berupa per-
lombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan,
dan undian yang menjanjikan hadiah.

(16) Siaran iklan ‘adalah siaran informasi yang bersifat komersial
dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang,
dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan
atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang ber-
sangkutan.

(17)Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang
disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromo-
sikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk
mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang
ditawarkan. |

(18) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonko-
mersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi
dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/
atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau

 pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk memengaruhi
khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan
pesan iklan tersebut. -

(19) Progam siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan
atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara
dan gambar atau yang berbentuk grafis, dan karakter yang
disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.

(20) Program, penggalangan dana adalah program siaran yang
bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang
diperuntukkan bagi kegiatan sosial.
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(21)Adalah pembelian waktu siar untuk dimanfaatkan bagi
penyebarluasan maksud dan kepenungan pihak tertentu selain
program siaran iklan. :

(22) Adegan kekerasan adalah adegan yang menampilkan tindakan
verbal dan/atau non-verbal yang menimbulkan rasa sakit secara
fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan.

(23) Adegan sadisme adalah adegan yang menampilkan tindakan
verbal dan/atau non-verbal yang menimbulkan rasa sakit secara
fisik dan/atau psikis di luar batas perikemanusiaan.

(24) Adegan seksual adalah adegan yang menampilkan tindakan
verbal dan/atau non-verbal yang menunjukkan atau melam-
piaskan hasrat seksual.

(25) Adegan mistik dan supranatural adalah adegan yang menam-
pilkan tindakan verbal dan/atau non-verbal yang dimaksud
untuk menunjukkan kondisi dan/atau keadaan di luar batas
kemampuan manusia.

BAB II
DASAR, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Standar Program Siaran ditetapkan berdasarkan' peraturan per-
undang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma
yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar
profesi dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat

penyiaran.
Pasal 3

Standar Program Siaran ditetapkan untuk:

a. memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri
bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri,
demnokratis, adil dan sejahtera;
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mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya
bagi masyarakat; dan

mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-
nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 4

Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat
menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan,
hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Pasal 5

Standar Program Siaran diarahkan agar program siaran:

a.

b.

menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia;
meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan
segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indo-
nesia;

menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama
dan budaya bangsa yang multikultural;

menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demo-
krasi;

menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan
publik;

menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja,
dan perempuan;

menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok
masyarakat minoritas dan marginal; dan

menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

175



BAB III
ISI

Pasal 6

Standar Program Siaran menentukan standar isi siaran yang ber-
kaitan dengan:

a.

W R

= 09

i v
.

menow OB g TR

penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras

‘dan antargolongan;

penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan;
perlindungan kepentingan publik; .

penghormatan terhadap hak-hak privasi dan pribadi.
perlindungan bagi hak-hak anak-anak, remaja, dan perem-
puan; -
perlindungan bagi hak-hak kelompok masyarakat minoritas
dan marginal; ' ’

pembatasan dan pelarangan seksualitas;

pembatasan dan pelarangan kekerasan, dan sadisme;
pembatasan dan pelarangan materi siaran narkotika, psiko-
tropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, rokok, dan perju-
dian; ‘

pembatasan dan pelarangan program siaran mistik dan
supranatural; ’

penggolongan program siaran;

prinsip-prinsip jurnalistik;

. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebarigsaan;

sensor dalam program siaran;

program siaran berlangganan;

siaran iklan;

program asing;

program lokal dalam sistem stasiun jaringan;

program Kuis, undian berhadiah, dan penggalangan dana;
peliputan bencana alam;
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u. pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;

v. peliputan sidang pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan
hukuman mati;

w. pengawasan, pengaduan, dan penanggung jawab;

x. sanksi dan penanggung jawab; dan

y. sanksi administratif.

Ld

BAB IV
PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN,
AGAMA, RAS DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 7

(1) Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama,
ras, antargolongan, dan hak pribadi maupun kelompok, yang
mencakup keragaman budaya, usia, gender, dan kehidupan
sosial ekonomi. -

(2) Program siaran dilarang bermuatan yang merendahkan dan/
atau melecehkan:

a. suku, agama, ras, atau antargolongan; dan/atau

b. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama,
ras, antargolongan, usia, budaya dan/atau kehidupan
sosial ekonomi.

Pasal 8

Program siaran dapat memuat materi agama pada program acara
agama, non-agama, faktual, dan non-faktual dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. tidak menyiarkan program yang mengandung serangan,
penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan
keagamaan tertentu; .

. menghargai etika hubungan antarumat beragama;

c. tidak menyajikan kontroversi mengenai pandangan/| paham

dalam agama tertentu secara tidak berimbang;
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tidak menyajikan program berisi penyebaran ajaran dari suatu
sekte, kelompok atau praktik agama tertentu yang dinyatakan
secara resmi oleh pihak berwenang sebagai terlarang;

tidak menyajikan program berisikan perbandingan antaragama;
dan/atau

tidak menyajikan informasi tentang perpindahan agama se-
seorang atau sekelompok orang secara rinc dan berlebihan,
terutama menyangkut alasan perpindahan agama.

BABV

PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN

(1)

@)

(1)
@)

DAN KESUSILAAN

Pasal 9

Program siaran wajib memerhatikan norma kesopanan dan
kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik
terkait agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang eko-
nomi. -

Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan
menimbulkan efek negatif terhadap norma kesopanan dan
kesusilaan yang dianut oleh keberagaman masyarakat.

BAB VI
PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK

Pasal 10

Program siaran wajib memerhatikan dan melindungi kepen-
tingan publik.

Perlindungan kepentingan publik sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) adalah larangan terhadap program siaran yang
merupakan Blocking Time atau sejenisnya kecuali untuk siaran

iklan.
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: BAB VII
PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI DAN
PRIBADI

Bagian Pertama
Kehidupan Pribadi

Pasal 1]

Program siaran langsung atau rekaman wajib menghormati privasi
sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subyek
dan obyek berita.

Bagian Kedua
Konflik dalam Keluarga

Pasal 12

Informasi dan/atau berita mengenai masalah kehidupan pribadi
dan hal-hal negatif dalam keluarga, seperti: konflik antaranggota
keluarga, perselingkuhan, dan perceraian disiarkan dengan meng-
ikuti syarat-syarat sebagai berikut:

a.

b.

tidak dilakukan dengan niat merusak reputasi objek yang
diberitakan;

tidak dilakukan dengan cara yang justru memperburuk keadaan,
atau memperuncing konflik yang ada; '

tidak dilakukan dengan cara yang mendorong berbagai pihak
yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperin-
ci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang
berkonflik;

tidak menimbulkan dampak buruk akibat pemberitaan terhadap
keluarga, terutama bagi anak-anak dan remaja; .

tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data yang akurat;

jika bersifat rekayasa, reka-ulang atau diperankan oleh orang
lain, wajib untuk dinyatakan secara eksplisit;
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pembawa acara dan narator tidak menjadikan konflik dalam
keluarga yang diberitakan sebagai bahan tertawaan dan/atau
bahan cercaan; S

pembawa acara dan narator tidak mengambil kesimpulan secara
tidak proporsional, menghakimi,-dan/atau mengambil sikap
berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik; dan/atau
pembawa acara dan narator tidak boleh menggiring opini
masyarakat ke arah yang menjatuhkan martabat objek yang
diberitakan. :

BAB VIII
PERLINDUNGAN BAGI HAK ANAK-ANAK, REMAJA,
DAN PEREMPUAN

Pasal 13

(1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepen-

tingan anak-anak, remaja, dan perempuan.

(2) Program siaran khusus untuk orang dewasa dilarang melibatkan

(1)

anak-anak.

Pasal 14

Program siaran yang mengambil lokasi dan situasi sekolah wajib
mematuhi norma dan nilai yang berlaku, tidak melecehkan,
tidak menghina atau merendahkan sekolah sebagai lembaga
pendidikan. | '

(2) Penggambaran tentang sekolah sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut:

a. tidak menggambarkan atau memperolok—olok guru sebagai
sosok yang buruk; , ~

b. tidak menampilkan cara berpakaian yang bertentangan
dengan etika yang berlaku dalam dunia pendidikan;

¢. tidak menampilkan minum minuman keras, konsumsi
rokok dan narkoba;
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d.
e.
f.

tidak memaki dengan kata-kata kasar;
tidak menampilkan aktivitas berjudi; dan/atau
tidak menonjolkan tindakan kriminal.

BAB IX

PERLINDUNGAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT

MINORITAS DAN MARGINAL

Pasal 15

(1) Program siaran tidak boleh melecehkan, menghina, atau
merendahkan kelompok masyarakat minoritas dan marginal,
seperti:

2)

a.

b.

B

kelompok dengan pekerjaan tertentu, seperti: pekerja
rumah tangga, hansip, atau satpam;

kelompok yang kerap dianggap memiliki penyimpangan,
seperti: waria, laki-laki yang keperempuan-perempuan,
atau perempuan yang kelaki-lakian;

kelompok lanjut usia, janda, dan duda;

kelompok dengan ukuran dan bentuk fisik di luar normal,
seperti: gemuk, cebol, memiliki gigi tonggos, atau mata
juling;

kelompok yang memiliki cacat fisik, seperti: tuli, buta,
atau bisu;

kelompok yang memiliki cacat atau keterbelakangan
mental, seperti: embisil, idiot, atau autis; atau
kelompok pengidap penyakit tertentu, seperti penderita:
HIV/ AIDS, kusta, epilepsi, «lzheimer, atau latah

Dalam menyiarkan program siaran sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dilarang:

a.

mengandung muatan yang dapat menimbulkan atau mem-
perkokoh stereotip negatif mengenai kelompok-kelompok
tersebut; 3

menjadikan kelompok-kelompok tersebut sebagai bahan
olok-olok atau tertawaan; dan/atau
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c. mengeksploitasi kelompok-kelompok tersebut untuk
mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan bagi lem-
baga penyiaran tanpa memikirkan dampak buruk bagi
pemirsa.

-BABX
PEMBATASAN DAN PELARANGAN SEKSUALIT AS

Bagian Pertama
Pembatasan Adegan Seksual

Pasal 16

(1) Program siaran wajib memiliki pembatasan terhadap adegan
seksual, sesuai dengan penggolongan program siaran.

(2) Adegan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
di atas diperbolehkan dalam konteks kasih sayang dalam
keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium
pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan, sungkem, ber-
gandengan tangan, dan/atau berpelukan.

Bagian Kedua
Pelarzngan Adegan Seksual

Pasal 17

Program siaran yang bermuatan adegan seksual dilarang sebagai

berikut: :

a. mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap
dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, bokong, payudara,
dan/atau alat kelamin;

b. menayangkan penampakan alat kelamin, ketelanjangan dan/
atau kekerasan seksual;

c. adegan gerakan tubuh atau tarian yang dapat membangkitkan
gairah seks, khususnya bagian tubuh sekitar dada, perut,

pinggul/bokong;
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(D

adegan berpelukan mesra sambil bergumul antara lawan jenis
maupun sesama jenis yang dapat membangkitkan libido;
adegan menyentuh, meraba, atau meremas bagian tubuh yang
dapat membangkitkan birahi, seperti: paha, selangkangan,
bokong, payudara, atau perut;

adegan ciuman bibir penuh nafsu dan adegan ciuman pada
bagian-bagian tubuh yang dapat membangkitkan birahi, seperti:
pada leher, payudara, telinga, atau perut;

adegan yang mengesankan ciuman bibir secara samar-samar;
adegan masturbasi secara terbuka;

adegan yang mengesankan masturbasi secara samar-samar;
percakapan atau adegan yang menggambarkan rangkaian
aktivitas ke arah hubungan seks dan/atau persenggamaan;
menampilkan persenggamaan atau hubungan seks heterosek-
sual, homoseksual/lesbian, atau benda tertentu yang menjadi
simbol seks secara terbuka atau samar-samar;

suara-suara atau bunyi-bunyian yang mengesankan berlang-
sungnya kegiatan hubungan seks dan/atau persenggamaan;
adegan yang menggambarkan hubungan seks antar binatang
secara vulgar, antara manusia dan binatang atau alat peraga
lainnya;

adegan pemerkosaan atau kekerasan seksual secara vulgar;
adegan yang menunjukkan terjadinya pemerkosaan atau keke-
rasan seksural secara samar-samar;

lirik lagu yang secara eksplisit dapat membangkitkan hasrat
seksual; dan/atau

pembicaraan mengenai hubungan seksual secara vulgar.

Bagian Ketiga
Seks di Luar Nikah dan Praktik Aborsi

Pasal 18

Program siaran dilarang memuat pembenaran hubungan seks
di luar nikah.
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3)

1)
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©)

)

1)

Program siaran dilarang memuat praktik aborsi akibat hu-
bungan seks di Juar nikah sebagai hal yang lumrah dan dapat
diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Program siaran dilarang memuat pembenaran bagi terjadinya
perkosaan atau yang menggambarkan perkosaan sebagai bukan
kejahatan serius.

Bagian Keempat =,
Muatan Seks dalam Lagu dan Klip Video

Pasal 19

Program siaran lagu atau klip video dilarang berisikan lirik
bermuatan seks, baik secara eksplisit atau vulgar.

Program siaran dilarang bermuatan adegan tarian, gerakan
tubuh dan/atau lirik yang dapat dikategorikan cabul atau mem-
bangkitkan gairah seks. _

Program siaran dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik
yang dapat dipandang merendahkan perempuan sebagai objek
seks.

Program siaran dilarang menjadikan anak-anak dan remaja
sebagai objek seks, termasuk di dalamnya adalah adegan
yang menampilkan anak-anak dan remaja berpakaian seronok,
bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu dan/atau
melakukan gerakan vang lazim diasosiasikan dengan daya tarik
seksual.

Bagian Kelima
Program Bincang-bincang Seks

Pasal 20

Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan
mengenai masalah seks harus disajikan secara santun, berhari-
hati, dan ilmiah.
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(2) Program siaran tentang pendidikan seks untuk remaja yang
bertujuan membantu remaja memahami kesehatan reproduksi
harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan
usia remaja.

(3) Program siaran bermuatan dialog seks dilarang menjadi ajang
pembicaraan mesum, cabul, dan/atau ajang bertukar penga-
laman seks.

Bagian Keenam
Pemberitaan Kekerasan Seksual

Pasal 21

Pemberitaan kekerasan seksual dilarang dilakukan secara eksplisit
dan vulgar.

Bagian Ketujuh
- Pemberitaan Pekerja Seks Komersial

Pasal 22

Pemberitaan yang membahas atan mengandung muatan cerita

tentang pekerja seks komersial harus memerhatikan ketentuan

sebagai berikut:

a. tidak mempromosikan dan mendorong agar pelacuran dapat
diterima oleh agama dan masyarakat; dan

b. dalam program faktual, wajah dan identitas pekerja seks
kornersial wajib disamarkan.

Bagian Kedelapan
Pemberitaan Homoseksualitas dan Lesbian

Pasal 23

Pemberitaan yang membahas atau mengandung muatan homosek-
sualitas dan lesbian tidak mempromosikan dan menggambarkan
bahwa homoseksualitas dan lesbian adalah suatu kelaziman.
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Bagian Kesembilan

Pemberitaan Perilaku Seks yang Menylmpang

Pasal 24

(1) Pemberitaan dapat membahas atau bertemakan berbagai peri-
laku seksual menyimpang dalam masyarakat, seperti:

a.

b.

Rl S - Y

g

hubungan seks antara orang dewasa dan anak-anak/
remaja;

hubungan seks sesama anak-anak atau remaja di bawah
umur;

hubungan seks sedarah;

hubungan manusia dengan hewan;

hubungan seks yang menggunakan kekerasan;
hubungan seks berkelompok; dan/atau

hubungan seks dengan menggunakan peralatan.

(2) Dalam memberitakan perilaku seks menyimpang sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1), harus memerhatikan ketentuan

sebagai berikut:

a.

b.

tidak membenarkan perilaku seksual menyimpang terse-
but; dan/atau

tidak membicarakan, menyajikan dan menampilkan ade-
gan perilaku seksual tersebut secara rinci dan vulgar.

BAB XI

PEMBATASAN DAN PELARANGAN KEKERASAN DAN

SADISME

Bagian Pertama
Pembatasan Program Kekerasan

Pasal 25

(1) Program siaran atau promo program siaran yang mengandung
muatan kekerasan, baik berupa percakapan dan/atau adegan
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(2)

M
@)
®3)

kekerasan secara eksplisit hanya dapat disiarkan pada pukul
22.00-03.00 waktu setempat.

Program siaran non-faktual yang bergenre laga dapat bermuatan
kekerasan sesuai dengan kiasifikasi program siaran.

Bagian Kedua
Pelarangan Program Siaran Kekerasan

Pasal 26

Program siaran dilarang membenarkan kekerasan dan sadisme
sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
Lagu-lagu atau klip video yang mengandung muatan pesan
mendorong atau memicu kekerasan dilarang disiarkan.
Adegan kekerasan dan sadisme dilarang sebagai berikut:

a. menampilkan secara detil (big close up, medium close up,
extreme close up) korban yang berdarah-darah, korban/
mayat dalam kondisi tubuh yang terpotong-potong, dan
kondisi yang mengenaskan lainnya;

b. menampilkan adegan penyiksaan secara close up dengan
atau tanpa alat (pentungan/pemukul, setrum, benda
tajam) secara nyata, terkesan sadis dan membuat pemirsa
merasa ngeri, seperti: menusuk dengan pisauy, jarum atau
benda lain, sehingga darah menyembur dan mengeluarkan
isi tubuh, serta menembak dari dekat;

c. pembunuhan yang dilakukan dengan sadis baik terhadap
manusia maupun hewan, seperti: memotong-motong
bagian tubuh, menggantung dengan maksud menyiksa/
membunu'h;

d. memakan manusia dan/atau hewan yang tidak lazim untuk
dikonsumsi;

e. adegan bunuh diri secara detil, seperti: menembak kepala
dengan pistol atau menusuk dengan pisau/pedang; dan/
atau

f. menampilkan wajah pelaku bunuh diri secara detil.
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(2)

(3)

4)

(5)

Bagian Ketiga .
Kata-kata Kasar d;m Makian

Pasal 27

Program siaran dilarang menggunakan kata-kata kasar dan

makian baik diungkapkan secara verbal maupun non-verbal

yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan mar-
tabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar,
serta menghina agama dan Tuhan. :

Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) di atas dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam

bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Ketentuan mengenai kata-kata kasar dan'makian sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (2) digolongkan pada program

faktual, non-faktual laga, dan non-faktual non-laga.

Kata-kata kasar dan makian pada program faktual yang dilarang

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai

berikut:

a. kata-kata kasar ataupun umpatan, seperti: anjing, babi,
monyet, bajingan, goblok, tolol, dungu, brengsek atau
kata lain yang mempunyai makna yang sama.

b. kata-kata yang bermakna kelamin laki atau kelamin
perempuan; .

c. kata-kata yang bermakna hubungan seks/persetubuhan;
dan/atau -

d. kata-kata yang bermakna kotoran manusia atau hewan.

Kata-kata kasar dan makian pada program non-faktual laga

yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah

sebagai berikut:

a. kata-kata yang bermakna kelamin laki atau kelamin
perempuan; dan/atau

b. kata-kata yang bermakna hubungan seks/persetubuhan.
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(6) Kata-kata kasar dan makian pada program non-faktual non-laga
yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah
sebagai berikut:-

(a) kata-katayang bermakna kelamin laki atau kelamin perem-
puan;

(b) kata-kata yang bermakna hubungan seks/persetubuhan;
dan/atau

(c) kata-kata yang bermakna kotoran manusia atau hewan.

; Bagian Keempat
Pembatasan Pemberitaan Kekerasan dan Kejahatan

Pasal 28

(1) Program siaran pemberitaan kekerasan secara eksplisit dan
rinci dibatasi. !
(2)- Pembatasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
berupa: o W
2. tindakan kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara
massal harus disamarkan.
b. wajah dan/atau suara pelaku maupun korban tindakan
kekerasan dan sadisme yang dilakukan secara individu
dan/atau kelompok harus disamarkan. ~

Bagian Kelima
Pelarangan Pemberitaan Kekerasan dan Kejahatan

' ?asal 29

Pemberitaan kekerasan dan kejahatan dilarang sebagai berikut:

a. menyajikan rekonstruksi yang memperlihatkan secara rind
modus dan cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-
langkah operasional aksi kejahatan; -

b. menampilkan gambaran eksplisit dan rinci tentang cara
membuat dan mengaktifkan bahan peledak;
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c. menyajikan rekaman secara penuh hasil interogasi polisi
terhadap tersangka tindak kejahatan;

d. menyajikan materi pemberitaan yang dalam proses produksmya
diketahui mengandung muatan rekayasa yang mencemarkan
nama baik dan membahayakan objek pemberitaan;

e. memberitakan secara rinci adegan rekonstruksi kejahatan
pembunuhan, kejahatan seksual dan pemerkosaan;

f. menayangkan langsung gambar wajah, nama pelaku, dan
korban pemerkosaan kepada publik; dan/atau

g. menayangkan secara eksplisit dan rinci adegan dan rekonstruksi
bunuh diri.

BAB XII
PEMBATASAN DAN PELARANGAN MATERI SIARAN
NAPZA, ALKOHOL, ROKOK, DAN PERJUDIAN

Bagian Pertama
Pembatasan NAPZA, Alkohol, Rokok, dan Perjudian dalam
Program Siaran

Pasal 30

Program siaran dapat memuat pemberitaan, pembahasan, atau

penggambaran penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif

(NAPZA), alkohol, rokok, dan perjudian dengan pembatasan

sebagai berikut:

a. tidak menggambarkan penggunaan narkotika, psikotropika,
zat adiktif, alkohol, rokok, atau melakukan kegiatan perjudian
sebagai hal yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat;

b. tidak mendorong anak-anak atau remaja untuk menggunakan
narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, rokok, atau mela-
kukan kegiatan perjudian;

¢. tidak mengandung adegan penggunaan narkotika, psikotropika,
zat adiktif, alkohol, rokok, atau melakukan kegiatan perjudian
secara dominan; dan/atau
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d. tidak memuat cara penggunaan narkotika, psikotropika, zat
adiktif dengan eksplisit dan rinci.

: Bagian Kedua
Pelarangan NAPZA, Alkohol, Rokok, dan Perjudian dalam
Program Siaran

Pasal 31

Program siaran dilarang membenarkan penggunaan narkotika,
psikotropika, zat adiktif (NAPZA), alkohol dan rokok, atau kegiatan
perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

BAB XIIT
PEMBATASAN DAN PELARANGAN PROGRAM SIARAN
MISTIK DAN SUPRANATURAL

Bagian Pertama
Pembatasan Program Siaran Mistik dan Supranatural

Pasal 32

Program siaran fiksi, seperti: drama, film, sinetron, komedi, atau
kartun, yang menyajikan kekuatan atau makhluk supranatural
dalam bentuk fantasi dapat disiarkan sesuai dengan klasifikasi

program siaran.
Pasal 33 .

(1) Program siaran mistik dan supranatural yang menampilkan
narasumber yang mengaku memiliki kekuatan atau kemampuan
supranatural kKhusus atau kemampuan menyembuhkan
penyakit dengan cara supranatural harus menjelaskan kepada
pemirsa tentang: '

a. program siaran tersebut adalah bersifat mistik dan supra-
natural;

191



@)
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2
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b. perihal ada atau tida.knyé. landasan faktual dan bukti

empirik; dan g
c. perilial perbedaan pandangan di tengah masyarakat
terkait dengan kekuatan atau”kemampuan supranatural
tersebut. ' :
Penjelasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh pembawa acara dan/atau dalam bentuk teks
berjalan (running text) yang ditayangkan berulang-ulang.

Baéian Kedua
Pelarangan Program Siaran Mistik dan Supranatural

Program siaran dilarang membenarkan mistik dan supranatural

sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan'sehari-hari.

Program siaran mistik dan supranatural dilarang sebagai

berikut: "

a. mayat bangkit dari kubur;

b. mayat digerayangi belatung;

c. mayat/siluman/hantu yg berdarah-darah;

d. mayat/siluman/hantu dengan panca indera yang tidak
lengkap dan kondisi mengerikan;

e orang sakti makan sesuatu yang tak lazim, seperti: benda

tajam, binatang, batu, atau tanah;

f. memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala,
.dan lain-lain; dan/atau

g. menusukkan atau memasukkan benda, seperti: jarum,
paku, benang ke anggota tubuh. ;

Program siaran mistik dan supranatural yang merupakan suatu

pertunjukan seni dan budaya asli suku/etnik bangsa Indonesia
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2).
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Pasal 35

Program siaran dilarang menampilkan mistik dan supranatural
dengan manipulasi gambar, suara, atuupun audiovisual tambahan
untuk tujuan mendramatisasi isi siaran yang menimbulkan inter-
pretasi yang salah.

¢y

@)

3)

0))

(2)

BAB XIV
" PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN

Pasal 36

Program siaran digolongkan ke dalam 4 (empat) kelompok

usia, yaitu: »

a. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak
berusia di bawah 12 tahun; ' :

b. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak
berusia 12 - 18 tahun;

c. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak di
atas 18 tahun dan/atau sudah menikah; dan

d. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur.

Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) harus ditayangkan secara eksplisit sepanjang

‘acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton

mengidentifikasi program siaran.

Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) berlaku juga untuk penayangan ulang program
siaran.

Pasal 37

Program siaran dengan klasifikasi A dan/atau R harus disertai
dengan himbauan atau peringatan tambahan tentang arahan
dan bimbingan orangtua.

Himbauan atau peringatan tambahan sebagaimana yang di-
maksud pada ayat (1) di atas adalah kode huruf BO (Bimbingan
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(1

)

(3)

(4)

Orangtua) dan harus ditayangkan secara eksplisit selama
program siaran tersebut disiarkan.

Bagian Pertama
Klasifikasi A

Pasal 38

Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk
anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan
tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak.

Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan,

budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa

ingin tahu anak tentang lingkungan sekitar.

Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan

perilaku anti-sosial sepanjang menggambarkan sanksi dan/atau

akibat atas perilaku anti-sosial tersebut.

Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan:

a. adegan kekerasan dan/atau membahayakan yang mudah
ditiru anak-anak;

b. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku
yang tidak pantas dan/atan membenarkan perilaku yang
tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam
kehidupan sehari-hari;

c. muatan yang mendorong anak. percaya sepenuhnya pada
kekuatan paranormal, klenik, praktik spiritual magis,
dan/atau mistik;

d. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik
dan psikis anak, seperti: informasi dan/atau berita perce-
raian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, dan/atau
penggunaan obat bius;

e. produk minuman keras, jasa pelayanan seksual, alat bantu
seksual; dan/atau

f. obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual,
iklan produk rokok, iklan pakaian dalam yang menam-
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(1)

@)

®3)

(4)

(5)

pilkan visualiasi pakaian dalam, iklan kondom dan/atau
alat pencegah kehamilan lain, iklan film yang diperun-
tukkan bagi penonton dewasa, iklan majalah dan tabloid
yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat
pembesar payudara dan alat vital.

Bagian Kedua
Klasifikasi R

Pasal 39

Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya
penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan
psikologis remaja. .

Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan,
budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa
ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.

Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan
atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas

serta pergaulan antarpria-wanita sepanjang disajikan dalam

konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.

Program siaran klasifikasi R dapat menampilkan adegan
kekerasan dan/atau yang membahayakan jiwa, sepanjang ada
penjelasan mengenai akibat dari hal tersebut.

Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan:

. @ muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku

yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang
tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam
kehidupan sehari-hari;
b. muatanyang mendorong remaja percaya sepenuhnya pada
~kekuatan paranormal, klenik, praktik spiritual magis,
dan/atau mistik;

€. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan

fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup
konsumtif, dan hedonistik;
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-d. produk minuman keras, jasa pelayanan seksual, alat bantu
seksual; dan/atau " .}

e. obit-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual,

iklan produk rokok, iklan pakaian dalam yang menampilkan

. visualiasi pakaian dalam, iklan kondom dan/atau alat

pencegah kehamilan lain, iklan film yang diperuntukkan

bagi penonton dewasa, iklan majalah dan tabloid yang

ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar

payudara dan alat vital.

Bagian Ketiga
Klasifikasi D

Pasal 40

(1) Program siaran klasifikasi D hanya dapat disiarkan antara pukul

22.00 - 03.00 waktu setempat.

(2): Program siaran klasifikasi D dapat menampilkan:

a. tema yang membahas secara mendalam persoalan-per-
soalan keluarga, seperti: intrik; kekerasan dalam keluarga,
perselingkuhan, dan perceraian;

b. -muatan kekerasan sepanjang tidak mengandung unsur
sadistis dan di luar batas perikemanusiaan; dan/atau

c. pembicaraan, pembahasan atau tema méngenai masalah
seks dewasa. -

Bagian Keempat, - |
Klasifikasi SU

Pasal 41)

Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang tidak
secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dinilai
layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana diatur pada
ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39. ; =
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BAB XV
PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK

Pasal 42

(1) Program siaran pemberitaan wajib memerhatikan prinsip-
prinsip jurnalistik sebagai berikut: | ;

a. tunduk pada peraturan perundang-undangan dan berpe-
doman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh
Dewan Pers;

b. akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beriktikad
buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencam-
puradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan
unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama,
ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong,

-fitnah, sadis dan cabul; dan
c. melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat.
(2) Program siaran pemberitaan dan yang bersifat informatif
tentang rekonstruksi suatu peristiwa wajib mengikuti keten-
tuan sebagai berikut: ;
a. menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang.
-disajikan tersebut adalah hasil rekonstruksi dengan

'menampilkan kata "rekonstruksi”, “ilustrasi” atau “reka-

yasa” di pojok gambar dan pernyataan verbal di awal

siaran; dan
b. dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan
terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak

yang terlibat. ,

Pasal 43

Program siaran yang menggunakan footage/potongan gambar
dan/atau potongan suara dari program siaran lain harus disebutkan
sumbernya dan ditempatkan dalam konteks yang tepat dan adil serta
tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi subjek pemberitaan.
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BAB XVI
BAHASA, BENDERA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU
KEBANGSAAN

Pasal 44

(1) Program siaran harus menggunakan Bahasa Indonesia yang
~ baik dan benar baik tertulis atau lisan, kecuali bagi program
siaran atau berita yang disajikan dalam bahasa daerah atau
asing.
(2) Program siaran berbahasa asing dapat disiarkan dengan keten-
tuan sebagai berikut:

a. bahasa asing dalam pemberitaan hanya boleh disiarkan
sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total siaran;

b. harus menyertakan teks dalam Bahasa Indonesia, dengan
pengecualian program khusus berita bahasa asing, pela-
jaran bahasa asing, berita bahasa daerah, pelajaran bahasa
daerah, atau pembacaan kitab suci;

c. sulih suara paling banyak 30% (tiga puluh per seratus)
dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan per
hari; : .

d. program yang disajikan dengan teknologi bilingual tidak
termasuk sebagai program yang disulihsuarakan.

Pasal 45

Program siaran yang bermuatan pengguhaan Bendera Negara,
Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan tunduk pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

198



BAB XVII
SENSOR

Pasal 46

(1) Program siaran dalam bentuk film wajib memperoleh dan me-
nampilkan tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga
yang berwenang.

(2) Program siaran dalam bentuk promo film dan/atau iklan wajib
memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga

~ yang berwenang.

(3) Tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh iembaga yang ber-
wenang tidak serta-merta membuktikan kesesuaian program
siaran dengan Standar Program Siaran.

BAB XVTII ;
PROGRAM SIARAN BERLANGGANAN

Pasal 47

(1) Program siaran berlangganan yang diproduksi sendiri dan/atau
berasal dari saluran lokal atau nasional wajib mematuhi semua
ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

(2) Program siaran berlangganan yang berasal dari saluran-saluran
asing wajib melakukan:

a. sensor internal; dan
b. penggolongan sesuai kelompok usia dengan mencantum-
kan klasifikasi program siaran.

Pasal 48

Program siaran berlangganan yang berasal dari saluran-saluran
asing sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 47 ayat
(2) dilarang:

a. menampilkan adegan ketelanjangan;

b. menampilkan adegan hubungan kelamin atau intim;
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c.

menampilkan adegan ciuman bibir penuh nafsu; dan/atau

d. menampilkan adegan sadisme.

(1) Program siaran iklan wajib berpedoman pada Etika Pariwara

(2) Program siaran iklan terdiri dari siaran ddan niaga dan siaran

BAB XIX
SIARAN IKLAN .

" Pasal 49

Indonesxa

iklan layanan masyarakat.

(3) Program siaran iklan dilarang menayangkan:

a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama,
ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung
perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain,

ideologi lain, pribadi lain, gender atau kelompok lain;
b. promosi minuman keras atau sejenisnya;
promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

N

d. adegan seksual sebagaunana yang dimaksud pada Pasal

175

e. adegan kekerasan dan sadisme sebagaimana yang dimak-

sud pada Pasal 26 ayat (3); »
f.  upaya menyemtunyikan, menyesatkan, membingungkan

atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja,

harga sebenarnya, ketersediaan dari produk dan/atau jasa
yang diiklankan; :

g. eksploitasi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun;

dan/atau
h. - hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat
dan nilai-nilai agama. -
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Pasal .50

(1) Program siaran iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul
21.30 - 05.00 waktu setempat.

(2) Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang ber-
kaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, serta vitalitas seksual
hanya dapat disiarkan pada 22.00 - 03.00 waktu setempat.

BAB XX
PROGRAM ASING

Pasal 51

Program siaran asing-dapat disiarkan dengan ketentuan tidak
melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total jam siaran lembaga
penyxaran per hari.

‘BAB XX1 :
PROGRAM LOKAL DALAM SISTEM STASIUN JARINGAN

.- Pasal 52.

(1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan
durasi minimal 10% (sepuluh per seratus) dari total durasi
siaran berjaringan per hari.

(2) Program siaran lokal sebagaimana yang dxmaksud pada ayat
(1) -minimal 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib

~ ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat.

(3) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga 50% (lima puluh
per seratus) dari total durasi siaran berjaringan per hari.
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BAB XXII
PROGRAM KUIS, UNDIAN BERHADIAH DAN
PENGGALANGAN DANA

Bagian Kesatu
Kuis dan Undian Berhadiah

Pasal 53

Program siaran kuis dan undian berhadiah terlebih dahulu
wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang.
Program siaran kuis dan undian berhadiah dilarang menjadi
perjudian dan penipuan yang merugikan masyarakat.

Dalam program siaran yang melibatkan penggunaan faslitas
telepon atau Short Message Services (SMS) wajib memberitahukan
secara eksplisit tarif pulsa yang dikenakan untuk keikutsertaan
dalam kuis atau undian berhadiah.

Bagian Kedua |
Program Penggalangan Dana dan Bantuan

Pasal 54

Program siaran penggalangari dana dan bantuan wajib mengikuti
ketentuan sebagai berikut:

a.

kegiatan pengumpulan dana kemanusman atau bencana alam
yang diselenggarakan tersebut harus terlebih dahulu mem-
peroleh izin dari lembaga yang berwenang; dan

hasil dari kegiatan penggalangan dana kemanusiaan atau
bencana alam yang dilakukan oleh lembaga penyiaran wajib
dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan.
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BAB XXIII
PELIPUTAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH

Pasal 55

Program siaran peliputan bencana alam atau musibah wajib mem-
pertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan/atau
masyarakat yang terkena bencana alam.

Pasal 56

Program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang:

a. menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga dan
masyarakat yang terkena bencana alam dengan cara memaksa,
menekan, mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diam-
bil gambarnya;

b. menampilkan saat-saat menjelang kematian;

c. mewawancara anak di bawah umur sebagai narasumber dalam
kejadian bencana alam; '

d. menampilkan gambar korban atau mayat secara detil (big close
up, medium close up, extreme close up); dan/atau

e. menampilkan gambar Juka tingkat berat, darah, dan/atau
potongan organ tubuh.

BAB XXIV
SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH

Pasal 57

(1) Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah meliputi
siaran berita, sosialisasi pemilihan, dan siaran kampanye
tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah,
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala
Daerah.

(2) Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi
peliputan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
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(3) Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap
para peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Dae-
rah.

(4) Program siaran dilarang bersikap partisan terhadap salah satu
peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

(5) Program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB XXV
PELIPUTAN SIDANG PENGADILAN, LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN HUKUMAN MATI

Pasal 58

Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang
pengadilan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia
dan berpedoman pada Kode Etik ]umahsuk yang ditetapkan oleh
Dewan Pers.

Pasal 59

Wawancara dengan terpidana yang dilakukan di dalam lingkungan

Lembaga Pemasyarakatan wajib memerhatikan:

a. tidak menyebarkan ideologi terpidana yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. tidak menyebarkan pola kejahatan yang dilakukan terpidana.

Pasal 60

Peliputan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dx]arang disiar-
kan.
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BAB XXVI
PENGAWASAN, PENGADUAN DAN
PENANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 61

KPI wajib mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 62

Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi Standar Program
Siaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengolahan,
pembuatan, pembelian, penayangan, penyiaran, dan pendanaan
program siaran lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengaduan
Pasal 63

Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya
pelanggaran terhadap Standar Program Siaran dapat mengadukan
ke KPI Pusat dan/atau KPI Daerah.

Pasal 64

KPI wajib menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan,
sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-
lenggaraan penyiaran.
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Pasal 65

Dalam hal memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan
dan/atau pengaduan, KPI dapat mengundang lembaga penyiaran
untuk didengar keterangannya guna mendapatkan klarifikasi dan
penjelasan lebih lanjut tentang materi program yang diadukan
tersebut.

(1)
@)

(1)

2)

Bagian Keempat
Materi Rekaman Siaran

Pasal 66

Rekaman program siaran wajib disimpan secara baik dan benar
minimal selama satu tahun setelah disiarkan.

Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPI berwenang
meminta kepada lembaga penyiaran rekaman program siaran
yang diadukan.

BAB XXVI
SANKSI DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 67

Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara

sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran

dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

a. teguran tertulis; ,

b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah
setelah melalui tahap tertentu;

c. pembatasan durasi dan waktu siaran;

d. denda administratif;

e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
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(1

2)

(D

()

1

f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyia-
ran;
g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 68

Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga
penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mem-
pengaruhi keputusan KPI berikutnya, termasuk dalam hal
perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan.
Bila KPI menemukan bahwa terjadi pelanggaran oleh lembaga
penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran itu kepada
publik.

Pasal 69

Bila terjadi dugaan pelanggaran atas Standar Program Siaran,
maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang
menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran
tersebut. 5

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas
berlaku untuk seluruh jenis program, baik program yang
diproduksi sendiri, yang dibeli dari pihak lain, yang merupakan
kerja sama produksi, maupun yang disponsori

BAB XXVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Teguran Tertulis

Pasal 70w

Lembaga penyiaran yang melanggar sebagaimana diatur pada
ketentuanPasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 hurufa, c, g, i,
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j- 1, 0, p, danq, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) huruf
f, Pasal 27 ayat'(2), (4) huruf a, c.dan d, (5) huruf b, dan (6)
huruf b dan ¢, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) hurufa, b, ¢, 4,

- . e, dan g, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) dan (3),-Pasal 37, Pasal 38

ayat (4), Pasal 39 ayat (4) dan (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46.ayat-(1) dan (2), Pasal 47
ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (3) huruff, g, dan h, Pasal 50,
Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasat 56 huruf
a dan ¢, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 66 ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh KPI.

(2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran

3)

ey

)

tertulis pertama dan kedua untuk lembaga penyiaran minimal
selama 7 (tujuh) hari kalender. .

Apabxla lembaga penyiaran tidak memerhatxkan teguran .
pertama dan kedua, KPI akan meningkatkan sanksi administratif
sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 67 ayat (2).

Bagian Kedua
Penghentian Sementara

Pasal 71

Lembaga penyiaran yang melanggar sebagaimana diatur pada
ketentuan Pasal 17 huruf b, d, e, f'h, k;, m, dan n, Pasal 19,
Pasal 26 ayat (3) huruf 3, b, ¢, d dan e, Pasal 27 ayat (1), (4)
huruf b, (5) huruf a, dan (6) huruf a, Pasal 34 ayat (2) huruff,
Pasal 49 ayat (3) huruf a, b, dan ¢, Pasal 56 huruf b, d dan
e, Pasal 60, dikenai sanksi administratif berupa penghentian
sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap
tertentu.

Tahap tertentu dalam penghentian sementara mata acara yang
bermasalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
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tahap pemeriksaan bukti pelanggaran;
tahap penelitian dan penilaian pelanggaran;
tahap klarifikasi;

tahap pemutusan sanksi administratif.

. 0 &

Bagian Ketiga
Hak Jawab

Pasal 72

(1) Lembaga penyiaran mempunyai hak untuk melakukan
klarifikasi berupa hak jawab baik dalam bentuk tulisan maupun
lisan atas pelanggaran Standar Program Siaran yang dilakukan
sebelum maupun sesudah keputusan sanksi administrasi
ditetapkan.

(2) Lembaga penyiaran dapat menunjuk seorang kuasa untuk
melaksanakan hak jawab sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1).
BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Standar Program Siaran secara berkala dinilai kembali oleh KPI
sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan
perkembangan norma-norma yang berlaku, serta pandangan dari
masyarakat.

Pasal 74

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi
Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Standar

Program Siaran dinyatakan tidak berlaku.
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- Pasal 75
Peraturan KPI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 10 Desember 2009

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,
Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D
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Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup

Nama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Maksum

Tempat / Tanggal Lahir : Indramayu, 6 April 1970
Alamat Rumah . Komplek Pondok Pesantren Miftahuttholibin

Paleben Timbang Cigandamekar Kuningan Jawa
Barat RT. 05 RW. 02

PENDIDIKAN FORMAL:

VVVVVVVYVYY

MI. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 1 Bugel Patrol Tahun 1978 — 1984

SD. Negeri Bugel Patrol Tahun 1978 — 1984

MTs. Madrasah Tsanawiyah Negeri Babakan Ciwaringin Tahun 1985 — 1988
MTs. al-Hikam as-Salafiyah Cirebon Tahun 1990 — 1993

SMA. Negeri Palimanan Cirebon Tahun 1988 — 1990

MA. al-Hikam as-Salafiyah Cirebon Tahun 1993 — 1995

PT. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Tahun 2005 — 2009

Program Pascasarjana Magister Studi Islam UII 2009 - 2012

Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam UII 2012 - 2015

PENDIDIKAN NON FORMAL:

VVVYY

Madrasah Diniyah Kuliyatus ash-Shibyan Ciwaringin Cirebon Tahun 1985 — 1990
Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Munawwir Tahun 1995 — 1996

PT. Ma‘had Aly Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Tahun 1996 — 2002

Pondok Pesantren Roudlatut Tholibin Babakan Ciwaringin Cirebon 1984 — 1995
Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Bantul Yogyakarta 1995 - 2012

PENGALAMAN ORGANISASI:

VVVVVVVVY

Pengurus Badan Hisab Rukyat Propinsi D.I.Y. Tahun 2005 — 2015

Anggota Lajnah Falakiyyah PWNU D.LY. Tahun 2002 — 2015

Pengurus Masjid Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Tahun 2006 — 2008
Anggota PMII Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Tahun 2006 — 2008
Pengurus Pondok al-Munawwir Pusat Tahun 2005 — 2008

Pengurus Madrasah Salafiyah II al-Munawwir Yogyakarta Tahun 1998 — 2012
Anggota Yayasan KODAMA Yogyakarta 1996 — 1997

Aktif di Lembaga Perekonomian (LP) PW.NU Propinsi Yogyakarta Tahun 2008
Khadim al-Ma‘had Miftahuttholibin Timbang Kuningan, Tahun 2012 - Sekarang

PENGALAMAN MENGAJAR:

VVVYY

Madrasah Salafiyah II al-Munawwir Yogyakarta Tahun 1998 — 2012

Madrasah Salafiyah V al-Munawwir Yogyakarta Tahun 2005 — 2012

PT. Ma‘had Aly al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Tahun 2002 — 2012
Madrasah Diniah al-Kandiyas Krapyak Yogyakarta, Tahun 2010- 2012
Madrasah Diniah Miftahuttholibin Timbang Kuningan, Tahun 2012 - Sekarang
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